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GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta dapat
diselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan apresiasi dan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung
maupun secara tidak langsung dalam penyusunan LPPD Tahun 2022. Laporan ini
merupakan bagian dari implementasi pslaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraiuran Pelaksanzan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan adanya dinamika perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indanesia, kegiatan pada berbagai bidang serta urusan penyelenggaraan
pemenntahan di Provinsi DKl Jakarta harus tetap berjalan dengan baik. Rangkaian
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud harus capat tergambarkan melalui
dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dagrah, mengingat laporan tersebut
bersifat holistik, menyangkut aspek kebijakan, pelaksanaan dan hasil dar penyelenggaraan
semua urusan pemerintahan daerah.

Subslansi maleri laporan ini menginformasikan mengenai kinerja penyelenggarazn
pemerintahan vang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci kKeluaran, indikator
kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.
Selain itu laporan ini juga mengakomodir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP),
Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Akhirnya dengan tersusunnya LPPD Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta, laparan ini
dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui pencapaian pelaksanazan
penyelenggaraan pamerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 serta dapat digunakan
sebagai langkah strategis perumusan kehijakan atanomi daerah di masa yang akan datang.

Woassalamu alaikurm Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 17 Maret 2023
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1.1 Latar Belakang
1.1.1 Penjelasan Umum

1) Undang-Undang Pembentukan Daerah
Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status
istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang Undang
Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2) Data Geografis Wilayah
Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk
informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim,
dan geologi.
a) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah
Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 5° 19° 12”
Lintang Selatan - 6° 23’ 54” Lintang Selatan dan 106° 22’ 42”
Bujur Timur - 106° 58’ 18” Bujur Timur dan merupakan dataran
rendah dengan ketinggian rata-rata + 7 meter di atas permukaan
laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang
Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta. Secara
geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta adalah 7.660 km2, dengan luas daratan 662,33 km?2
(termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas
lautan 6.977,5 km2.
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Gambar I.1
Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta
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Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta
memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari
Barat sampai ke Timur sepanjang £ 35 km yang menjadi tempat
bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal yang berbatasan dengan Laut
Jawa, sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan
dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan
Provinsi Banten.

b) Iklim

Tempratur Provinsi DKl Jakarta pada Stasiun
Pengamatan Kemayoran di Tahun 2022 tertinggi di bulan April
dan Agustus (32,8°C) dan terendah di bulan Februari (25,1°C)
dengan kelembaban 71 sampai 80 persen. Curah hujan tertinggi
dibulan Februari (337,8mm) dan terendah di bulan Agustus
(31,5mm). Sedangkan temperatur Provinsi DKI Jakarta pada
Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di Tahun 2022 tertinggi di
bulan April dan Mei (32,6°C) dan terendah di bulan Februari
(25,6°C), dengan kelembaban 75 sampai dengan 82 persen.
Curah hujan tertinggi di bulan Januari (384,5mm) dan terendah di
bulan Juni (41,2mm).

Selengkapnya curah hujan di Jakarta selama tahun
2022 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel I-1
Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2022

Stasiun Meteorologi Stasiun Meteorologi Tanjung
Kemayoran Priok
Jumlah Rata-'rata Jumlah Rata-rata Harian
Jumlah . Harian Jumlah : :
Curah Hujan H"?m Penyinaran Curah Hujan H"?‘” Penymara}n
2 Hujan ; 5 Hujan Matahari
(mm?) (hari) Matahari (mm?) (hari) (hari)
(UED)
Januari 337,0 17 3,9 384,5 17 5,6
Februari 337,8 21 2,9 198,0 19 4,3
Maret 138,3 17 4,2 139,3 14 50
April 258,3 18 50 153,9 12 6,9
Mei 184,1 13 4,0 72,1 11 5,2
Juni 95,6 9 3,7 41,1 10 50
Juli 92,8 6 50 138,3 8 6,4
Agustus 31,5 4 52 52,6 3 7,0
September 120,5 10 51 66,9 7 6,2
Oktober 2195 12 3,9 237,3 12 53
November 144,1 13 4,1 103,0 13 5,0
Desember 136,6 18 3,0 102,0 16 4,4

Sumber : https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteoroli Kemayoran dan TanjungnPriok),
diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 2023

Sedangkan rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun
2022 sebesar 28,40 °C dengan rata-rata suhu maksimum dan
minimum sebesar 32,05 °C dan 25,94 °C. Suhu terendah di
Jakarta selama tahun 2022 terjadi di bulan Februari dengan rata-
rata suhu udara sebesar 25,35 °C. Hal tersebut sejalan dengan
banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut.
Selengkapnya suhu maksimum, minimum dan rata-rata di Jakarta

selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel I-2
Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan
Tahun 2022
Stasiun Meteorologi Stasiun Meteorologi Tanjung
Kemayoran Priok
Bulan Rata- 5
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Januari 254 28,0 31,5 25,7 28,2 32,1
Februari 25,1 27,7 31,15 25,6 27,9 31,0
Maret 25,7 28,3 32,4 26,1 28,5 32,4
April 25,7 28,5 32,8 26,3 28,8 32,6
Mei 25,8 28,6 32,7 26,4 28,8 32,6
Juni 254 28,0 32,0 26,1 28,3 31,6
Juli 25,7 28,7 32,5 26,2 28,8 32,2
Agustus 26,1 29,0 32,8 26,5 29,0 31,5
September 26,0 28,6 32,6 26,5 28,8 32,2
Oktober 25,5 28,3 32,2 25,8 28,4 31,9
November 254 28,3 32,0 26 28,4 31,9
Desember 25,2 27,8 31,4 25,8 28,0 31,2

Sumber : https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteoroli Kemayoran dan Tanjung Priok),
diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 2023

c) Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang
sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleitosen
yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan
tanah. Bagian selatan merupakan bagian aleuvial Bogor yang
terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai
merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya
terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada
permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan
alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat
pada kedalaman 10-25 meter, makin ke selatan permukaan
keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 meter, pada bagian
kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada
kedalaman 40 meter.

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan
Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah
tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai sedikit
berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan
endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air
tanahnya terpengaruh oleh air laut.
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Gambar 1.2
Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta
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Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan
tanggul- tanggul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah
laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari
batuan dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna
keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut.

Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut :

1. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan
aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke
bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan
lempung pasiran. Semakin kearah Utara mendekati pantai
berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan
pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-
seling lapisannya berkisar antara 3-12 meter dengan
ketebalan secara keseluruhan diperkirankan mencapai
300 meter.

2. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang
pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari
perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan.
Tebal endapan antara 4,5-13 meter.

3. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan
endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-

selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan.
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4. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan
kipas aluvial wvulkanik (tanah tufa dan konglomerat),
berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung
lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara
3-13,5 meter.

5. Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan
endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang,
Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang
memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter dengan bagian
atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi
oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa
tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok
M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu
memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman
bagian Utaranya lebih dari 300 meter dan Formasi Parigi di
sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman
80 meter. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-

selingi oleh batu pasir.

Gambar 1.3
Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta
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Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh
13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai
Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadane. Dua sungai besar
ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi

pengendapan yang lebih bayak dari sungai lainnya. Keadaan ini
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menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara
sungai, sehingga terbetuk delta dan semenanjung yang menjorok
ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk
Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan
pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan
sendimennya tinggi lebih cepat dari pada di muara sungai-sungai
yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun
terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran
endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun
mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar,
menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan)
meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial,
maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang
menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah
daratan. Hempasan air laut dapat menghalangi pembentukan
lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus sungai
dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya
pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak
lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di
bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin

mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.

Gambar 1.4
Topografi di Provinsi DKI Jakarta
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Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022
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Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota
delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah
rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena
perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan
variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang,
menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banijir.

3) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2022 sebanyak
11.317.271 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.676.955 jiwa dan perempuan
5.640.316 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (sex ratio) tercatat
100,6%. Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada
tahun 2022 secara registrasi jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan hampir berimbang, sedikit terdapat kelebihan penduduk
laki-laki.

Tabel 1-3
Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

KANB'?IE/IC')ATA LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

1 Kep. Seribu 15.198 14.819 30.017
2 Jakarta Pusat 554.834 551.459 1.106.293
3 Jakarta Utara 943.014 930.050 1.873.064
4 Jakarta Barat 1.311.357 1.296.552 2.607.909
5 | Jakarta Selatan 1.198.577 1.203.186 2.401.763
6 | Jakarta Timur 1.653.975 1.644.250 3.298.225

Grand Total 5.676.955 5.640.316 11.317.271

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan
penduduk di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar 0,49 persen
lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan kepadatan
penduduk sebesar 17.115,48 jiwa/km?

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

‘e’ "W W W



BAB | PENDAHULUAN

4) Jumlah Kabupaten/Kota
Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, memiliki status
istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan
mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat

Provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat Provinsi.

Gambar 1.5
Peta Pembagian Wilayah di Provinsi DKI Jakarta
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Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami
pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 (lima) kotamadya
menjadi 1 (satu) kabupaten administrasi dan 5 (satu) kota
administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi
menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten
administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan
141,27 km?, Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km?, Jakarta
Pusat dengan luas daratan 48,13 km?, Jakarta Barat dengan luas
daratan 129,54 km? dan Jakarta Utara dengan luas daratan
146,66 km?, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan

luas daratan 8,70 km?2.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

‘e "W "W "W




BAB | PENDAHULUAN

Untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah
terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi
menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pada Tahun 2022, jumlah RW dan RT pun mengalami
perubahan sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel 1-4

Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan
Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kota/Kab Luas Jumlah
Administrasi | Area (km?) RW

1 | Jakarta Pusat 48,13 8 44 386 4.552 382
2 | Jakarta Utara 146,66 6 31 457 5.298 441
3 | Jakarta Barat 129,54 8 56 586 6.499 576
4 | Jakarta Selatan 141,27 10 65 579 6.068 566
5 | Jakarta Timur 188,03 10 65 711 7.947 709
6 | Kep. Seribu 8,70 2 6 24 127 24

Jumlah 662,33 44 267 2.743 | 30.491| 2.698

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2022

5) Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawali

Pemerintah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa
Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara memiliki status istimewa
dan diberikan otonomi khusus kelembagaan Perangkat Daerah
sampai ke level Kelurahan. Selain itu, Kota dan Kabupaten yang ada
di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan bersifat
administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor
57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah
sebanyak 42 Perangkat Daerah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang
bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 64.231 orang ASN dan
85.399 orang non ASN.
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Tabel I-5
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022
No Jenis Kelamin Laki — Laki Perempuan Jumlah
1 | ASN 27.900 36.331 64.231
2 | Non ASN 73.713 11.686 85.399

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022

6) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam  Peraturan Daerah  Provinsi DKl  Jakarta
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ditetapkan APBD Provinsi DKI
Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar
Rp. 82.471.134.854.299,- yang terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaannya
terjadi beberapa kali perubahan anggaran, yang terakhir adalah
perubahan ketujuh menjadi sebesar Rp. 77.796.647.728.301,- yang
disahkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 periode sampai dengan

31 Desember 2022 (unreviewed) :
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Periode sampai dengan 31 Desember 2022 (unreviewed

Tabel 1-6

ANGGARAN REALISASI
NAMA AKUN
(Rp) (Rp)
PENDAPATAN DAERAH
4.1 (PPEAND'?APATAN ASLIDAERAH | 55 662 834.753.592 | 45.609.746.388.366 81,94
4.1.01 Pajak Daerah 45.700.000.000.000 | 40.273.232.818.164 | 88,13
4.1.02 Retribusi Daerah 806.878.300.000 376.977.989.704 | 46,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan
4.1.03 Daerah yang Dipisahkan 793.735.537.821 402.424.109.447 | 50,7
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 8.362.220.915.771 | 4.557.111.471.051 | 54,5
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 17.226.478.703.801 | 18.861.624.975.049 | 109,49
4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 17.226.478.703.801 | 18.861.624.975.049 | 109,49
4.2.01.01 | Dana Perimbangan 17.196.794.470.801 | 18.831.940.742.049 | 109,51
4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) 29.684.233.000 29.684.233.000 | 100
4202 Ezeir;?:ﬁatan Transfer Antar i i )
4.3 bﬁ\'L\'Gng\'HPENDAPATAN 4.907.334.270.908 | 2.816.344.273.084 | 57,39
4.3.01 Hibah 4.907.334.270.908 | 2.816.344.273.084 | 57,39
Lain-lain Pendapatan Sesuai
4.3.03 dengan Ketentuan Peraturan - - -
Perundang- Undangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 77.796.647.728.301 | 67.287.715.636.499 | 86,49
5.1 BELANJA OPERASI 58.971.570.881.413 | 55.522.405.740.190 | 94,15
5.1.01 Belanja Pegawai 18.638.609.298.361 | 17.705.964.304.320 | 95
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.070.951.729.022 | 23.612.225.341.873 | 94,18
5.1.03 Belanja Bunga 789.540.302.919 270.632.758.937 | 34,28
5.1.04 Belanja Subsidi 6.542.350.628.292 | 6.278.332.984.915 | 95,96
5.1.05 Belanja Hibah 2.814.872.399.819 | 2.629.020.645.130 | 93,4
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.115.246.523.000 | 5.026.229.705.015 | 98,26
Belanja Karena Rugi Selisih kurs
5.1.07 dalam pengelolaan Rekening - - -
Milik BUD
5.2 BELANJA MODAL 10.800.988.472.312 | 8.804.540.904.938 | 81,52
5.2.01 Belanja Tanah 1.904.948.891.243 880.953.900.338 | 46,25
5.2.02 Belanja Peralatan dan Mesin 2.020.816.746.175 | 1.796.060.808.255 | 88,88
5.2.03 Belanja Gedung dan Bangunan 2.054.535.946.728 | 1.735.040.430.080 | 84,45
5.2.04 ?sr'i":‘]rg;‘nJa'a”’ Irigasi dan 4.659.208.720.297 | 4.264.727.292.528 | 91,53
5.2.05 Belanja Aset Tetap Lainnya 161.478.167.869 127.758.473.737 | 79,12
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.714.844.382.393 29.976.747.630 | 0,45
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.714.844.382.393 29.976.747.630 | 0,45
5.4 TRANSFER 484.762.660.210 484.762.660.210 | 100
5.4.02 Egﬁg’r?nﬁgﬁaggg‘amamnya 484.762.660.210 |  484.762.660.210 | 100
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 76.972.166.396.328 | 64.841.626.052.968 | 84,24
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ANGGARAN REALISASI
AKUN NAMA AKUN 7
(Rp) (Rp)
SURPLUS/DEFISIT 824.481.331.973 | 2.446.029.583.531
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.015.108.618.305 | 10.701.355.478.815 | 213,38
6.1.01 Penggunaan SiLPA 4.035.856.630.001 | 97.217.188.331.341 | 240,88
6.1.04 Pinjaman Dalam Negeri - 979.251.988.304 |  979.251.480.334 | 100
Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian
6.1.05 Pinjaman - 385.167.140 ~
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.839.589.950.278 | 4.526.625.491.573 | 77,52
6.2.02 Bzre“r’:ﬁaa” Modal Pemerintah 4.722.708.317.275 | 3.492.066.426.925 | 73,94
Pembayaran Pokok Pinjaman
6.2.03 Dalam Negeri - Pemerintah 1.034.579.441.218 | 1.034.559.064.648 | 100
Pusat
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 82302.191.785 ) _
kepada Masyarakat
PEMBIAYAAN NETO (824.481.331.973) | 6.174.729.987.242
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 8.620.759.570.773

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak
tahun 2020 berpengaruh cukup besar pada kondisi Jakarta.
Pandemi memengaruhi berbagai aspek, terutama aspek sosial
dan ekonomi masyarakat. Kebijakan pembatasan aktivitas
2022 berdampak pada

melambatnya aktivitas perekonomian.

masyarakat hingga awal tahun
Pertumbuhan ekonomi
2022 dengan

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar

Jakarta mulai membaik pada tahun laju
5,25 persen (c-to-c), naik sebesar 1,69 persen dibandingkan
tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).
Pemulihan ekonomi DKI Jakarta didukung oleh mobilitas dan
aktivitas masyarakat yang meningkat sejalan dengan terus
berlangsungnya program vaksinasi booster, momen hari besar,
DKI
Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta belum
yang
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebesar 5,8 sampai

dengan 6,2 persen.

dan berbagai kegiatan yang berlangsung di Jakarta.

memenuhi target tercantum dalam Rencana Kerja
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Seiring dengan membaiknya kinerja ekonomi, kondisi
ketenagakerjaan dan kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan.
Pada tahun 2022, terjadi penambahan penduduk pekerja baru
sebanyak 138 ribu orang dan penurunan jumlah pengangguran
sebanyak 63 ribu orang (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI
Jakarta, 2023). Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021 sebesar
1,31 persen atau menjadi 7,18 persen pada Agustus 2022.
Namun, pemerintah masih perlu berupaya menurunkan TPT
minimal hingga mendekati angka sebelum pandemi yakni sebesar
6,65 persen per-September 2018 dan 6,54 persen per-September
2019.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta
ditunjukkan oleh Grafik I.1. dimana selama kurun waktu dua tahun
sejak pandemi, angka kemiskinan DKI Jakarta meningkat
signifikan dari 3,62 persen di 2019 menjadi 4,97 persen di 2020.
Angka kemiskinan perlahan kembali membaik pada September
2022 yakni sebesar 4,61 persen atau menurun sebesar
0,08 persen dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin
berkurang sebanyak 7,11 ribu orang atau 0,08 persen selama
Maret-September 2022, lebih besar dibandingkan penurunan
jumlah penduduk miskin pada periode September 2021 sampai
dengan September 2022 yaitu sebesar 0,06 persen. Namun
demikian, penurunan tingkat kemiskinan belum mencapai target
yang ditetapkan pada tahun 2022 yang seharusnya berada pada
kisaran 3,45 sampai dengan 3,9 persen.

Kemiskinan ekstrem juga menjadi masalah yang harus
ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022,
kemiskinan ekstrem masih mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2021. Angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 tercatat
mencapai 0,89 persen atau naik 0,29 persen dibandingkan tahun
2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Di sisi
lain, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah prioritas
untuk mencapai penurunan angka kemiskinan ekstrem nasional

0 persen pada tahun 2024 dan angka kemiskinan ditargetkan
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turun menjadi 2,91 persen pada tahun 2026 berdasarkan
RPD DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Gambar 1.6
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022

MARET  SEPT MARET SEPT MARET SEPT MARET SEPT
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

s PENDUDUK MISKIN (RATUS RIBU ORANG) =={ii=== PERSENTASE (PO]

o

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKl Jakarta, diolah oleh
BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di
DKI Jakarta selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan
signifikan pada Maret 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.
Peningkatan terus berlanjut sampai Maret 2021 dan baru
menunjukkan penurunan pada September 2021 (Badan Pusat
Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Capaian penurunan angka
kemiskinan pada tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pemerintah
dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui
berbagai program bantuan sosial. Selain itu, capaian tersebut
dipengaruhi oleh membaiknya beberapa indikator makro ekonomi
dimana perekonomian tumbuh 5,94 persen, pengangguran
berkurang 63 ribu orang, dan tenaga kerja bertambah 138 ribu
orang (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Sejalan
dengan penurunan kemiskinan, untuk pertama kalinya dalam dua
tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta
bergerak turun yang menandakan bahwa selisih pendapatan
penduduk kelas bawah dan kelas atas menjadi semakin kecil.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi

DKI Jakarta tentang tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang
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dipublikasikan tanggal 16 Januari 2023, Indeks Gini Provinsi
DKI Jakarta pada September 2022 tercatat 0,412 atau turun
0,011 poin dibandingkan Maret 2022. Akan tetapi, tren Indeks Gini
Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2022 masih mengalami
peningkatan yakni secara berurutan mencapai 0,391; 0,411 dan
0,412 poin. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Indeks Gini
nasional sebesar 0,381 poin pada 2022 yang menunjukkan

kesenjangan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi.

Gambar 1.7
Fluktuasi Prevalensi Balita yang Terindikasi Stunting
di Provinsi DKI Jakarta dalam Kurun Waktu 2015-2022
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Fluktuasi prevalensi balita yang terindikasi stunting di
Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2015-2022 menunjukkan
bahwa selama 7 tahun angka stunting menurun sebesar
8,2 persen atau 23 persen pada 2015 menjadi 14,8 persen pada
2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Permasalahan strategis Provinsi DKI Jakarta lainnya
adalah prevalensi balita gizi buruk yang masih cukup tinggi.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)
Kementerian Kesehatan, persentase balita stunting tercatat
sebesar 14,8 persen pada tahun 2022. Meskipun WHO
menetapkan standar prevalensi stunting sebesar 20 persen,
Provinsi DKI Jakarta masih perlu mendorong penurunan angka
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stunting. Faktor penyebabnya antara lain, terdapat ketimpangan
ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan,
sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman,
dan urbanisasi yang memengaruhi tumbuh kembang balita serta
kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan.

b) Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum di Provinsi DKI Jakarta masih memiliki
beberapa permasalahan strategis di bidang pendidikan antara lain
meningkatnya tren Angka Putus Sekolah, kurangnya partisipasi
sekolah di tingkat menengah pertama ke atas, masih adanya
sekolah yang belum memiliki Akreditasi A, dan masih rendahnya
kualitas tenaga pendidik. Data Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menyebutkan bahwa persentase
Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI menurun selama lima
tahun terakhir yakni dari 0,01 persen di 2017 menjadi
0,006 persen pada 2021. Demikian pula dengan Angka Putus
Sekolah SMP/MTs menurun dari 0,06 persen di 2017 menjadi
0,002 persen di 2021. Perbaikan pada Angka Putus Sekolah juga
terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA dimana mencapai 0,15 persen
di 2017 menjadi 0,01 persen di 2021.

Permasalahan masih rendahnya partisipasi sekolah
menengah di tingkat pertama (SMP) dan atas (SMA) diukur dari
perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di DKI Jakarta
pada rentang waktu 2017 sampai dengan 2022. APM merupakan
persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu
yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai
dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok
usia sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan data BPS Provinsi
DKI Jakarta tahun 2022, APM DKI Jakarta tahun 2017 untuk
jenjang SMP sebesar 80,72 persen dan SMA 59,54 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik terutama
pada jenjang SMA masih terbilang rendah. APM SMP/MTs
meningkat di 2022 menjadi 84,22 persen sedangkan di tahun
yang sama, APM SMA/SMK/MA juga meningkat walaupun masih
berada di bawahnya yakni 60,88 persen (Badan Pusat Statistik
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Provinsi DKI Jakarta, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa
semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah APM.
Namun demikian, diperlukan analisis menyeluruh terkait
penyebab penurunannya.

Terkait aspek kualitas penyelenggaraan layanan
pendidikan, yakni akreditasi sekolah, masih terdapat sekolah yang
belum mencapai Akreditasi A. Nilai akreditasi menggambarkan
kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Merujuk pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah per
20 Desember 2022, jumlah sekolah terakreditasi A di Provinsi DKI
Jakarta adalah sebanyak 1.777 unit atau 80,92 persen untuk
SD/MI, 718 unit atau 67,86 persen untuk SMP/MTs, 382 unit atau
78,28 persen untuk SMA/MA, dan 280 unit atau 49,21 persen
untuk SMK. Jumlah SMP/MTs terakreditasi A masih tidak berbeda
jauh dengan kondisi lima tahun yang lalu yakni sebesar
67,01 persen di 2017. Sedangkan penurunan cukup signifikan
terjadi pada jumlah SMK terakreditasi A dimana telah mampu
mencapai 60,94 persen di 2017. Namun demikian, capaian SMK
terakreditasi A tahun 2022 mengalami peningkatan dari angka
2021 yang hanya mencapai 47,49 persen.

Lebih lanjut mengenai permasalahan di DKI Jakarta
dalam aspek layanan pendidikan vyaitu rendahnya kualitas
pendidik. Merujuk pada data Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta tahun 2022, terjadi penurunan jumlah sertifikasi guru
sepanjang 2017-2021. Di sisi lain, sertifikasi guru diperlukan
meningkatkan mutu pendidikan yakni sebagai salah satu
instrumen untuk memastikan tenaga pendidik memiliki kualitas
kompetensi terstandar yang secara langsung akan memengaruhi
kualitas pendidikan. Pada tahun 2017, persentase guru yang
kompeten mencapai 100 persen dimana selanjutnya mengalami
fluktuasi dengan angka akhir di 2021 hanya sebesar 1,02 persen
atau 1.001 guru dari total 98.567 tenaga pendidik di Provinsi
DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai kelulusan

minimal Uji Kompetensi Guru (UKG) menjadi 80 sehingga
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berdampak pada persentase guru yang memiliki
kompetensi/sertifikasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya khusus
untuk mendorong kualitas para guru di Provinsi DKI Jakarta.

Persoalan pelayanan umum lainnya menyangkut bidang
kearsipan, yaitu adanya fluktuasi capaian indikator layanan arsip
siap layan (e-arsip) dalam penyelenggaraan kearsipan.
Persentase pengelolaan kearsipan di lingkup Perangkat Daerah
dan BUMD yang sesuai standar baru mencapai 7,4 persen pada
tahun 2020. Angka ini menurun 3,211 persen dibandingkan
dengan data tahun 2019 yang dapat mencapai 10,611 persen
(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, 2022).
Hal ini menunjukkan adanya penurunan pengelolaan arsip di
instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, layanan arsip
siap layan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi
10,845 persen. Sebagai salah satu solusinya, pengelolaan arsip
pemerintah termasuk badan usaha perlu ditingkatkan dengan
berbasis elektronik sebagai perwujudan tata kelola kearsipan
modern.

Pelayanan umum di bidang perumahan juga masih
menghadapi persoalan terutama berkaitan dengan kepemilikan
rumah layak huni dimana belum semua warga Jakarta
memilikinya. Ketersediaan rumah layak huni menjadi perhatian
utama, karena mahalnya harga tanah dan meningkatnya biaya
operasional gedung bertingkat. Rasio rumah layak huni terhadap
jumlah rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta mengalami
penurunan, dimana berdasarkan dokumen RPD 2023-2026
sempat mencapai 99,49 persen pada tahun 2017 menjadi
40 persen pada 2021 dan turun kembali ke angka 36,23 persen
pada 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).
Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan indikator
rumah layak huni yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.

c) Aspek Daya Saing Daerah

Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sempat
berdampak terhadap penurunan realisasi investasi Provinsi
DKI Jakarta di tahun 2020, yakni sebesar Rp. 95,0 triliun atau
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turun Rp. 28,90 triliun dari realisasi investasi tahun 2019
sebesar Rp. 123,90 triliun. Setelah melalui upaya-upaya
peningkatan investasi serta strategi dalam menjaga iklim investasi
di tengah kondisi pandemi, realisasi investasi pada 2021
meningkat menjadi Rp. 103,3 triliun dan terus tumbuh hingga
Rp. 143,0 triliun pada 2022 (Badan Koordinasi Penanaman Modal
Provinsi DKI Jakarta, 2023).
Grafik 1-1

Tren Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022
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Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017-2022
dalam triliun menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati
realisasi investasi tertinggi di tingkat Nasional pada tahun 2017
dan menempati posisi kedua sejak tahun 2018-2022 (Badan
Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Grafik 1-2
Tren Lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022
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Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023
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Tren lokasi PMDN tahun 2017-2022 dalam triliun
menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati realisasi
investasi tertinggi di tingkat nasional pada tahun 2017-2019, turun
ke posisi ketiga pada 2020, serta kembali menguat pada
2021 dan 2022 dengan realisasi terakhir sebesar Rp. 89,2 Triliun
(Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta,
2023).

Grafik 1-3
Tren Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2017-2022
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Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren lokasi PMA tahun 2017-2022 dalam miliar US dollar
yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati realisasi
investasi tertinggi kedua di tingkat nasional pada tahun
2017-2021 dan turun ke posisi keempat pada tahun 2022 dengan
nilai realisasi sebesar US$ 3,7 miliar (Badan Koordinasi
Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Peningkatan  realisasi  investasi  didorong oleh
pertumbuhan PMDN DKI Jakarta yang menguat dalam lima tahun
terakhir. PMDN DKI Jakarta menempati posisi pertama di tingkat
nasional sepanjang tahun 2017-2019. Meskipun sempat turun
pada tahun 2020, realisasi investasi PMDN kembali tumbuh dan
menguat pada tahun 2021 hingga tahun 2022 berhasil kembali
menempati  posisi pertama dengan realisasi sebesar
Rp. 89,2 triliun. Terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta untuk menguatkan kembali investasi di tahun 2021

diantaranya dengan membuka peluang investasi hijau sebagai
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inisiatif pembangunan kota berketahanan dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membentuk Jakarta
Investment Centre (JIC) dan menyelenggarakan Jakarta
Investment Forum untuk menjembatani pertemuan antara
pemerintah, BUMD, dan calon investor dalam menggali peluang
kerja sama.

Di sisi lain, PMDN DKI Jakarta yang menguat pada tahun
2022 tidak diiringi oleh pertumbuhan PMA yang hanya menduduki
posisi keempat di tingkat nasional pada tahun yang sama.
Sebelumnya, realisasi PMA DKI Jakarta selama tahun 2017-2021
menduduki peringkat kedua hanya saja kecenderungan nilainya
terus mengalami penurunan. Dalam kurun waktu enam tahun ke
belakang, realisasi PMA DKI Jakarta tertinggi diperoleh pada
tahun 2018 sebesar US$ 4,9 miliar. Angka ini semakin menurun
terutama pada masa pandemi Covid-19 dengan capaian terendah
sebesar US$ 3,3 miliar pada tahun 2021. Upaya pemulihan
ekonomi pasca pandemi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022
dengan meningkatnya PMA DKI Jakarta menjadi US$ 3,7 miliar.
Namun demikian, angka tersebut tidak cukup besar dibandingkan
dengan realisasi PMA di daerah lain.

Usaha  berbasis pariwisata  merupakan  sektor
perekonomian yang terdampak signifikan akibat pandemi
Covid-19 melanda Provinsi DKI Jakarta. Jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara ke Provinsi DKI Jakarta berkurang
drastis sebesar 82,25 persen pada tahun 2020 dan kembali
menurun di tahun 2021. Pemulihan di sektor ini baru terukur pada
tahun 2022 dimana tercatat sebanyak 935.182 orang wisatawan
mancanegara berkunjung ke Jakarta dengan tingkat pertumbuhan
mencapai 683,48 persen dibandingkan dengan tahun 2021.
Upaya pemulihan sektor pariwisata masih diperlukan untuk
mengejar capaian kunjungan wisatawan mancanegara pada masa

sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai lebih dari 2 (dua) juta

kunjungan per tahun.
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Grafik 1-4

Tren Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
ke Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2022

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah
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Tren jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke
DKI Jakarta periode 2018-2022 menunjukkan besarnya dampak
yang disebabkan pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata.
Geliat di sektor ini pada tahun 2022 masih jauh dari kondisi
sebelum pandemi dimana kunjungan wisatawan mancanegara

mampu melebihi 2 (dua) juta orang per tahun (Badan Koordinasi

Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).
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2) Visi dan Misi Kepala Daerah

Gambar 1.8
Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2017-2022
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Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Adapun penjelasan untuk masing-masing elemen dapat
diuraikan sebagai berikut :
a) Visi
Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi,
serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan
2017-2022 adalah :
“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya
terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan
kesejahteraan bagi semua.”
Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Jakarta
Meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi
DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu
kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada
dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu
yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.
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2. Maju;

Memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal
ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang
lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin
meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya
kualitas kehidupan masyarakat.

3. Lestari;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata
“‘lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah,
bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan
pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan
(dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi
memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi
kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan,
tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai
kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

4. Berbudaya;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari
“berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran
dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture
Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya
jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan
fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam
segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota
menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan
karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka
lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam
dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk
tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

5. Keberadaban;

Keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut
memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan
dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam

pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya
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untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib
berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek
dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan
turut serta dalam pembangunan.

6. Keadilan; dan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata
‘keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan
sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan
merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang
bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat
memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan
belajar hidup pada kemampuan aslinya.

7. Kesejahteraan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata
‘kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera,
keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan
dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan
keadaan sejahtera masyarakat.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2017-2022
adalah sebagai berikut : Misi disusun dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan
dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan
misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga
akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian
tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah
diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah
sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat
cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai
keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui
kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan

memanusiakan.
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Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta
yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia
Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai
kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama
diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan
anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran
kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.
Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya
perbaikan layanan pemerintah, serta penggunaan teknologi
yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di
tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban
kekerasan secara baik dan cepat.

Kesehatan = merupakan salah  satu indikator
pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan
program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci
pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil
dan berkualitas. Selain itu, Jakarta yang sehat juga akan
didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk
menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Jakarta yang pintar diwujudkan melalui pemenuhan
kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas)
tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah
menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu
pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi
keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia
industri menjadi salah satu upaya untuk menjadikan
pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang
terus relevan.

Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan.
Jakarta  sebagai pusat perekonomian tidak  bisa
mengesampingkan sejarah panjang Jakarta yang mewariskan
generasi saat ini dengan kawasan-kawasan cagar budaya
serta koleksi-koleksi museum dan kepurbakalaan yang amat
berharga. Selain itu, kesenian dan aspirasi kebudayaan

lainnya juga dikembangkan baik oleh Pemerintah maupun
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masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong
untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan
namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-
hari warga Jakarta. Kebudayaan juga tidak selalu dipandang
sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas
masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan
kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian
yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus
relevan dalam perkembangan zaman.

Jakarta sebagai kota metropolitan sejatinya adalah
rumah besar bagi semua orang. Nilai-nilai kekeluargaan
menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai
moral, kesusilaan, agama dan religius digerakkan di lingkup
masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis
dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat
yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman
yang terus berubah.

2. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan
kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan Kkerja,
kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,
meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan
infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta
perbaikan pengelolaan tata ruang.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan
kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produlktif,
mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai,
berkualitas dan berkelanjutan, mendorong terciptanya
kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat
mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal,
modern dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan
masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di
Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota
yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah

memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak
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pembangunan dirasakan semua golongan serta
memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.
Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut
diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk
menurunkan  angka  pengangguran. Tidak  sekedar
menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong
terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya
wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan
kerja. sendiri. Langkah kedua adalah memastikan
keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok
terutama bagi masyarakat tidak mampu. Selanjutnya,
pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah,
serta memastikan meningkatnya daya saing Jakarta melalui
kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi.

3. Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur
Negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta
menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga,
secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas
dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta
sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur Negara untuk
menumbuh kembangkan kemampuannya. Birokrasi di Jakarta
harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur
Negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur Negara
juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan
berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata
pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka.
Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun
juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga

implementasi dan evaluasi kebijakan.
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4. Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari,
dengan pembangunan dan tata kehidupan yang
memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan
yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip
pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan
kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari
tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun
juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya
dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan
seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara
proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan
pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial
masyarakat yang telah ada sejak dulu.

5. Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis
sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan
keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta
sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di
Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai
dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras,
mengembangkan kebudayaan serta pariwisata berkeadilan,
memiliki nilai kebangsaan dalam kebhinekaan, dapat
memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan
kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul
kemajuan Indonesia.

Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia menjadi
miniatur Indonesia yang beragam kelompok, suku, ras dan
agama. Semua golongan masyarakat hadir dan membentuk
wajah Jakarta yang dinamis dan majemuk serta saling
memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Jakarta.
Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan,
sehingga sudah selayaknya menjadi modal utama
pembangunan Jakarta. Keberagaman tersebut dirayakan
dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

‘e’ "W " "Whaae "W




BAB | PENDAHULUAN

3) Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah
Program pembangunan daerah yang dijabarkan pada bagian
ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja
Prioritas | yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur
sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang
merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
DKI Jakarta diterlemahkan dalam konsep Panca Upaya
Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta
merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam 5 (lima)
bagian besar vyaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan
Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari serta Simpul Kemajuan.
Adapun program-program prioritas yang masuk dalam Panca
Upaya Utama Pembangunan Jakarta dapat dijabarkan diantaranya
sebagai berikut :
1. Pembangunan Manusia
a. Program rehabilitasi sosial;
b. Program peningkatan layanan, prasarana dan sarana
kesejahteraan sosial;
Program perlindungan perempuan dan anak;
Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

Program pengelolaan risiko bencana,;

- o a o

Program pendidikan anak wusia dini dan pendidikan

masyarakat;

Program wajib belajar 12 tahun;

h. Program pendidikan khusus dan layanan khusus;

i. Program peningkatan mutu pendidikan;

J.  Program pengembangan guru dan tenaga kependidikan;

k. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

. Program pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan;

m. Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah;

n. Program kesehatan masyarakat, pencegahan dan

penanggulangan penyakit;
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0. Program peningkatan prasarana dan sarana bidang
kesehatan;

p. Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK);

g. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya
kesehatan;

r. Program pembinaan upaya kesehatan;

s. Program pengembangan dan pembinaan olahraga;

t. Program penanganan fakir miskin

u. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi
Jakarta Utara;

v. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi
Jakarta Barat;

w. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi
Jakarta Pusat;

X. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi
Jakarta Selatan;

y. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi
Jakarta Timur;

z. Program peningkatan penyelenggaraan kabupaten
administrasi Kepulauan Seribu.

2. Ekonomi dan Infrastruktur

a. Program pembinaan dan penempatan tenaga kerja;

b. Program pembinaan dan pengembangan industri;

c. Program pembinaan dan pengembangan koperasi;

d. Program pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil
Menengah (UKM);

e. Pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UKM;

f. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan;

g. Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat;

h. Program pengelolaan kelautan dan perikanan;

Program pengembangan pertanian, peternakan dan
kesehatan hewan;
j.  Program pengendali banjir dan abrasi;

k. Program pengendalian banijir;
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I.  Program pengembangan dan pengelolaan air bersih;

m. Program pengembangan dan pengelolaan air limbah;

n. Program pengelolaan persampahan;

0. Program pengendalian dan penertiban lalu lintas dan
angkutan;
Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

r. Program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan
umum;

s. Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan umum;

t. Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan

dan kepelabuhanan;

c

Program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan;

<

Program penyediaan dan pemeliharaan/perawatan
perumahan rakyat;

w. Program penyediaan dan pemeliharaan perumahan rakyat;

X. Program peningkatan penanaman modal;

y. Program peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
z. Program penataan ruang.

3. Integritas Aparatur

a. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil
Negara (ASN);

b. Program peningkatan kapasitas KORPRI  program
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan diklat;

d. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan,;

e. Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

f. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang pemerintahan;

g. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang kesra;

h. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan bidang spklh;
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i. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang perekonomian;

j. Program perencanaan pembangunan daerabh;

k. Program pengelolaan data dan sistem informasi
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
daerabh;

I.  Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat
Daerah perencanaan pembangunan daerah;

m. Program penataan administrasi kependudukan;

n. Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset

daerabh;

Program pemanfaatan aset daerah;

Program pengelolaan dan pelayanan pajak daerah;

L T ©

Program pengelolaan retribusi daerah;

=

Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah;
s. Program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa;
t. Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
u. Program penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
jabatan aparatur;
v. Program penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
aparatur;
w. Program penataan dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
X. Program peningkatan bantuan, kesadaran hukum, hak asasi
manusia serta penanganan perkara;
y. Program pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi) program penelitian dan pengembangan.
4. Kota Lestari
a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup;
b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan;

c. Program pengelolaan kelautan dan perikanan;

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

‘e N W "\ "Whae "W



BAB | PENDAHULUAN

d. Program pengelolaan hutan;

e. Program pengelolaan pertamanan;

f.  Program pengelolaan pemakaman;

g. Program penataan kawasan permukiman;

h. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan

kelurahan kota administrasi Jakarta Utara;
i. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota
administrasi Jakarta Utara;
J. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan kota administrasi Jakarta Barat;
k. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota
administrasi Jakarta Barat;
. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan di kota administrasi Jakarta Pusat;
m. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota
administrasi Jakarta Pusat;
n. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan kota administrasi Jakarta Selatan;
0. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota
administrasi Jakarta Selatan;
p. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan kota administrasi Jakarta Timur;
g. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota
administrasi Jakarta Timur;
r. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu;
s. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kabupaten
administrasi Kepulauan Seribu.
5. Simpul Kemajuan
a. Program pelayanan dan pengembangan kearsipan;
b. Program pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Program pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
d. Program pengembangan destinasi pariwisata;
e

Program pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya,;
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f. Program pemeliharaan dan pengembangan pemanfaatan
cagar budaya;

g. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana
seni budaya dan pariwisata.

Selanjutnya, dalam rangka memastikan perubahan dan
sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional
dan jangka panjang daerah, tentunya perlu mendorong pemerataan
pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, arah
kebijakan pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan
tema:

“Pemantapan Stabilitas melalui Pemerataan dan Pertumbuhan

Berkualitas”.
Gambar 1.9
Kondisi Pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta
RIS SSA AT 1 HOSITDIET TAMLIN 20E

Memzru peiombti=n
gl

aoiE
RIS PR
TR anen

Sumber - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022

4) Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Tahunan
Arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2017-2022 adalah
‘Peningkatan  Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota
Berketahanan”. Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022 yang menjadi fokus penyelenggaraan pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022
terdiri dari tujuh fokus pembangunan dengan strategi sebagai berikut:
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1. Reformasi sistem Kesehatan

a. Optimalisasi upaya preventif melalui Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(Germas);

b. Urban Health;

Penguatan peran Puskesmas dan Posyandu;

Peningkatan akses layanan Kesehatan melalui pembayaran
asuransi Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (PBI-BPJS);

e. Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD);

f. Penguatan Lab Kesehatan Daerah;

g. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi
sistem kesehatan.

2. Peningkatan kualitas Pendidikan

a. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mendukung pemulihan
ketahanan ekonomi;

b. Peningkatan akses dan penguatan satuan Pendidikan antara
lain melalui pemberian bantuan biaya personal pendidikan
bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu
(Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul)
serta Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

3. Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Menumbuhkan kewirausahaan baru (start-up);

b. Digitalisasi UMKM;

c. Fasilitasi UMKM dengan lembaga keuangan.

4. Penguatan industri pariwisata
Peningkatan investasi
Penguatan tata kelola yang baik melalui penerapan
regulasi berbasis berkelanjutan dalam rangka menciptakan iklim
investasi yang baik.
6. Reformasi sistem perlindungan sosial

a. Akurasi data penerima bantuan sosial melalui pemutakhiran
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

b. Digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
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7. Ketahanan pangan

a.

b
c.
d.
e

Urban farming;

Lumbung pangan (Buffer Stock Logistik);
Rantai pasok dan distribusi pangan;
Stabilitas harga pangan;

Keamanan pangan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan program

pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas | yang sesuai

dengan 23 (dua puluh tiga) Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Prioritas pembangunan diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya

Pembangunan Jakarta yang terdiri dari lima aspek, yakni :

1. Pembangunan Manusia

a.

Pengentasan kemiskinan

o Pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin;

o Peningkatan produktivitas warga, khususnya produktivitas
masyarakat miskin dan rentan.

Pendidikan

o Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus;

o Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi;

o Peningkatan kualitas mutu Pendidikan;

o« Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pendidikan;

o Peningkatan kualitas madrasah dan sekolah swasta
Jakarta;

« Pengembangan dan optimalisasi Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) serta penunjangnya.

Kesehatan

o Pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus;

o Pelayanan fasilitas kesehatan.

Pemulihan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Penyandang

Disabilitas

o Pemuliaan perempuan dan perlindungan anak;

o Pemberdayaan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

F
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e. Kepemudaan Olahraga
« Pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional,
« Festival olahraga rakyat sepanjang tahun.
f. Pengelolaan risiko bencana daerah
g. Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah
h. Jaringan kolaborasi pembangunan Jakarta
2. Ekonomi dan Infrastruktur
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur disajikan
menjadi dua bagian yakni pembangunan ekonomi dan
pembangunan infrastruktur.
a) Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi diupayakan melalui
peningkatan kemudahan dalam berusaha (ease of doing
business), pengembangan industri kreatif, pengembangan
kewirausahaan dan kesempatan kerja, peningkatan
ketahanan pangan, revitalisasi dan pembangunan pasar
terpadu, peningkatan kinerja BUMD dan optimalisasi mal
pelayanan publik melalui Peningkatan Peran Jakarta
Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi.
b) Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difokuskan melalui dan tidak
terbatas pada penyediaan perumahan, pembangunan
transportasi, pengendalian banjir dan abrasi, konservasi air
tanah dan pengendalian penurunan muka tanah,
pengembangan dan pengelolaan air bersih, pengembangan
dan pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah.
3. Integritas Aparatur
Pengembangan integritas aparatur ditujukan untuk
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme
aparatur dalam rangka mencapai Opini Audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mewujudkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan

predikat AA. Selain itu, pengembangan integritas aparatur
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dilakukan melalui peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan
pengembangan budaya organisasi di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, perbaikan pengelolaan tenaga non ASN,
Jakarta Public Policy Center (JPPC), pengembangan Smart City,
Citizen Relation Management (CRM), Implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), revitalisasi tata kelola
bidang hukum dan regulasi, optimalisasi pendapatan asli daerah,
dan penguatan peran wali kota dalam penataan kawasan.
4. Kota Lestari
Pembangunan kota lestari diupayakan  melalui
perwujudan penataan kawasan permukiman, penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) dan pengendalian pencemaran udara.
Selain itu, juga dilaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan
rendah karbon, dan peningkatan ketahanan kota terhadap
bencana iklim.
5. Simpul Kemajuan
Pengembangan simpul kemajuan diselenggarakan
melalui pengembangan pariwisata dan budaya, pengembangan

Kepulauan Seribu, dan pengembangan pesisir.
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa
pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang
strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan

dalam penggunaan belanja daerah.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

‘e’ "W "\ "Whae W



BAB | PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Pemerintah Pusat menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal yang berisikan tentang jenis layanan dasar terhadap 6 Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi
Urusan Pemerintahan bidang :
Pendidikan;
Kesehatan;
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan

o ok 0N PF

Sosial.

Secara eksplisit pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 dimaksud, mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta secara kekhususannya Otonomi Daerah berada pada level
Provinsi yang melaksanakan penerapan SPM bagi seluruh jenis layanan
dasar pada tingkat Provinsi.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah saat ini
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang
menyempurnakan dan mencabut pedoman penerapan SPM sebelumnya
yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pedoman teknis
Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu layanannya
adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial,

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Daerah Kabupaten/Kota;
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota,

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;dan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
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BAB I
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian Kkinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara
umum yang dihasilkkan dari berbagai program yang diselenggarakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Swasta dan pihak terkait lainnya dalam
pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI

Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
MAKRO TAHUN 2021 TAHUN 2022
1. |Indeks Pembangunan Manusia 81,11 81,65 0,67
2. |Angka Kemiskinan 4.67% 4,61% -1,28
3. |Angka Pengangguran 8,50% 7,18% -15,5
4. Pertumbuhan Ekonomi 3,56% 5,25% 47,5
5. |Pendapatan Per Kapita Rp 174.962.980,- |Rp 298.359.570,-| 8,68
6. [Ketimpangan Pendapatan 0,409 0,412 0,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang
digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara
atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun Kkualitas hidup
manusia (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022) yakni
dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan
pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu :

1. Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur
Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat
dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;

2. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata

lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia
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25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas
rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat diperoleh penduduk
sejak usia tujuh tahun ke atas; dan

3. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran
per kapita yang disesuaikan (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 bersumber dari
Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang berjudul
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2022 yang dirilis
pada 23 Desember 2022. IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tercatat
sebesar 81,65 atau meningkat 0,67 persen dbandingkan tahun 2021
dengan status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM > 80) dan
menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia.

Selama kurun waktu 2018-2022, IPM Provinsi DKI Jakarta
mengalami pertumbuhan hingga 1,47 persen, dimana pada 2018 tercatat
sebesar 80,47 dan meningkat 1,18 poin menjadi 81,65 pada 2022.
Setelah terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan
pandemi Covid-19, yakni hanya tumbuh 0,01 persen, pertumbuhan IPM
Provinsi DKI Jakarta kembali menguat pada tahun 2021 dan 2022. Hal
ini didorong oleh penanganan pandemi yang berjalan baik dan
pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sehingga pembangunan

manusia Jakarta menjadi lebih baik.

Grafik 11-1
Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta
Periode 2018-2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta dan
Indonesia, 2018-2022
80,47 80,76 80,77 81,11 81,65
& ~ 0 - =
71,39 71,92 71,94 72,29 ?2.'.?1
2018 2019 2020 2021 2022
=9=DKl Jakarta ~@-Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023
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Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta selama periode
2018-2022 menunjukkan pertumbuhan hingga 1,18 poin dan terus
berada di atas rata-rata IPM Nasional (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2.1.2 Angka Kemiskinan

Penjabaran angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun
2022 menggunakan data persentase penduduk miskin Provinsi DKI
Jakarta yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan
oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada 16 Januari 2023.
Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta
adalah jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah garis
kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi
Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100
persen. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran
minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok
hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Persentase
penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per September 2022 berada di
angka 4,61 persen atau menurun 1,28 persen dibandingkan angka tahun
2021 di bulan yang sama yakni sebesar 4,67 persen.

Tren angka kemiskinan DKI Jakarta dalam kurun waktu dua tahun
sejak pandemi menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari
3,42 persen pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada
September 2020 dan 4,67 persen pada September 2021. Angka
kemiskinan baru menunjukkan penurunan pada September 2022 dengan

4,61 persen.
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Grafik I1-2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022

e N

¥ ¥
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta
selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan signifikan mulai
Maret 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Angka kemiskinan tertinggi
terukur pada Maret 2021 sebesar 4,72 persen dan setelahnya bergerak
fluktuatif dengan kondisi akhir 4,61 persen di September 2022 (Badan
Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta
menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI
Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat
pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan
pengangguran didefinisikan sebagai berikut :

1. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang
bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan
pengangguran (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022);

2. Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
(2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,
(3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak
mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak
aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan

tetapi belum mulai bekerja.
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Dalam laman resmi Sirusa Badan Pusat Statistik Provinsi DKI
Jakarta (2022), dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan
ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu
menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu
daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak
termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menurunnya nilai
TPT Provinsi DKI Jakarta di 2022, yakni dari 8,5 persen di 2021 menjadi
7,18 persen di 2022, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga
kerja yang termanfaatkan di Provinsi DKI Jakarta pada 2022. Terdapat
sembilan sektor pekerjaan yang mengalami peningkatan tenaga kerja,
yakni sektor listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan
pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan
komunikasi, sektor keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor

jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan.

Grafik 11-3
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta
Periode 2019-2022
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta
selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan 4,41 persen poin
pada 2020 dan terus menurun hingga 2022 dengan tingkat penurunan
sebesar 1,31 persen poin dibanding tahun 2021 (Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, 2023).
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2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi
barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu
terhadap nilai tahun sebelumnya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi di
Provinsi DKI Jakarta menggunakan data pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta atas harga konstan tahun
2010 yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan
oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada 6 Februari 2023.
Kondisi perekonomian Jakarta secara agregat mengalami peningkatan
pada 2022, vyang digambarkan dengan meningkatnya angka
pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dari 3,56 persen pada 2021

menjadi 5,25 persen pada 2022.

Grafik 11-4
Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta
Periode 2018-2022

6,1 5,82
-2,39
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta selama
periode 2018-2022 mengalami kontraksi cukup dalam pada 2020
dengan minus 2,39 persen dikarenakan pandemi Covid-19.
Pertumbuhan PDRB mulai mencapai angka positif pada 2021 dan
berlanjut hingga 2022 walaupun masih di bawah angka pertumbuhan
PDRB sebelum pandemi Covid-19 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Pemulihan perekonomian Jakarta pasca pandemi ditandai
dengan PDRB yang tumbuh ekspansif sebesar 3,56 persen pada 2021.
Ekonomi semakin menguat pada 2022 dengan persentase pertumbuhan
mencapai 47,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021.
Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta (Bank
Indonesia, 2022), terjadinya pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta

pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
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1. Peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring dengan
tingginya tingkat vaksinasi dan terkendalinya kasus Covid-19;

2. Peningkatan pertumbuhan sektor usaha utama Provinsi DKI Jakarta,
yaitu Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Bebas dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; LU Industri Pengolahan; dan LU
Konstruksi;dan

3. Peningkatan konsumsi masyarakat.
2.1.5 Pendapatan Per-Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai
kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa
pendekatan (proxy) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan
per kapita suatu daerah dimana pendekatan yang paling sering
digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan
oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.
Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI
Jakarta tahun 2021 dan 2022 pada dokumen ini merupakan PDRB atas
dasar harga berlaku yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi
DKI Jakarta (2023).

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah
per periode tertentu. Pada 2022, PDRB per kapita tercatat sebesar
298,36 juta rupiah atau meningkat 8,68 persen dibandingkan tahun
2021. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak
tahun 2018, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi
Covid-19.
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Grafik 11-5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Periode 2018-2022
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah
selama periode 2018-2022 menunjukkan tren meningkat meskipun
sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 (Badan Pusat
Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI
Jakarta pada 2021 dan 2022 menggunakan Indeks Rasio Gini yang
dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Nilai Rasio Gini berkisar antara
0 (nol) hingga 1 (satu) dimana nilai yang semakin mendekati 1 (satu)
mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya,
Rasio Gini yang semakin mendekati nilai O (nol), semakin menunjukkan
adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 (nol) pada Rasio Gini
menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang
memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 (satu)
menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat

memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki

apapun.
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Grafik I1-6
Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara
umum berada di atas tren Indeks Rasio Gini Nasional (garis oranye)
selama periode 2017-2022. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah
DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional.
Penurunan Rasio Gini di DKI Jakarta terjadi dalam kurun 2017-2018
kemudian terus meningkat hingga 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi
DKI Jakarta, 2023).

Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per September 2022
sebesar 0,412 atau turun 0,011 persen poin apabila dibandingkan
dengan periode Maret 2022. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan
atas kondisi ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta sekaligus
mengindikasikan optimisme dalam pemerataan pendapatan dalam
5 (lima) tahun terakhir dengan Rasio Gini yang terus meningkat selama
2018-2022. Ketimpangan pendapatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta
juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan
yang terjadi secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rasio Gini
Provinsi DKI Jakarta yang selalu berada di atas nilai Rasio Gini Nasional
selama periode 2017-2022.
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2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan
gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tapi

juga sampai pada kewenangan Kabupaten/Kota  Administrasi.
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z Tabel 11-2 9
m Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Outcome >
E Urusan Pemerintah IKK Outcome %‘Ez'r?: Sumber Data :z’
m I ] b
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g L e /| S 7/ [ S/ RS/ 4
> INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR E
E Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam >
lal o 94,82
F pendidikan menengah . idik ;
. Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas Dinas Pendidikan Z
m 1.a.2 Ingkat pa p g g peny g 80.54
= a berpartisipasi dal didikan kh ' <
= yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus m
3 Kesehatan 1.b.1 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 2,37 m
E 1.b.2 | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi 91,28 Gz,
E 1b.3 Persentase pelayanan kesehatan bfagi penduduk terdampak krisis kesehatan 100 Dinas Kesehatan g
z akibat bencana dan/atau berpotensi bencana ;
o Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko >
> 1b.4 . : L 100
u} pada situasi KLB provinsi Z
; Pekerjaan Umum Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh o
T d lcll|. . " 80,98 m
- an Penataan infrastruktur pengendalian banijir ﬁ
g Ruang Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan F]
< 1.c.1.2 | akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS 59,74 Z
ﬁ Kewenangan provinsi ;'
o 1c.2 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan 100 Dinas Sumber Daya Air I
2 - irigasi o
. >
s Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum m
; 1.c.3 | curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang 80,22 ;
2 memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota I
> 1.c.4 | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional 84,68
- . .
; 1.c.5 | Rasio kemantapan jalan 97,19
c Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan Dinas Bina Marga
2 l.c.6 ot : ; 100
- dengan sertifikat pelatihan ahli
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Urusan Pemerintah

(1)

Perumahan Rakyat

\[o]

IKK

(2)

IKK Outcome
©)

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak

Capaian
Kinerja
(4)

Sumber Data

©)

1.d.1 ; 100
dan Kawasan huni Dinas Perumahan Rakyat
Pemukiman Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Y
S o . dan Kawasan Perumahan
1.d.2 | Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak 100
huni
Pe[juamna;;vrclalzglr(]yat 1.d.3 | Persentasi Luas kawasan kumuh 10 &ndash; 15 Ha yang ditangani 45,63 Dinas Perumahan Rakyat
Pemukiman 1.d.4 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 100 dan Kawasan Perumahan
Kete_ntraman, l.e.1 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 92,72 SATPOL PP
Ketertiban Umum 1l.e.2 | Persentase Perda dan Perkada&nbsp; yang ditegakkan 100
dan Perlindungan Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan
Masyarakat le3 sah/legal 100
1l.e.4 | Persentase penanganan pra bencana 100 BPBD
1.e.5 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100
Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan
1f1 : : 100
dasarnya di dalam panti
1f2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam 100
- panti
1£3 E:rr]?ientase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam 100 Dinas Sosial
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
1f4 : : 100
di dalam panti
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan
1£5 I 100
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja 2.a.1.1 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. 100
2.a.1.2 | Persentase, Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 96,62
2.a.2 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 0,04
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Dinas Tenaga Kerja,
2.a.3 | (PP/PKB, LK_S Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS 90,95 Transmigrasi dan Energi
Ketenagakerjaan).
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui
2.a.4 | mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 87,26

daerah provinsi.
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Urusan Pemerintah

(1)

Tenaga Kerja

IKK Outcome
©)

Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-

Capaian
Kinerja

Q)

Sumber Data

©)

Dinas Tenaga Kerja,

2.a.5 undangan bidang ketenagakerjaan 90,95 Transmigrasi dan Energi
Pemberdayaan 2.b.1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD 16,43 . berd
Pe'rempuan dan 2.b.2 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 2,36 %ﬂﬁfdiﬁ n;ne;‘nags 32;1
Perlindungan Anak > b3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 12.10 PengendagIJian Penduduk
penduduk perempuan) '
Pangan 2.c.1 | Persentase cadangan pangan 100 Dinas Ketahanan Pangan,
Kelauatan dan Pertanian
Pertanahan 241 P'ersen_tz_ase pemanfaata_n tanah yang sesuai_ d_engan peruntukkan .tanahnya 100
o diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan SDA, DBM, DPRKP,
2.d.2 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat 100 DCKTRP, DISTAMHUT,
| waktu DPMPTSP
2.d.3 | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota. 100
Lingkungan Hidup 2.e.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 54,65
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan &nbsp;terhadap izin : : :
2.e.2 | lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 73,16 Dinas Lingkungan Hiduh
Provinsi
Kepéggdgijtkr:r?idan 2.f.1.1 | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun 100 Dinas Kependudulfa_n dan
Pencatatan Sipil 2.f.1.2 | Pemanfaatan data kependudukan 30,95 Pencatatan Sipil
Pemberdayaan 2.9.1 | Persentase pengentasan desa tertinggal 100 Dinas Pemberdayaan,
masyz;aslgalt dan 2.9.2 | Persentase peningkatan status desa mandiri 100 ;:r:ggﬂlégﬁgg é‘gggfﬁunk
Pengendalian 2.h.1 | TFR (Angka Kelahiran Total) 2,22 . berd
penduduk dan o ho | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive 50.16 FE) mlgs dPem e; aylfgn,
keluarga berencana ""“ | Prevalence Rate/mCPR) ’ P:r:g;gnlégﬁgg Pgﬁ dugunk
2.h.3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 9,69
Perhubungan 2.i.1 Rasio konektivitas Provinsi 0,94 Dinas Perhubungan
2.i.2 | VIC Ratio di Jalan Provinsi 0,64
Komunikas_i dan 2j1 Persen_tase_ Perangkat I_Daerah (P_D) yang terhubung dengan akses internet 100
Informatika - yang disediakan oleh Dinas Kominfo Dinas Komunikasi,
2j.2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan 100 Informatika dan Statistik

terintegrasi
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Sumber Data

1) (3) (4) (5)
Komunikasi dan Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, Dinas Komunikasi
Informatika 2.3 mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah 94,15 . Vo
S Informatika dan Statistik
daerah provinsi
Koperasi, usaha 2.k.1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 23,31 Dinas Perindustrian,
kecil dan menengah Perdagangan, Koperasi,
2.k.2 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha 100 Usaha Kecil dan
Menengah
Penanaman Modal 2.1 Persentase peningkatan investasi di provinsi 38,34 Dinas P((jenanaman Modal
an PTSP
Kepemudaan dan Dinas Perindustrian,
Olahraga 2.m.1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 1,94 Perdagangan, Koperash
Usaha Kecil dan
Menengah
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi .
2.m.2 sos?al kepmasygrakgtan 9 P 9 7,47 Dinas Pemuda dan
2.m.3 | Peningkatan prestasi olahraga 592 Olahraga
Statistik 2n1 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam 100
o menyusun perencanaan pembangunan daerah Dinas Komunikasi,
2n.2 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi 100 Informatika dan Statistik
U pembangunan daerah
Persandian . . . . Dinas Komunikasi,
2.0 Tingkat keamanan informasi pemerintah 97,829 Informatika dan Statistik
Kebudayaan 2.p Terlestarikannya Cagar Budaya 100 Dinas Kebudayaan
Perpustakaan 2.9.1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 72,36 Dinas Perpustakaan dan
2.9.2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 80,87 Kearsipan
Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti
2.r.1 | yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- 61,74
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Kearsipan
2.r.2 | setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, 100
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN
Kelautan dan 3a1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh 151.41 Dinas Ketahanan Pangan,

Perikanan

kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

Kelauatan dan Pertanian
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Urusan Pemerintah

(1)

\[o]

IKK

(2)

IKK Outcome
©)

Capaian
Kinerja

Q)

Sumber Data

©)

Kelautan dan Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan Dinas Ketahanan Pangan,
! 3.a.2 95,68 4
Perikanan perundangan yang berlaku Kelauatan dan Pertanian
Pariwisata 3.b.1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 683,21
30.2 Pers'en'gase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke 242,54 Dinas Pariwisata dan
provinst Ekonomi Kreatif
3.b.3 | Tingkat hunian akomodasi 53,60
3.b.4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 4,51
Pertanian 3.c.1 | Produktivitas &nbsp;pertanian per hektar per tahun 511,80 | Dinas Ketahanan Pangan,
3.c.2 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 0,00 Kelauatan dan Pertanian
Kehutanan 3.d.1 Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan 100
o melalui Perhutanan Sosial Dinas Pertamanan dan
3.d.2 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) 100 Hutan Kota
3.d.3 | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi 100
Energi dan Sumber Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak . .
Daya Mineral el Melanggar Perda 100 Trg;]r;an?i Tg;?ggnKEEgr i
3.e.2 | Persentase Desa Yang Teraliri Listrik 100 9 9
Perdagangan - . Dinas Perindustrian,
3.f.1 | Pertumbuhan nilai ekspor non migas 2,58 Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan
3.f.2 | Persentase penanganan pengaduan konsumen 100 Menengah
3.f.3 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 99,91 Dinas Ketahanan Pangan,
Kelauatan dan Pertanian
Dinas Perindustrian,
3.f.4 | Tertib Usaha 100 Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
3.f5 Persentase kinerja realisasi pupuk 14,03 Dinas Ketahanan Pangan,
Kelauatan dan Pertanian
Persentasebarang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Dinas Perindustrian,
3.f.6 64,29 .
perundang-undangan Perdagangan, Koperasi,
3f7 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan 3 Usaha Kecil dan

pokok

Menengah
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- : [+2]
B Urusan Pemerintah IKK Outcome Ce_lpa|§1n Sumber Data >
o Kinerja L
5 (1) © (4) © B
e Perindustrian 3.9.1 | Pertambahan jumlah industri besar di provinsi 0,92 %
Z 3.9.2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan 97 61 >
N 9 indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP ' Dinas Perindustrian, ’z’
m 3.0.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin 2152 Perdagangan, Koperasi, =
% g Usaha Industri (IUl) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait ' Usaha Kecil dan >
g Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Menengah E
E 3.9.4 | Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi 100 ;
= terkait -
- Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Di Perindustri E
E 3.05 Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 100 P (ljnas ern ES nan, =<
] 9. yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang er ljigahngzn, _I(()jperasu ﬂ
> dikeluarkan oleh instansi terkait S;l;\‘/leaner?mah an E
;' 3.9.6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 100 9 8
E Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, >
> 3.h 100 : X .
= Transmigrasi dan Energi ;
> INDEKS CAPAIAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN lz’
; Perencanaan dan 4.a.1 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan 12,95 -
T Keuangan 4.a.2 | Rasio PAD 67,78 BPKD 2
g 4.a.3 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) 85,67 E
< 4.a.4 | Opini Laporan Keuangan 10 Z
ﬁ 4.a.5 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 INSPEKTORAT ;
-] 4.a.6 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3 I
2 - - - (=)
— Pengadaan . Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun >
« 4.1 ; ) . ! 0 m
> berikutnya.&nbsp; yang ditandatangani pada kuartal pertama ;
E 4.i.2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 368,92 T
> 4.i.3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 49,01 BPPBJ
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro,
; 4.i.4 | Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 447,20
s Pemerintah Daerah
N Kepegawaian . Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak
o 4.1 205,99
N termasuk guru dan tenaga kesehatan) BKD
. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga
4j.2 11,41
kesehatan)




Urusan Pemerintah Mg IKK Outcome Ce_lpa@m
IKK Kinerja

Sumber Data

(1) (2) (3) (4) ©)
Kepegawaian . Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk
4.3 100 BKD
guru dan tenaga kesehatan)
Manajemen Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam
4k.1 14,41
Keuangan APBD
4K2 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam 18.05
o APBD ' BPKD
4.k.3 | Assets management 4
Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD
4.k.4 13,99
tahun sebelumnya
Transparansi dan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information
SR : 4.1 : ) . . : 93,25
Partisipasi Publik on resources available to frontline service delivery units)
- - - - - BPKD
412 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal 100
B information)
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2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 1I-3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output

INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

Pendidikan l.a.1 Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi 1.055
1al Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima 190.200
T perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah '

Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang

lal menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah 196.349
Daerah
Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang

lal : . o~ 90.936
menerima pembebasan biaya pendidikan
Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan

lal - : - 56.814
yang menerima pembebasan biaya pendidikan

1al Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah 11.234
menengah atas

1al Jumlah kebutl_Jhan minimal pendidik pada jenjang sekolah 11.234
menengah kejuruan

lal Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas 11.233

lal Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan 11.177
Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang

lal 3.896
sekolah menengah atas
Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang

lal ; 3.868
sekolah menengah kejuruan

lal Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas 3.896

1al Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah 3.868
kejuruan

1al Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah 10.550
kejuruan

Dinas Pendidikan
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Urusan
Pemerintah

IKK Output

Sumber Data

(1)
Pendidikan

(©)

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang

l.al memiliki ijazah diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dan sertifikat 10.551
pendidik
Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah

l.a.l diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat 436
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah

l.a.l diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat 437
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas

lal LS - 495
yang memiliki ijazah SMA/sederajat
Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah

la.l . Lo . 1.142
menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat
Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah

la.l . L . 1.142
menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat
Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah

la.l . N, . 4.472
kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat

l.a.2 Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi 87

1a2 Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima 2591

o perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah '

Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima

l.a.2 . L 2.591
pembebasan biaya pendidikan

la.z2 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jpendidikan khusus 1.25

l.a.2 Jumlah pendidik pada pendidikan khusus 1.263
Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan

l.a.2 299
khusus

l.a.2 Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus 299

122 Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah 1116

o diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik )

Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah

la.2 diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat 80

tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

(©)

Dinas Pendidikan
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Urusan
Pemerintah

(1)

IKK Output

[©)

Sumber Data

(©)

Pendidikan Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang . -
l.a.2 memiliki ijazah SMA/sederajat 9 Dinas Pendidikan
Kesehatan Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana
1b.1 . 147 ,
dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar Dinas Kesehatan
1.b.2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 195
Kesehatan 1b.3 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2.464
Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan
1b.3 . . o 176
akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk
1.b.3 terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi 1.584
bencana provinsi
Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan
1.b.3 krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat 572 Dinas Kesehatan
bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi
1.b.3 . S ) 2.411
penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
1b.4 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 384.334
1b.4 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat 76
o provinsi
1b.4 Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi 15
o tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota
Pekerjaan 1011 1.c1.2 Lua; kgwasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan 1155,23
Umum dan provinsi (ha)
Penataan 1011 1.c1.2 Panjang sungai dl. ka_wasan permukiman yang rawan banjir di WS 32.083,55
Ruang kewenangan provinsi (m)
111 1.c.1.2 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi 297
T erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA) Dinas Sumber Daya
1011 1.c.1.2 Panja_ng_ pantai di kawasan perr_’nu!«man yg rawan abrasi, erosi, 40.491 Air
akresi di WS kewenangan provinsi (ha)
Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana
l.c.l11,1c12 . L 2
pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi
1c11 1612 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana 5

pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi
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Urusan
Pemerintah
(1)
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

IKK Output

[©)

Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik

Sumber Data

(©)

1cil, 1c.1.2 pemerintah provinsi 86
l.c.2 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik 100
l.c.2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 100
l.c.2 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 100
1.c.3 Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota 1
1.c.3 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi 1
1.c3 Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM 1 _
Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Dinas S“”?ber Daya
1.c.3 0 Air
penyelenggaraan SPAM
Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah
1.c.3 : X 2
Pusat dan Pemerintah daerah lain
l.c4 Jumlah SPALD Regional 63
l.c4 Total kapasitas SPALD Regional 13.777
lc4 Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional 11.290,36
l.c4 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik 63
1ca Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah 0
- Domestik (Ada/Tidak)
Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam
l.c5 ; R 450
SK jalan kewenangan provinsi
l.c5 Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi 61,8
l.c5 Panjang jalan yang dibangun 0
l.c5 Panjang jembatan yg dibangun 7.684,8
1.c.5 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 33.534,5 Dinas Bina Marga
l.c5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0
l.c5 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 0
1l.c5 Panjang jembatan yang direhabilitasi 46,5
1l.c5 Panjang jalan yang dipelihara 286.780,36
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Urusan
Pemerintah
(1)
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

IKK Output

[©)

1.c5 Panjang jembatan yang dipelihara 17.997,42
1.c6 Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi 0
l.c.6 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi 1.369
1¢6 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di 19
o wilayah provinsi
1 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
.c.6 S : . 0
cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir
1 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di
.c.6 . . . L 0
wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi
1c6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di 0
o wilayah provinsi yang bersumber dari APBN
1c.6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di 0
o wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya
1¢.6 Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi 0
- provinsi
Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di
1.c.6 wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama 0
dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)
1¢6 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih 6
o di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
1 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang
.c.6 e 2 T S 1
tersertifikasi ahli di wilayah provinsi
Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian
1 jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi
.c.6 : . A L 0
usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya
1c6 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek 0
T yang menjadi kewenangan pengawasannya
Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian
1c6 jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi 0

usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya

Sumber Data

(©)

Dinas Bina Marga
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(1)
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman

IKK Output

[©)

Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan

1d.1 0
rencana penanganannya
1d.1 Jumlah rumah yang terkena bencana alam 0
1d.1 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana 0
o alam
1d1 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai 11
o dengan rencana aksi '
1d.1 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai 0
o dengan rencana aksi
Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi
1.d.1 . . 3.360
sesuai dengan rencana aksi
Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat
1.d.1 . 9.288
tinggal sementara korban bencana
1d1 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 113
1.d.1 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 373.059
Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan
1.d.2 fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana 0
pemenuhan SPM
Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum
1.d.2 mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau 0
bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah
1.d.2 mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana 29
pemenuhan SPM
Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan
1.d.2 penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan 742
SPM
1.d.3 Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh = 10-15 Ha 10.751
1.d.3 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 0
1.d.3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh 1.578
1.d.4 Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU 0

Sumber Data

(©)

Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
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[©)

Sumber Data

(©)

Perumahan ifikasi )
Rakyat dan 1.d.4 Jumlah pengembang yang tersertifikasi Dinas Perumahan
Kawasan 1.d.4 Jumlah pengembang yang teregistrasi Rakyat dan Kawasan
Pemukiman 1.d.4 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan 0 Pemukiman
Ketentrgman, lel Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota 251 299
Ketertiban - yang ditangani '
Umum dan lel Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 0
Perlindungan — _ _
Masyarakat lel Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi 1.789 SATPOL PP
lel Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 5
lel Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 222
lel Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkeda serta 72
T penanganan gangguan Trantibum
le3 Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi 1
1e3 Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan 1
e bencana provinsi
l.e3 Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi 1
Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi
le4d 50
dan kabupaten/kota
led Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan 1 BPBD
T pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota
l.e5 Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi 1
l.e5 Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi 12
l.e5 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi 12
1e5 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 27
T provinsi
Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket
1f1 : : : 2 2.996
permakanan di dalam panti sesuai standar gizi
Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket Dinas Sosial
1f1 . ; 2.996
sandang di dalam panti
1f1 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) 2.996
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Sumber Data

[©)

1.f1 Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 50
1f1 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti 2.996
1f1 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti 0
Jumlah perbekalan kesehatan (peralatankesehatan) yang
1f1 s ; . 2.996
disediakan di dalam panti
1.f1 Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti 0
Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang
1f1 . . 2.996
dilaksanakan dalam panti
Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang
1f1 . : ' 2.996
dilaksanakan di dalam panti
Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang
1f1 o . . 250
disediakan di dalam panti
151 Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan 33
" Nomor Induk Kependudukan di dalam panti
151 Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang 2990
" mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar '
Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang
1f1 163
mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga
151 Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang 14
£ o 5
mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
152 Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam 985
" panti sesuai standar gizi
Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam
1f2 . 985
panti
1.f.2 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti) 985
1.£2 Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 0
Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di
1f2 . 985
dalam panti
1.f.2 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti 0
1.f.2 Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti 985
152 Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang 0

disediakan di dalam panti

(©)

Dinas Sosial
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Sumber Data

(©)

Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial

1.1.2 yang disediakan di dalam panti 224
Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang

1f2 ; , 985
dilaksanakan dalam panti
Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang

1f2 ; ) ) 985
dilaksanakan di dalam panti
Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk

1f2 Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam 131
panti
Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke

1f2 o 978
layanan pendidilkan dan kesehatan dasar

152 Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan 112

" penulusuran keluarga
152 Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan 9%
" reunifikasi keluarga

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di

1£3 . ) L 1.535
dalam panti sesuai standar gizi

1£3 Jumlah La_njut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di 1535
dalam panti

113 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses 1.535

113 Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 78

113 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti 1.535

113 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti 0
Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang

1£3 . . 1.535
dilaksanakan dalam panti
Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang

1.£.3 . . - . 0
disediakan di dalam panti
Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang

1£3 Co ; ; 220
disediakan di dalam panti
Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang

1£3 . : ) 1.535
dilaksanakan di dalam panti

113 Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor 78

Induk Kependudukan di dalam panti

(©)

Dinas Sosial
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Sumber Data

[©)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan

1.1.3 akses ke layanan dan kesehatan dasar 1.535
1f3 Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan 36
" pelayanan penulusuran keluarga
113 Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan 12
" pelayanan reunifikasi keluarga
113 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan 59
" pemulasaraan
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket
114 . . . - 1.254
permakanan di dalam panti sesuai standar gizi
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket
114 ; ) 1.254
sandang di dalam panti
114 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses 1.254
114 Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 40
114 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti 1.254
1.4 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti 0
Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang
114 . . 1.23
dilaksanakan dalam panti
Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang
114 S > : 0
disediakan di dalam panti
Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial
114 . . . . 129
yang disediakan di dalam panti
Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang
114 . . . 1.254
dilaksanakan di dalam panti
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan
114 : 1.254
keterampilan dasar
Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan
114 Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah 307
dan/atau KIA di dalam panti
14 Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang 505
- mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar
14 Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan 67

pelayanan penulusuran keluarga

(©)

Dinas Sosial
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Pemerintah IKK Output Sumber Data
(3) (5)
Sosial Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang
114 2 840
mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
115 Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 110.748
115 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 131.500
115 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 100 Dinas Sosial
1.5 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 4.381
Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan
1.f5 . ) 1.345
psikososial
Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial
1.5 . . 32
dan/atau relawan sosial yang tersedia
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja 2al1.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi, 1
2a.l1 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja, 0
2a.l1l Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja, 0
2211 Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK 6
T perusahaan,
2212 Persen?ase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / 100
okupasi,
2.a.l1.2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 100 Dinas Tenaga Kerja,
2.a.l1.2 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan, 2,73 Transmigrasi dan
2.a.l1.2 Persentase penganggur yang dilatih 2,2 Energi
2.a.l1.2 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi 65,21
2.a.l1.2 Persentase penyerapan lulusan, 70,79
2.a.l1.2 Persentase LPK yang terakreditasi 27,64
2212 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja 0
T Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan
2212 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga 0

Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)
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Pemerintah
(1)

Tenaga Kerja

IKK Output

[©)

Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan

2.2 produktivitas 1,79
Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang

2.a.2 RS . - 0
menjadi jejaring peningkatan produktivitas

2.a.2 Data tingkat produktivitas total, 0
Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan

2.a.3 (PP) 0

2.a.3 Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB, 73,35
Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat

2.a.3 ; 0
Buruh di perusahaan pada tahun n,

2.a.3 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah, 100

223 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebegai peserta BPJS 0

o Ketenagakerjaan,

2.a.3 Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit, 51,93

2.a.3 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 0,64

2.a.3 Jumlah mogok kerja 13

2.a.3 Jumlah penutupan perusahaan 0

2.a.3 Jumlah perselisihan kepentingan 33

2.a.3 Jumlah perselisihan hak 188

2.a.3 Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan 0

2.a.3 Jumlah Perselisihan PHK 759

2.a.3 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 2.352

2.a.3 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 0

2.a.3 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan 0

223 Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 4.641.854
perundangan,

223 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan 2163

melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

Sumber Data

(©)

Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan
Energi
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Sumber Data

€))

Tenaga Kerja

[©)

Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar

224 Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi 0
Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP
2.a.4 AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan 0
oleh dinas provinsi
2 a4 Jumlah tenaga ke_rja_yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam 38.324
satu wilayah provinsi
2 a4 Juml_ah_lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah 41.809
provinsi
2.a.4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi 85
2.a.4 Jumlah pejabat fungsonal pengantar kerja 29
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang
2.a4 e . . L 4
mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi,
Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang
2.a4 e : - R 7
mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi,
2 a4 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja 68
o (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER),
Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia
2.a4 AP 3
(TKI) yang difasilitasi kepulangannya,
Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja
2.a4 Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja 4
Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan,
2 a4 Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja 1
o Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
2a5 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan 3.834
Berserikat,
2a5 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan 3.682
i Waktu Istirahat (WKWI), :
2.a.5 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan, 3.490
2.a5 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial, 3.310
2.a.5 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan, 3.833
2 a5 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan 2 453

Kesehatan Kerja,

(©)

Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan
Energi

[+2)
>
[+)
0
>
R,
2
b
Z
3
<
m
~
(S
>
)
m
F
>
m
r
m
2
(1)
(1)
:
>
4
)
m
=S
m
2
Z
=
>
- -
=)
b
:
I




-
>
v
:
F4
h)
m
F4
<
m
Lt
m
<
(7]
()
g
F4
h)
m
=
m
3
4
-
>
I
>
<
O
>
:
k-
h)
A
o
s
r4
-
=}
2
(]
:
2
>
-
>
I
(=
<
N
o
N
N

Urusan
Pemerintah

€))

IKK Output

[©)

Sumber Data

(©)

Tenaga Kerja 2.a.5 Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan, 6 Dinas Tenaga Kerja,
2 a5 Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan 152 807 Transm|gra§| dan
< Perusahaan (WLKP) online, ' Energi
Pemberdayaan 2p1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah 35
Perempuan - dilatih PUG
_dan 2p1 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah 0
Perlindungan - dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi
Anak Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan
2.b.2 pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE 0
pencegahan kekerasan terhadap anak
2p.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar 1
o pelayanan minimal
2.b.2 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 100
2.b.2 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 1 Dinas Pemberdayaan,
Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan Perlindungan Anak
2.b.2 keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD 1 dan Pengendalian
provinsi) Penduduk
Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap
2.b.3 perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah 0
dievaluasi
Jumlah lembaga penyedian layanan perlindungan hak perempuan
2.b.3 A 1
yang telah terstandarisasi
2.b.3 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 100
2.b.3 Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan 1
Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan
2.b.3 keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD 1
provinsi)
Pangan 2.1 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung 0
- lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan Dinas Ketahanan
2.c.1 Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 0 Pangan, Kelauatan
- - — dan Pertanian
2.c.1l Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi
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Urusan
Pemerintah

IKK Output

[©)

Sumber Data

(©)

Pangan 2.cl Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokcal 0
21 Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka 19
T kecukupan gizi '
2.c1 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi 7 Dinas Ketahanan
2.c.l Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi 1 Pangan, Kelauatan
2.c.l Tertanganinya kejadian kerawanan pangan 1 dan Pertanian
2.1 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana 0
o pangan
2.c.l Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern 156
Pertanahan 2.d.1 Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi 100
2d1 Jumlah masalah ganti kerugla_n dan santunan tanah untuk 23 SDA, DBM, DCKTRP,
pembangunan yang terselesaikan DPRKP
2d.1 SK 1zin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur 1 DISTAMHUT,D’CKTRP
2d1 Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah 18
o jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya
Lingl:jungan 2.e.l Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA) 41,17
Hi . . . .
aup 2e.l Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) 68,06
2.el Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH) 27,07
Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh
2.e.2 - - 0
pemerintah daerah provinsi,
Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi Di Linak
2.e.2 terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang 0 nas nggpungan
diterbitkan oleh pemerintah provinsi
262 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau 0
T lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi
262 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 0
T masyarakat hukum adat terkait PPLH
262 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan 0

keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH
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Urusan
Pemerintah

IKK Output

Sumber Data

(1) ©) (5)
Lingkungan Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan
Hidup 262 atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi 100 Dinas Lingkungan
e dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas Hldup
kabupaten/kota
Administrasi
Kependudukan S . Dinas Kependudukan
dan Pencatatan 2f1 Fasilitasi pelayanan Adminduk 100 dan Pencatatan Sipil
Sipil
Pemberdayaan 2.9.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 0
I\/(Ijasygrakat Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan
an besa 2.9.1 dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa 0 Dinas Pemberdayaan
tahun sebelumnya : Perlindungan Anak
2.9.2 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang 0 dan Pengendalian
terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan Penduduk
Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan
2.0.2 lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan 0
pemberdayaan
Pengendalian 2 h1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan 0
penduduk dan o (GDPK) yang di-Perdakan
keluarga 2 hi Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita 21
berencana - umur 25-49 tahun
2h1 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility 19
o Rate/ASFR 15-19)
oh1 Persenta§e masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK 0 Dinas Pemberdayaan,
(advokasi dan KIE) Perlindungan Anak
Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja dan Pengendalian
2.h.1 (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif 0 Penduduk
dalam pengelolaan program KKBPK
2 h.2 '\P/I(;rigntase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB 88.84
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka
2.h.2 . 38,08
Panjang (MKJP)
2.2 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK 7

yang efektif
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Urusan
Pemerintah
(1)
Pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana

2.h.2

IKK Output

[©)

Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan

80,71

2.h.3

Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan
rendah

55,65

2.h.3

Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan luran (PBI)

Sumber Data

(©)

Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak
dan Pengendalian

Penduduk

Perhubungan

2i.1

Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal
penumpang angkutan tipe B

59,84

2i.1

Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta
angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah
kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi

0,78

2.i.2

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu
jaringan jalan provinsi

100

Dinas Perhubungan

Komunikasi
dan Informatika

2.1

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra
Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan
yang disediakan oleh Dinas Kominfo

100

2.1

Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet
yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo

100

2.1

Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang
disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan
sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah

2.2

Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan
publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring
dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi
Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo
Nomor 5 Tahun 2015 te

100

2.2

Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web
yang sesuai standar

96,08

2.2

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan
aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

100

2.2

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi
pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang
telah diimplementasikan secara elektronik

100

2.2

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi
pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

100

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik
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Urusan
Pemerintah

IKK Output

Sumber Data

(1) ©) ©)
2i 0 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan 100
- peraturan perundang-undangan
Komunikasi . Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang
. 2j.2 : ; X . 100
dan Informatika terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat
2j.2 . 62,75
data pemerintah
. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data
2j.2 . 82,35
pemerintah
. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai
2j.2 . - . . 94,12
siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
2.2 Persentase data yang dapat berbagi pakai 100
2j.2 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang 100
o mendukung smart city I . Dinas Komunikasi,
2j.2 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di 38.08 Informatika dan
bawah pengelolaan Dinas Kominfo Statistik
5i 0 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait 33
- implementasi e-government
Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah
2..3 daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan 100
pemerintah dan pemerintah provinsi
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan
2..3 pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi 75,33
komunikasi (STRAKOM)
Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang
2.3 dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan 80,06
SOP yang telah ditetapkan
Koperasi, Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk
usaha kecil dan 2.k.1 koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota 0 Dinas Perindustrian
menengah dalam 1 (satu) daerah provinsi Perdaganaan '
Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, K . % % K i
cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh operasi, isaha Recl
2.k.1 0 dan Menengah

koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
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Urusan
Pemerintah
(1)
Koperasi,
usaha kecil dan
menengah

2.k.1

IKK Output

©)
Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi

2,35

2.k.1

Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai
kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

9,9

2.k.1

Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

10,81

2.k.1

Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan
perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

0,48

2.k.1

Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi

2.k.1

Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi
(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

5,64

2.k.1

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan
untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

3,76

2.k.1

Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi

2.k.1

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi
pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi

12,78

2.k.1

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan
untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

3,76

2.k.2

Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil

Sumber Data

(©)

Dinas Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
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Urusan
Pemerintah

€))

IKK Output

[©)

Sumber Data

(©)

Koperasi, 2 K2 Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online 0
usaha kecil dan o data system (ODS)
menengah 2.k.2 Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra 0
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi Dinas Perindustrian,
2.k.2 o o 0
standarisasi dan sertifikasi produk usaha Perdagangan,
2 K2 Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi 0 Koperasi, Usaha Kecil
o pemasaran dan Menengah
2.k.2 Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 0
Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan
2.k.2 0
kelembagaan dan usaha
Penanaman 211 PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal 0
Modal - yang menjadi kewenangan daerah provinsi
Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian
2.1.1 e ) 0
fasilitas/insentif penanaman modal
211 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif 0
B penanaman modal
211 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 48.309
211 Kegiatan pameran penanaman modal 1
: - . Dinas Penanaman
211 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 95 Modal dan PTSP
211 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 4
211 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 2
211 Laporan realisasi penanaman modal 4
Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta
211 232.61
kabupaten/kota
211 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 5
211 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi 57
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Urusan
Pemerintah IKK Output Sumber Data
(1) ©) ©)
Kepemudaan . . Dinas Pemuda dan
dan Olahraga 2.m.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 12.609 Olahraga
2.m.1 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 5.333 Dinas Perindustrian,
Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kade pengembangan Perd_agangan, _
2.m.1 kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan 809 Koperasi, Usaha Kecil
pemuda dan Menengah
Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat
2.m.2 ; . LT 220 .
pelatihan manajemen organisasi kepemudaan Dinas Pemuda dan
Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 Olahraga
2.m.3 - 505
pendidikan
2.m.3 Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM 1.025
2.m.3 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 18 Dinas Pemuda dan
2.m.3 Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan 3.407 Olahraga
2m.3 Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam 132
o pengembangan organisasi
Statistik 2.n.1,2.n.2 Tersedianya buku profil daerah 1
2.n.1,2.n.2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 47
2.n.1,2.n.2 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 85 ) o
— - Dinas Komunikasi,
2.n.1,2.n.2 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS 8 Informatika dan
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr Statistik
2.n.1,2.n.2 BPS 0
2.n.1,2.n.2 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 100
2.n.1,2.n.2 Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral 100
Persandian Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui
2.0.1 kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan 0
strategis yang harus diamankan Dinas Komunikasi,
Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem Informatika dan
201 manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan 70.4 Statistik

informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah
sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah

[+2)
>
[+)
0
>
R,
2
b
Z
3
<
m
~
(S
>
)
m
F
>
m
r
m
2
(1)
(1)
:
>
4
)
m
=S
m
2
Z
=
>
- -
=)
b
:
I




-
>
v
:
F4
h)
m
F4
<
m
Lt
m
<
(7]
()
g
F4
h)
m
=
m
3
4
-
>
I
>
<
O
>
:
k-
h)
A
o
s
r4
-
=}
2
(]
:
2
>
-
>
I
(=
<
N
o
N
N

Urusan
Pemerintah
(1)

Persandian

2.0.1

IKK Output

©)
Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit
dengan resiko kategori rendah

11,38

2.0.1

Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh
titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah
berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

100

Sumber Data
(5)

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Kebudayaan

2.p.1

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi,
pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)

1.904

2.p.1

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan
(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)

2.p.1

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan
(membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan
budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

12

2.p.1

Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan
kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan
kapasitas tata kelola)

5.186

2.p.1

Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan,
pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)

61

2.p.1

Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi,
pemeliharaan dan pemugaran

45

2.p.1

Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar
provinsi dengan dukungan data

2.p.1

Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi,
adaptasi),

2p.1

Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial,
pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan
pariwisata)

2p.1

Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan
koleksi museum

2p.1

Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat
dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum,

682.191

2p.1

Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan
koleksi museum

2.p.1

Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya

Dinas Kebudayaan
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Kebudayaan 2.p.1 Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi 1
2.p.1 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 0
2.p.1 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 383
2.p.1 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman 313 Dinas Kebudayaan
201 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan 1
P permuseuman
2p.1 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat 44
Perpustakaan 2.9.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 29,05 _
2.9.1 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 35,23 Dinas Perpus_takaan
dan Kearsipan
2.9.1 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 0,01
Perpustakaan 2.g.1 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 13,88
2.9.1 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 248
2.9.1 Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun 30.772
2.9.1 Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah 34.248
2.9.1 Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah 6 Dinas Perpustakaan
2.9.1 Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah 6.201 dan Kearsipan
2.q.2 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media 17.766
- (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya '
2.9.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 0
Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau
2.9.2 7 . 0
terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
Kearsipan 2r.1 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 76,57
2rl persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 69,67
211 Per_sentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu 100 Dinas Perpustakaan
balik : _ : : dan Kearsipan
Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui
2rl 0,73
JIKN
2r.2 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 1
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Kearsipan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai
2r.2 NSPK 1
Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan
2.r.2 atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang 2
sesuai NSPK di provinsi
Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola Dinas Perpustakaan
2.r.2 . e . 2 8
oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK dan Kearsipan
Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan
2.r.2 daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar 2
pencarian arsip yang sesuai NSPK
212 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang 1
o disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK
INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN
Kelautan dan 3 Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang
- al . 1
Perikanan terkelola sumber daya ikannya (wpp)
Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan
3al berukuran 5 - 30 GT 1.608
3al Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar 33.33
operasional
3al Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal 181
o pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT
3al Jumlah kapal yang terdaftar 3.043 Dinas Ketahanan
Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang Pangan, Kelagatan
3.a.l usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang 0 dan Pertanian
diterbitkan
Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai
3.a.2 18,43
dengan peraturan perundangan yang berlaku
322 Jumla}h kawasan konservas] perairan atau kawasan koservasi 107 534
pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola
Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa
3.a.2 kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang 100

berlaku
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Kelautan dan Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan
Perikanan 3.a.2 (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap 0
ketentuan peraturan perundangan
Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang
mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa
3.a.2 X 140
kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang
berlaku Dinas Ketahanan
Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut Pangan, Kelauatan
(diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya dan Pertanian
3.a.2 ; 100
(compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku
Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan
3.az2 SDKP 15
322 Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan 0
o lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan
Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Jumlah entitas pengelolaan destinasi 3
30.1,3.b.2.3.0.3,3.b.4 Jum_lah kelgngkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan 40
fasilitas pariwisata
3.0.1,3.b.2.3.0.3,3.b.4 Juml_ah_nllal realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat 2797 017
provinsi
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata 4,548
3.6.1,3.0.2,3.b.33.b.4 ;lrjgclliﬁf;itanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di 16.518
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 3,13 Dinas Pariv_visata _dan
Ekonomi Kreatif
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi 1,83
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 935.182
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 18.836.534
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi 3
3.0.1,3.b.2.3.0.3,3.b.4 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even 9%

promosi pariwisata di dalam negeri
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Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.h.3,3.b.4 | Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 052
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 | Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 100 Dinas Pariwisata dan
Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan Ekonomi Kreatif
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4 . i 44
pembinaan kemitraan usaha masyarakat
Pertanian 3.c.1,3.c.2 Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan 70
3..13.0.2 Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman 34
horikultura
3.c.1,3.c.2 Dokumen pengawasan benih yang beredar 125 Dinas Ketahanan
3.c.1,3.c.2 Prasarana pertanian yang digunakan 100 Pangan, Kelauatan
i i dan Pertanian
3.0.1,3.c.2 Penge_ndallan penanggulangan serangan organisme pengganggu 12.955
pertanian
3.c.1,3.c.2 Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana 91.224
3.c.1,3.c.2 Penerbitan izin usaha pertanian 0
Pertanian 3.c.1,3.c.2 Persentase sarana pertanian yang digunakan 0 Dinas Ketahanan
3.c.1,3.c.2 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 0 Pangan, Kelauatan
3.c.1,3.c.2 Persentase jumlah usulan usaha pertanian 100 dan Pertanian
Kehutanan 3.d.1,3.d.2,3.d.3 Dokumen penataan hutan wilayah KPH 0
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka 0
pendek
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Luas lahan kritis yang direhabilitasi 0
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi 0
Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi Dinas Pertamanan
3.d.1,3.d.2,3.d.3 ; . 0
pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan) dan Hutan Kota
3.d.1,3.d.2.3.d.3 Jumla_h ha_5|_l izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan 0
kapasitas izin 6
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan 0
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 0
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Pemulihan ekosistem pada Tahura 0
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Kehutanan 3.d.1,3.d.2,3.d.3 Menurunnya gangguan kawasan Tahura 0
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan 0
3.d.1,3.d.2,3.d.3 Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan 0
3.d.1,3.d.2,3.d.3 juml_e_lh K_TH y_ang diberikan pendidikar\ dan pelatihan 0 Dinas Pertamanan
3d.13d23.4d3 Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok 0 dan Hutan Kota
T perhutanan sosial
3.4.1,3.d.2,3.d.3 terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota 0
dalam 1 provinsi
3.4.1,3.d.2,3.d.3 Terbentuknya.forum komunikasi DAS yang mendukung 0
keterpaduan lintas sektor
Energi dan 361362 Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam 0
Sumber Daya e daerah provinsi
Mineral 3.el3e.2 Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi 0
Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin
3.e.l,3e2 ; S 0
pengusahaan air tanah dalam area provinsi
Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin
3.e.l,3e2 ; S 0
pengusahaan air tanah dalam area provinsi
3.e.1,3.e.2 Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah 0
3e13e2 Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam 0
R daerah provinsi Dinas Tenaga_Kerja,
Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan Transmigrasi dan
3.e.l,3.e2 S 0 ;
batuan dalam daerah provinsi Energi
3.e.l,3e.2 Perda/Pergub terkait lUJP 0
361362 Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan 0
e logam dan batuan sesuai UU 28/2009
3.e.l,3e.2 Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan 0
3.e.1,3.e.2 Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun 0
3.e.l,3e.2 SK izin usaha niaga bahan bakar nabati 0
361362 Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah 1

provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)
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Energi dan 361362 Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah 0
Sumber Daya e provinsi
Mineral Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listtik tenaga listrik
3.e.l,3.e2 . . - L 0
pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi
Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan
3.el,3e2 sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari 0 Dinas Tenaga Kerja,
pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi Transmigrasi dan
Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan Energi
usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam
3.e.l,3.e2 . . . . . 0
modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian
di bidang tenaga istrik tegangan rendah
Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan
3.e.l,3e.2 L - : : 0
listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu
Perdagangan 3f1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi 100
o dagang
Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas
3.f1 27,16
pengembangan produk
Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas
3.f1 X : . 100
peningkatan kapasitas terkait ekspor
3f1 Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru 26,88
311 Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra 6
produk ekspor Dinas Perindustrian,
3.f2 Jumlah penanganan pengaduan konsumen 67 Perdagangan,
3.f2 Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi 500 Koperasi, Usaha Kecil
3.3 Jumlah komoditi potensial yang dipantau 0 dan Menengah
3.3 Indeks Kinerja BPSMB 0
Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang
3.f.4 NN 100
diterbitkan
3.f4 Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan 100
3.f4 Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan 0
354 Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan 0

penjual langsung minum di tempat
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Perdagangan 3.f4 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu 100
Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran
3.5 dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di 0
provinsi
3.f.6 Jumlah barang beredar yang diawasi 910
317 Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi 144 _ _ _
" Tersedianya bangunan pusat distribusi Dinas Perindustrian,
317 Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi 1 Perdagangan, _
a Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi Koperasi, Usaha Kecil
317 Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi 144 dan Menengah
" Beroperasinya pusat industri
Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi
3.f.7 . . . i 144
Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani
357 Persentase koefisien variasi harga antar waktu 3
37 Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga 0
" Kemendag
Perindustrian Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan
3.9.2 . e 50
ditetapkannya menjadi perda
3.0.3,3.g.4 Persentase jumlah izin usaha industri (IUl) besar yang diterbitkan 100
3.0.3.3.04 Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar 0 _ . _
99,90 yang diterbitkan Dinas Perindustrian,
Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) Perdagangan, _
3.9.3,3.9.4 dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah 0 Koperasi, Usaha Kecil
kabupaten/kota dalam 1 provinsi dan Menengah
Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan
kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SlI Nas
3.9.6 . ; ; 85,23
terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan
kawasan industri lintas kab/kota
Transmigrasi 3.h.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 0
3hi1 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi 0 Dinas Tenaga Kerja,
o pembangunannya Transm|gra_5| dan
31 Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi 0 Energi

pembinaannya
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BAB Il CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian
keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat
dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja
yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal
tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target
kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 28 Sasaran dan
38 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2022.
Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi

capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan
Gubernur NO/131/2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, sesuai pada tabel di bawah

ini:
Tabel II-4
Target Kinerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
INDIKATOR
SASARAN NO KINERJA UTAMA TARGET SATUAN
(IKU)
1 Meyvu1udk_f;1n ko'ga aman, 1 | Indeks potensi _ 22 47 Nilai
tertib dan inklusif kerawanan sosial
2 | Terwujudnya Jakarta Kota 2 | Indeks
Tangguh Bencana kesiapsiagaan 6.45 Nilai
pelayanan
kebencanaan daerah
3 | Terwujudnya pembangunan | 3 | Indeks
kota yang setara gender Pembangunan 96.2 Nilai
serta ramah perempuan Gender
dan anak 4 | Pravalensi
kekerasan terhadap 324 Persen
perempuan dan anak
4 | Mewujudkan manusia 5 | Indeks
sehat, cerdas dan berkarya Pembangunan 81.6 Nilai
Manusia
5 Te_rWUJudnya keluarga 6 | Total Fertility Rate 299 Nilai
sejahtera
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INDIKATOR
NO SASARAN NO KINERJA UTAMA TARGET SATUAN
(IKU)
6 | Meningkatnya angkatan 7 | Tingkat
kerja yang adaptif secara pengangguran
digital dan dapat terserap terbuka 8.2 Persen
dalam pasar kerja
7 | Meningkatnya 8 | Jumlah peningkatan
kewwagsahaan baru yang pela_ku 46,552 wirausaha
berbasis pengalaman dan kewirausahaan
nilai tambah
8 | Tersedianya stok kebutuhan | 9 | Indeks Ketahanan
pangan yang berba_15|_s Pangan 28.89 nilai
pengalaman dan nilai
tambah
9 | Terlaksananya 10 | Tingkat kemiskinan
pengentasan kemiskinan 3.45 Persen
bagi seluruh masyarakat
10 | Meningkatnya pertumbuhan | 11 | Realisasi nilai 124 5 Triliun
investasi investasi ' Rupiah
11 | Meningkatnya fungsi dan 12 | Jumlah titik
pengelolaan infrastruktur genangan banjir .
. ” 0 titik
pengendalian banjir dan
abrasi
12 Mer_ung_katnya akses 13 C_akupa_n pelayanan 64 Persen
sanitasi layak dan air bersih
berkelanjutan 14 C_ak_upan pelayanan 2196 Persen
air limbah
15 | Persentase
penurunan volume 26 Persen
sampah di kota
13 | Terwujudnya sarana dan 16 | Jumlah titik macet 0 Titik
prasarana transportasi yang | 17 | Persentase
aman, memadai, modern, perjalanan penduduk
terintegrasi, ramah menggunakan
lingkungan dan terjangkau sarana kendaraan 20 Persen
bagi semua warga jakarta bermotor umum
(public transportation
modal share)
14 | Meningkatnya pemanfaatan | 18 | Persentase
energy dan penyediaan energy
ketenagalistrikan secara dan ketenagalistrikan
aman, andal dan yang berkelanjutan 0.15 Persen
berkelanjutan untuk
mendukung pembangunan
kota
15 | Tersedianya hunian yang 19 | Jumlah backlog
layak dan terjangkau bagi hunia 279,355 Unit
seluruh lapisan masyarakat
16 | Meningkatnya kesesuaian 20 | Persentase
pemanfaatan ruang dengan penurunan
rencana tata ruang pemanfaatan ruang 27 Persen

yang tidak sesuai

dengan rencana
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INDIKATOR
NO SASARAN NO KINERJA UTAMA TARGET SATUAN
(IKU)
17 | Meningkatnya 21 | Indeks 90 Nilai
profesionalitas dan iklim profesionalitas ASN
kerja aparatur 22 | Persentase sarana
dan prasarana _ 60 Persen
aparatur yang sesuai
standar
18 | Terwujudnya tata kelola 23 | Nilai / Predikat AKIP AA (91) Predikat
pemerintahan yang taktis 24 | Indeks Kepuasan 88 5 Nilai
dan adaptif berbasis data, Masyarakat '
serta model organisasi 25 | Indeks Reformasi 91 Nilai
pemerintahan yang dinamis Birokrasi
26 | Skor EKPPD 3.3 Nilai
27 | Opini Laporan .
Keuangan Daerah WTP Predikat
28 | Persentase
perangkat daerah
yang telah . 100 Persen
menggunakan sandi
dalam komunikasi
perangkat daerah
19 | Terwujudnya tata kelola 29 | Indeks SPBE
pemerintahan dan
keuangan daerah yang 3.35 Nilai
transparan, akuntabel serta
berbasis teknologi informasi
20 | Terbangunnya kota yang 30 | Indeks Kualitas
berwawasan tata ruang dan Lingkungan Hidup
lingkungan sebagai 52.5 Nilai
perwujudan kota yang
berkelanjutan dan lestari
21 | Meningkatnya kuantitas dan | 31 | Penambahan Ration
kualitas Ruang Terbuka RTH 0.0181 Persen
Hijau (RTH) yang adaptif
22 | Melambatnya penurunan 32 | Tingkat penurunan
permukaan tanah permukaan tanah 3.87 Centimeter
(land subsidence)
23 | Terwujudnya kawasan 33 | Jumlah kawasan
perkotaan yang layak huni, pemukiman kumuh
tertata rapid an mandiri
berkelanjutan, berikut 23 RW
sarana prasarana
pendukungnya
24 | Terwujudnya 34 | Jumlah inovasi yang
pengembangan yang terus layak diikutsertakan
menerus terhadap kualitas dalam lomba
penelitian, penciptaan dan berskala nasional 2 Inovasi

inovasi yang hasilnya
mudah digunakan oleh
masyarakat
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INDIKATOR

SASARAN NO KINERJA UTAMA TARGET SATUAN
(IKU)
25 | Menjadikan jakarta sebagai | 35 | Indeks Demokrasi
kota yang menghargai dan
menghormati 88.79 Nilai
keanekaragaman sosial,
agama dan ras

26 | Terwujudnya jakarta 36 | Jumlah wisatawan
sebagai kota tujuan wisata
yang berdaya saing
internasional

6,792,774 Orang

27 | Terwujudnya pelestarian 37 | Jumlah pertunjukan
kebudayaan seni dan budaya
baru/kreatif dan 14 Event
inovatif
28 | Terwujudnya pelestarian 38 | Jumlah cagar
cagar budaya budaya yang 10 objek
dikonversi

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (Kepgub No 131 Th 2022)
, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2022 dibandingkan
dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022 berdasarkan Tabel di atas, dari 38 indikator kinerja yang
diperjanjikan pada tahun 2022, sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator
terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 13 (tiga belas)
indikator belum dapat mencapai sesuai target yang ditetapkan dan
3 (tiga) indikator yang realisasi masih dalam proses penilaian
Pemerintahan Pusat, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-5
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perkin
INDIKATOR

SASARAN NO KINERJA UTAMA TARGET | REALISASI CAPAIAN
(IKU)
1 | Mewujudkan kota 1 | Indeks potensi
aman, tertib dan kerawanan sosial 22.47 18.98 118.38%
inklusif
2 | Terwujudnya 2 | Indeks
Jakarta Kota kesiapsiagaan
Tangguh Bencana pelayanan 6.45 7.32 113.48%
kebencanaan
daerah
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INDIKATOR
SASARAN NO KINERJAUTAMA TARGET | REALISASI CAPAIAN
(IKU)
3 | Terwujudnya 3 | Indeks
pembangunan Pembangunan 96.2 N/A -
kota yang setara Gender
gender serta 4 | Pravalensi
ramah perempuan kekerasan
dan anak terhadap 32.4 34.4 93.83%
perempuan dan
anak
4 | Mewujudkan 5 | Indeks
manusia sehat, Pemba_ngunan 816 81,65 100.06%
cerdas dan Manusia
berkarya
5 TerWUJudnyg 6 | Total Fertility Rate 299 299 103.05%
keluarga sejahtera
6 | Meningkatnya 7 | Tingkat
angkatan kerja pengangguran
yang adaptif terbuka 8.2 7.18 112.44%
secara digital dan
dapat terserap
dalam pasar kerja
7 | Meningkatnya 8 | Jumlah
kewirausahaan peningkatan
baru yang pelaku
berbasis kewirausahaan 46,552 52,823 113.47%
pengalaman dan
nilai tambah
8 | Tersedianya stok 9 | Indeks Ketahanan
kebutuhan pangan Pangan
yang berbasis 78.89 80.23 101.70
pengalaman dan
nilai tambah
9 | Terlaksananya 10 | Tingkat
pengentasan kemiskinan
kemiskinan bagi 3.45 4.61 74.83%
seluruh
masyarakat
10 | Meningkatnya 11 | Realisasi nilai
pertumbuhan investasi 124.5 143 114.8%
investasi
11 | Meningkatnya 12 | Jumlah titik
fungsi dan genangan banjir
pengelolaan 0 1 93.33%
infrastruktur
pengendalian
banjir dan abrasi
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INDIKATOR
SASARAN NO KINERJAUTAMA TARGET | REALISASI CAPAIAN
. (kyy
12 | Meningkatnya 13 | Cakupan
akses sanitasi pelayanan air 64 65.41% 102.20%
layak dan bersih
berkelanjutan 14 | Cakupan
pelayanan air 21.26 20.59% 96.87%
limbah
15 | Persentase
penurunan volume 26 26.01 100.04%
sampah di kota
13 | Terwujudnya 16 | Jumlah titik macet 0 0 100%
sarana dan 17 | Persentase
prasarana perjalanan
transportasi yang penduduk
aman, memadai, menggunakan
modern, sarana kendaraan
terintegrasi, ramah bermotor umum 20 18.45 92.25%
lingkungan dan (public
terjangkau bagi transportation
semua warga modal share)
jakarta
14 | Meningkatnya 18 | Persentase
pemanfaatan penyediaan
energy dan energy dan
ketenagalistrikan ketenagalistrikan
secara aman, yang 0.15 0.32 213.3%
andal dan berkelanjutan

berkelanjutan
untuk mendukung

pembangunan
kota
15 | Tersedianya 19 | Jumlah backlog
hunian yang layak hunian
dan terjangkau
bagi seluruh 279,355 280,489 99.59%
lapisan
masyarakat
16 | Meningkatnya 20 | Persentase
kesesuaian penurunan
pemanfaatan pemanfaatan 27 20.54 123.93%
ruang dengan ruang yang tidak
rencana tata ruang sesuai dengan
rencana
17 | Meningkatnya 21 | Indeks N/A
profesionalitas dan profesionalitas (Masih
iklim kerja ASN 90 dalam i
aparatur proses
penilaian
BKN)
22 | Persentase
sarana dan
prasarana 60 60.10 100.17%

aparatur yang
sesuai standar
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INDIKATOR
NO KINERJAUTAMA TARGET

(IKU)

SASARAN

REALISASI CAPAIAN

™

A
A

18 | Terwujudnya tata 23 | Nilai / Predikat
kelola AKIP AA (91) 80.51 88.47%
pemerintahan 24 | Indeks Kepuasan
yang taktis dan Masyarakat 88.5 90.43 102.18%
adaptif berbasis 25 | Indeks Reformasi
data, serta model Birokrasi 91 78.98 86.79%
Organisasih 26 | Skor EKPPD 3.3 N/A -
pemerintahan 27 | Opini Laporan
yang dinamis Keuangan Daerah WTP WTP 100%
28 | Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan 100 100 100%
sandi dalam
komunikasi
perangkat daerah
19 | Terwujudnya tata 29 | Indeks SPBE
kelola
pemerintahan dan
keuangan daerah
yang transparan, 3.35 3.67 109.6%
akuntabel serta
berbasis teknologi
informasi
20 | Terbangunnya 30 | Indeks Kualitas
kota yang Lingkungan Hidup
berwawasan tata
ruang dan
lingkungan 52.5 54.65 | 104.09%
sebagai
perwujudan kota
yang
berkelanjutan dan
lestari
21 | Meningkatnya 31 | Penambahan
kuantitas dan Ration RTH
kualitas Ruang
Terbuka Hijau 0.0181 0.0049 27%
(RTH) yang
adaptif
22 | Melambatnya 32 | Tingkat penurunan
penurunan permukaan tanah 3.87% 3.9% 99.22%
permukaan tanah (land subsidence)
23 | Terwujudnya 33 | Jumlah kawasan
kawasan pemukiman
perkotaan yang kumuh
layak huni, tertata
rapid an mandiri 23 2 191.30%
berkelanjutan,
berikut sarana
prasarana
pendukungnya
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INDIKATOR
SASARAN NO KINERJAUTAMA TARGET | REALISASI CAPAIAN
(IKU)
24 | Terwujudnya 34 | Jumlah inovasi
pengembangan yang layak
yang terus diikutsertakan
menerus terhadap dalam lomba
kuallt_as penelitian, berskala nasional > 82 4100%
penciptaan dan
inovasi yang
hasilnya mudah
digunakan oleh
masyarakat
25 | Menjadikan jakarta | 35 | Indeks Demokrasi
sebagai kota yang
menghargai dan
menghormati 88.79 82.08 92.44%
keanekaragaman
sosial, agama dan
ras
26 | Terwujudnya 36 | Jumlah wisatawan
jakarta sebagai
kota tujuan wisata 6,792,774 | 19,367,515 | 285.12%
yang berdaya
saing internasional
27 | Terwujudnya 37 | Jumlah
pelestarian pertunjukan seni
kebudayaan dan budaya 14 20 142.85%
baru/kreatif dan
inovatif
28 | Terwujudnya 38 | Jumlah cagar
pelestarian cagar budaya yang 10 10 100%
budaya dikonversi

Sumber : Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022,
diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

1) Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif

Potensi kerawanan sosial adalah situasi atau kondisi yang
memiliki potensi untuk menimbulkan konflik, ketegangan, atau
kekerasan di antara individu atau kelompok dalam suatu
masyarakat. Beberapa contoh potensi kerawanan sosial di
masyarakat antara lain: Perbedaan agama dan etnis, Kemiskinan
dan pengangguran, konflik Politik, dan Konflik antar kelompok
masyarakat

IPKS merupakan suatu alat untuk mengukur, memantau dan
memonitor perkembangan kerawanan sosial di suatu wilayah pada
periode tertentu. IPKS adalah suatu angka indeks komposit

(gabungan berbagai angka indeks) yang menggambarkan tingkat
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kerawanan sosial suatu wilayah, baik tingkat provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan. Adapun lima dimensi
penyusun IPKS diantaranya Indeks Kerawanan Kemiskinan (IKM),
Indeks Kerawanan Lingkungan dan Kesehatan (IKLK), Indeks
Kerawanan Prasarana Fisik (IKPF), Indeks Kerawanan Modal Sosial
(IKMS), dan Indeks Kerawanan Keamanan (IKA).

Penyusunan IPKS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Pengukuran Indeks Potensi
Kerawanan Sosial dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,
sebelumnya dilaksanakan di tahun 2014 dan kemudian
dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di
seluruh Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kepolisian Sektor
(Polsek) di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, beberapa data
pendukung didapatkan melalui data Potensi Desa (PODES) 2018,
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Provinsi DKI Jakarta dan data RW Kumuh 2017.

Melalui Indeks komponen IPKS dapat diperoleh gambaran
penyebab kerawanan pada suatu wilayah. Penyusunan IPKS di
wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan guna memetakan daerah-
daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi
menimbulkan kerawanan sosial, sebagai langkah antisipasi.

Grafik 11-7
Capaian Indeks Potensi Kerawanan Sosial

Indeks Potensi Kerawanan Sosial
Provinsi DKI Jakarta
2018-2022

30 2497 24.95
25 18.98 18.98 18.98

20.8 22.19 22 22.47
20 16.25
15
10
5
0

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

2018 2019 2020 2021 2022

Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022
Sumber: LKIP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
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2022

Berdasarkan tabel diatas, target yang ditetapkan adalah
sebesar 22,47 sedangkan realisasi IPKS N/A karena tidak ada
pengukuran penilaian IPKS oleh BPS Tahun 2022. pengukuran
penilaian IPKS terakhir dilakukan pada Tahun 2020 sebesar 18,98.
Nilai IPKS berkisar antara 0 sampai dengan 100, dengan rincian
semakin tinggi nilai IPKS suatu daerah menunjukkan bahwa daerah
tersebut semakin rawan atau berpotensi rawan sosial. Pencapaian
realisasi IPKS yang nilainya berada dibawah target, menunjukkan
bahwa potensi kerawanan sosial di DKI Jakarta telah berangsur
menurun.

Dalam mencapai target Indeks IPKS Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 131
Tahun 2022 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung
dengan pelaksanaan 4 kegiatan dengan besaran anggaran
sejumlah:

Tabel 11-6
Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Anggaran Tahun 2022
Pagu (Rp) Realisasi (RP)

Program Kegiatan

Penanganan
Gangguan
Ketenteraman dan

X 2.772.228.340 2.473.531.410 | 89,23%
Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Penanganan
Peningkatan Gangguan Trantibum
Ketenteraman Lintas Daerah 563.712.276.280 456.706.729.160 | 81,02%
dan Ketertiban Kab/Kota dalam 1
Umum (satu) Daerah Provinsi
Penegakan Peraturan
Daerah Provinsi dan 11.876.915.413 10.909.928.690 | 91,86%

Peraturan Gubernur

Pembinaan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil 1.140.886.304 1.101.322.800 | 96,53%

(PPNS) Provinsi

Sumber : LKIP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai total anggaran

sebesar Rp. 579.502.306.337,- realisasi anggaran
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Rp. 471.191.512.060,- tingkat capaian 81,31 persen efisiensi yaitu
18,69 persen.

Untuk mengurangi potensi kerawanan sosial, berikut adalah
beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu sosial sangat penting
untuk mengurangi potensi kerawanan sosial. Pendidikan dan
kesadaran dapat membantu orang untuk memahami pentingnya
menghargai  perbedaan, mendorong inklusivitas, dan
mempromosikan toleransi

2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial
yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan
ketidaksetaraan

3. Mendorong keadilan sosial adalah langkah lain untuk
mengurangi potensi kerawanan sosial. Ini mencakup upaya
untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan mempromosikan
kesetaraan hak dan kesempatan

4. Mengaktitkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan
dan pelaksanaan program-program pemerintah  dapat
membantu mengurangi potensi kerawanan sosial. Partisipasi
warga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan
memungkinkan orang untuk merasa lebih terlibat dan memiliki
kepentingan dalam perkembangan masyarakat mereka.

5. Menguatkan lembaga-lembaga sosial seperti kelompok
masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga
keamanan dapat membantu mengurangi potensi kerawanan
sosial. Lembaga-lembaga ini dapat membantu mempromosikan
dialog dan membangun hubungan yang saling menguntungkan
antara masyarakat dan pemerintah.

2) Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana
Indikator Kinerja Utama Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan

Kebencanaan Daerah (IKPKD) merupakan Indikator Sasaran
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RPJMD 2017-2022 merupakan realisasi gabungan dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta,

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI

Jakarta, dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan 3 (tiga)

parameter perhitungan, yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana dan

Prasarana, dan Kesiapsiagaan Masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi faktor capaian Indeks
Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah antara lain yaitu:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Parameter SDM tetap
bisa terlaksana dengan dilakukan secara daring dapat
meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana

2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana terkait peralatan
penanggulangan bencana BPBD bisa melaksanakan beberapa
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk
mendukung upaya penanggulangan bencana. LKIP Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

3. Parameter Kesiapsiagaan Masyarakat DKI Jakarta didukung
oleh kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur,
Relawan serta Potensi Masyarakat lainnya dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bisa tetap
dilaksanakan secara daring dan melibatkan 2000 orang peserta
yang dilatih dan ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman
terkait penanggulangan bencana.

Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
(IKPKD) penting untuk membantu pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, dan masyarakat secara umum dalam mempersiapkan
diri  menghadapi bencana. Dengan mengetahui tingkat
kesiapsiagaan suatu wilayah, dapat diambil tindakan untuk
meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terjadinya

kerusakan dan korban jiwa akibat bencana.
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Tabel II-7
Capaian Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2022

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan
Kebencanaan Daerah (IKPKD) — RPIJMD 6.45 7.32 105.9%
2017-2022
Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan
Kebencanaan Daerah (IKPKD) — Perkin 2.1 2.3 109.5%
BPBD

Sumber : LKIP BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capain atas Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks
Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) melebihi
target yang ditetapkan, baik target dalam Peraturan Daerah Nomor 1
tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan
perjanjian kinerja (perkin) perangkat daerah.

Untuk pencapaian tersebut, BPBD sebagai
penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra
bencana, saat bencana dan pasca bencana pada tahun 2022 ini
memiliki 7 (tujuh) program dalam mendukung tercapainya indikator

tersebut, ke delapan program itu adalah:

Tabel 11-8
Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

N[o] Program Anggaran ‘ REEUREY] %

1 Penyusunan Rencana Penanggulangan 352,034,752 348553752 | 99.01%
Bencana

2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 606,900,000 513,200,000 | 84.56%

Pengendalian Operasi dan Penyediaan
3 | Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap 22,365,217,233 | 22,094,552,015 | 98.79%

Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
4 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 1,958,504,373 | 1,865,166,505 | 95.23%
5 | Penanganan Pascabencana Provinsi 426,601,800 418,096,680 | 98.01%
6 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat 1,532.700,000 | 1,399.200,000 | 91.29%
(TRC) Bencana
7 | Penyusunan Rencana Kontijensi 14,250,000 14,250,000 | 100.00%
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| Total | 27,256,208,158 | 26,653,018,952 | 97.79% |
Sumber : LKIP BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perbandingan Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan
Kebencanaan Daerah (IKPKD) target dan realisasi dari tahun
2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 11-8
Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD)
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di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sumber: LKIP BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Beberapa hal yang menjadi faktor capaian Indeks
Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) antara lain
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Parameter Sumber

Daya Manusia (SDM) tetap bisa terlaksana dengan dilakukan
secara daring dapat meningkatkan kapasitas SDM
penanggulangan bencana ,

2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana terkait peralatan
penanggulangan bencana BPBD bisa melaksanakan beberapa
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk
mendukung upaya penanggulangan bencana, dan

3. Parameter Kesiapsiagaan Masyarakat didukung oleh kegiatan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Relawan serta
Potensi Masyarakat lainnya dalam  Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana yang bisa tetap dilaksanakan secara
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daring dan melibatkan 2000 (dua ribu) orang peserta yang
dilatih dan ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait
penanggulangan bencana.
3) Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta
ramah perempuan dan anak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan
pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan
anak, terdapat 2 indikator yaitu :
1. Indeks Pembangunan Gender
2. Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak
Berikut capaian analisis capaian terkait dengan indikator-
indikator tersebut:
a) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu
indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas
dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adanya selisih
antara angka IPM dan IPG menandakan bahwa masih adanya
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Capaian indikator IPG diperoleh dari data yang
dipublikasikan oleh instansi lain dalam hal ini Badan Pusat
Statistik (BPS). Namun, angka Indeks Pembangunan Gender
tahun 2022 sampai saat ini belum dirilis oleh BPS. Berdasarkan
publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2021 yang dikeluarkan BPS Provinsi DKI Jakarta pada
Agustus 2022, capaian IPG Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,84

mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya.

Tabel 11-9

Capaian Indeks Pembangunan Gender
Indikator Target Realisasi Capaian
Indeks Pembangunan Gender 96.2 N/A -

Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022
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Tabel 11-10
Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Data Serles ;

Saarch: | DRI

Inddeks F'ﬂ_l'rl'_:.jrlr:i._n:-u Gender [IPG)

Prowinsl/ Kabupaten/Kota

T
FyiFi

DKI JAKARTA 84,63 4,84

Tahun 2016 hanya level provins

Showing 11 | of 1 enines {Pitered from 589 total entries)

Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan capaian IPG Nasional
(91,27), IPG DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati
angka 100. Dapat dikatakan bahwa pembangunan antara laki-
laki dan perempuan di DKI Jakarta lebih setara dibandingkan
dengan nasional. Teskanan yang diakibatkan pandemi Covid-19
berdampak besar terhadap kinerja ekonomi dan kegiatan sosial,
yang berpengaruh pada Dimensi Dasar IPM. Adanya
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian
Dimensi Dasar menjadi salah satu penyebab melambatnya laju
IPG.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
merupakan indikator tujuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk, dimana seluruh sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan beserta
anggaran yang menunjangnya bertujuan untuk mendukung
pencapaian IPG. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian
pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan
mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Angka IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan
dan pembangunan laki-laki. Adanya selisih antara angka IPM

dan IPG menandakan bahwa masih adanya kesenjangan antara
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laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan
nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki laki
dengan perempuan. Nilai 100 menunjukkan kesetaraan gender
yang sempurna.

Perjuangan untuk mempertahankan kesetaraan ngender
adalah suatu perjuangan yang panjang. Angka Indeks
Pembangunan Gender tahun 2022 belum dirilis oleh BPS.
Namun, pada Juni 2022 BPS telah merilis publikasi Indeks
Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dengan
capaian IPG Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,84 mengalami
kenaikan sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya 94,63. Jika
dibandingkan dengan capaian IPG Nasional yaitu 91,27 IPG DKI
Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100. Angka
IPG yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa
pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan
laki-laki.

Adapun perbandingan capaian dari tahun ke tahun
sesuai dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu :

Tabel I1-11
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender sesuai Dkomen RPIJMD
Tahun 2017-2022

2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Target - 95.59 95.79 96 96.2
Pembangunan Realisasi - 94.7 94.7 94.63 N/A
Gender Capaian - 99.07 08.86 98.61 N/A

Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut perbandingan dengan capaian Indeks
Pembangunan Gender antara Provinsi DKI Jakarta dan
Indonesia Tahun 2012-2021.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

‘e’ "W "W W



BAB Il CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Grafik 11-9
Indeks Pembangunan Gender
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2021
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Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sejak tahun 2012, IDG Indonesia menunjukkan tren
meningkat dari tahun ke tahun, dari angka 70,07 tahun 2011
hingga mencapai 76,26 tahun 2021. Pada tahun 2019, IDG
Indonesia meningkat sebanyak 3,14 poin atau sebesar 4,35%
dibandingkan 2018. Di tahun 2019, pemberdayaan perempuan
menunjukkan peningkatan pada tingkat partisipasi dan
kesadaran perempuan untuk berkiprah di ruang publik, seiring
dengan keterbukaan akses bagi perempuan. Peningkatan
tersebut terjadi pada indikator keterlibatan perempuan di
parlemen, dimana pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan
pemilihan umum. Namun, peningkatan keterlibatan perempuan
di parlemen ini tidak selalu berdampak pada capaian IDG tingkat
provinsi. Kenaikan angka IDG di DKI Jakarta yang merupakan
pusat pemerintahan pada tahun tersebut ternyata tidak begitu
signifikan dibanding nasional.

Adanya pandemi akibat Covid 19 sejak Maret 2022,
tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan
pembangunan gender yang telah dirintis selama ini. Pandemi
yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor

kesehatan tapi juga sosio-ekonomi, terutama bagi perempuan
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sebagai kelompok rentan. Sejak awal pandemi, perempuan
rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban
ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang
punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis
gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI, 2020).

Grafik 11-10

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Tahun 2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi Tahun 2021
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Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan capaian IPG Nasional 91,27,
IPG DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100.
Angka IPG yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan
bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama
dengan laki-laki. Dapat dikatakan bahwa pembangunan antara
laki-laki dan perempuan di DKl Jakarta lebih setara
dibandingkan dengan nasional. Namun tidak dapat dipungkiri
bahwa peningkatan IPG tidak hanya menjadi tanggung jawab
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk. Kemajuan pembangunan gender di DKI Jakarta
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tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bagi
seluruh masyarakat dan semua pihak yang ada di DKI Jakarta.
Pembangunan gender ini dapat semakin ditingkatkan melalui
pemenuhan hak perempuan di berbagai sisi, diantaranya
kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesempatam dalam
pemerintahan dan lembaga legislatif, serta standar hidup layak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga
adat dan masyarakat hukum adat guna mendukung terkait
dengan capaian nilai Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022
dengan pagu anggaran Rp. 467.831.758.902,- dengan realisasi
Rp. 461.553.509.439 dengan capaian 98.66%.

Tabel 11-12
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender
Kinerja

Capaian Kretiria
(%) Penilaian

Program Pengarustaman Gender dan Permberdayaan Perempuan

Program / Indikator satuan Target Realisasi

Presentase Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang melaksanakan % 60 60 100.00 Sgnggt
Perencanaan dan Penggaran Tinggi
Responsif Gender (PPRG)

Presentase lembaga pemerintah Sanaat
tingkat daerah yang melaksanakan % 60 60 100.00 Ti 9a
PUG inggi

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat

Presentase Lembaga
Kemasyarakatanyang aktif dalam % 80 98 122,5
pemberdayaan masyakakat

Sangat
Tinggi

Anggaran (%) \
Anggaran Anggaran Capaian

el Al Cler Pendapatan Penyerapan (%)

Realisasi (Rp)

Program Pengarustaman Gender dan Permberdayaan Perempuan

Presentase
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang
melaksanakan 1,711,407,940 1,702,207,940 169,368,000 | 99,50
Perencanaan dan
Penggaran Responsif
Gender (PPRG)
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Anggaran (%) \
Anggaran Anggaran . Capaian
Pendapatan Penyerapan Fealses] () )
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat
Presentase Lembaga
Kemasyarakatanyang
aktif dalam 488,181,861,054 | 488,129,550,962 | 459,859,829,439 | 98,85
pemberdayaan
masyakakat
Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI
Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Program / Indikator

Kegiatan utama pada Program Program
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
merupakan kegiatan pemberian anggaran hibah bagi lembaga
perempuan Yyang menjadi mitra Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, yaitu Dharma
Wanita Persatuan (DWP) Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan
Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, pemberian hibah
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah dengan memberikan nilai manfaat bagi
pemerintah Jakarta dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Demikian
juga dengan hibah DWP, diberikan oleh Dinas PPAPP dengan
tujuan untuk mendukung penyelenggaraan lembaga yang
bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. Selain itu
kegiatan pendukung lain pada program ini antara lain Kampanye
Anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Bimbingan
Teknis Pos Sahabat Perempuan dan Anak dan Bimbingan
Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG).

Kegiatan pada Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
yang juga mendukung pencapaian indikator kinerja IDG, antara
lain kegiatan PKK dan dasawisma, serta peningkatan

kewirausahaan bagi masyarakat.
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Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas,
upaya pencapaian indikator IDG juga didukung oleh beberapa

Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022,

yakni sebagai berikut:

Tabel 11-13
Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022

No Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan

KSD 12 - PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG
BERKUALITAS DAN INTEGRATIF

1 Penyediaan Rambu Kawasan Dilarang | Tersedianya Rambu Kawasan Tanpa
Merokok di RPTRA Rokok di RPTRA
Terlaksananya Terlaksananya Sosialisasi/Penyebarluasan
2 | Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi | Informasi Kesehatan berupa infografis dan
Kesehatan melalui kader video melalui kader

KSD 15 - PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMANTAUAN
KETERSEDIAAN PANGAN BERBASIS IT, PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI
PANGAN, OPTIMALISASI PENGELOLAAN SISTEM PERGUDANGAN
PANGAN DAN PEMENUHAN PASOKAN PANGAN

Monitoring pelaksanaan pemanfaatan | Kader PKK penerima manfaat dapat

kartu pangan oleh Kader PKK mengakses pangan bersubsidi

KSD 20 - PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

Terlaksananya kegiatan pelatihan di 44
kecamatan

1. Terlaksananya kegiatan pendampingan
di 44 kecamatan

2. 200.000 anggota Jakpreneur memiliki
usaha

3 | Perizinan Kewirausahaan Terbitnya perizinan wirausaha

1. Terselenggaranya pemasaran dan
penggunaan alat pembayaran berbasis
digital

2. Penginputan jumlah omset bazar ke
dalam sistem Jakpreneur

3. Pemasaran produk binaan di gerai Pasar
Jaya

4 | Pemasaran Produk 4. UMKM Go Digital
5. Terdaftarnya produk peserta PKT pada

katalog e-order untuk produk selain
makanan dan minuman

6. Terlaksananya Jumat Beli Lokal

1 | Pelatihan Kewirausahaan

2 | Pendampingan Kewirausahaan

7. Terlaksananya Jakpreneur Festival

8. Seluruh UMKM yang masuk e-order
menjadi anggota Jakpreneur

1. Tersalurkannya pemberian kredit mikro
(PT. Bank DKI)

2. Kerjasama permodalan dengan pihak
eksternal (SKPD)

Brand Jakpreneur semakin dikenal oleh

6 | Publikasi terkait Jakpreneur masyarakat sebagai platform
kewirausahaan Jakarta

5 | Permodalan
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No Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan

Terlaksananya program Close loop Bahan
Baku Murah Bagi UMKM

1. Peningkatan penggunaan sistem
Jakpreneur melalui
a. update profil usaha peserta Jakpreneur
sesuai penggolongan usaha dalam
NIB/KBLI
b. Pendaftaran fasilitasi P1-P7 melalui
sistem Jakpreneur
2. Integrasi sistem Jakpreneur dengan e-
g | Pengembangan Sistem Jakpreneur order : :

dan Pemutakhiran Data Jakpreneur 3. Pemutakhiran data seluruh kegiatan
Jakpreneur oleh seluruh OPD Pengampu
masuk dalam sistem Jakpreneur
4. Penyusunan peta jalan/roadmap UPT
Pusdatin PPKUKM
5. Integrasi sistem Jakpreneur dengan
sistem KSBB

6. Fitur e-learning di website Jakpreneur

7. Integrasi data dengan Kemenkop UKM

1. Pendaftaran Jakpreneur baru ke dalam

e-order

9 | Optimalisasi e-order 2. Pemerataan pemesanan e-order binaan
masing-masing SKPD

3. Pembuatan katalog e-order

Sumber : LKIP DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diolah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

7 | Fasilitasi Sarana Usaha

Adapun beberapa permasalahan yang ada yaitu
Perempuan dalam dunia politik dan ekonomi masih perlu
diperjuangkan (perempuan masih identik dengan ranah
domestik rumah tangga). Dan adapun alternative solusinya
yaitu :

1. Strategi pengarusutamaan gender harus semakin diperkuat
di berbagai bidang.

2. Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi dan pemberdayaan
perempuan, dengan melakukan kolaborasi bersama
berbagai pihak.

b) Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak
Indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan

anak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai target yaitu:
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Tabel 1I-14
Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Capaian

Indeks Pembangunan Gender 96.2 N/A -

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
menjadi salah satu indikator dari sasaran “Terwujudnya
pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan
dan anak”. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD
Penetapan Tahun 2017-2022 prevalensi diharapkan adalah
32,4% dengan penggabungan prevalensi kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Akan tetapi, merujuk pada indikator yang
dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah,
indikator tersebut mengalami pemisahan antara prevalensi
kekerasan terhadap perempuan dan prevalensi kekerasan
terhadap anak. Karena secara definisi operasional prevalensi
kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat
digabungkan. Hal ini dikarenakan terdapat variabel yang
berbeda untuk mengukur angka prevalensi kekerasan terhadap
perempuan dan angka prevalensi kekerasan terhadap anak.

Indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
dan anak merupakan indikator yang belum memiliki capaian
pada tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 sampai dengan
2022. Sebagaimana diketahui, realisasi indikator prevalensi
kekerasan terhadap perempuan dan anak diperoleh melalui
Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei
Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD). Untuk tahun
2022, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas
PPAPP Provinsi DKI Jakarta bersama dengan BPS, angka
prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah sebesar
34,4 persen, sedangkan angka prevalensi kekerasan terhadap

anak adalah sebesar 44,2 persen. Akan tetapi, angka capaian
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ini tidak dapat dilaporkan ke dalam capaian karena indikator
yang digunakan adalah indikator yang tercantum dalam RPJMD
Penetapan 2017-2022. Pelaporan Indikator “Prevalensi
Kekerasan terhadap Perempuan” dan “Prevalensi Kekerasan
terhadap Anak” merupakan penjabaran dari indikator IKU Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk, yakni “Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak”. Realisasi indikator Prevalensi kekerasan terhadap
perempuan dan anak diperoleh melalui Survei Pengalaman
Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup
Perempuan Daerah (SPHPD). Kedua survei ini dilakukan secara
terpisah dengan pertimbangan bahwa indikator dan metode
survei antara perempuan dan anak berbeda.

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk melalui UPT Pusat
Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana
bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta telah
melaksanakan rangkaian aktivitas pelaksanaan SPHAD dan
SPHPD yang berlangsung dari bulan Maret sampai dengan
November 2022, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan
hingga publikasi hasil. Setelah sebelumnya survey tersebut
ditunda pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi Covid-
19 yang masih berlangsung.

Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah
(SPHPD) dan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD)
2022 ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada
44 kecamatan 175 kelurahan. Jumlah sampel seluruhnya
sebanyak 2.000 sampel perempuan usia 15-64 tahun dan
sampel anak remaja laki-laki dan perempuan usia 13-24 tahun.

Berdasarkan  hasil Survei Pengalaman  Hidup
Perempuan Daerah (SPHPD) dan Survei Pengalaman Hidup
Anak Daerah (SPHAD) 2022 diperoleh hasil:
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1. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun mengalami
kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan atau
selain pasangan di Provinsi DKI Jakarta selama hidupnya
sebesar 34,4 persen. Dapat dikatakan satu dari tiga
perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan
fisik atau seksual selama hidupnya.

2. Prevalensi anak dan remaja usia 13-24 tahun mengalami
kekerasan fisik dan atau psikis dan atau seksual oleh
pasangan dan atau selain pasangan di Provinsi DKI Jakarta
selama hidupnya sebesar 44,32 persen. Dapat dikatakan
11 dari 25 anak dan remaja usia 13-24 tahun pernah
mengalami kekerasan fisik dan atau psikis dan atau seksual
selama hidupnya.

Tabel 11-15
Capaian pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022

Prevalensi kekerasan Targgt . - 34,74 | 33,96 | 33,18 | 324
terhadap perempuan ReaI|§aS| - 14,6 n/a n/a 34,4
Capaian - 100 n/a n/a | 93,83

Prevalensi kekerasan Targ_et . - - - 26.4 | 26,2
terhadap anak Reall§a5| - - - n/a | 44,32
Capaian - - - 30,84

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selama kurun waktu perencanaan strategis, Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk mengalami berbagai tantangan, diantaranya yang
memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran strategis yang
telah ditentukan adalah Pandemi Covid-19. Capaian indikator
kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13
menunjukkan bahwa sebagian indikator kinerja bergerak
menjauh dari target jangka menengah yang ditetapkan hingga
tahun 2022, dan sebagian indikator belum memiliki realisasi.
Kondisi Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020

sampai dengan tahun 2022 tidak hanya menjadi tahun yang sulit
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bagi Provinsi DKI Jakarta, tetapi bagi seluruh Provinsi di
Indonesia. Posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara
memegang peranan penting untuk mengambil langkah-langkah
strategis dalam menentukan program-program yang sifatnya
prioritas untuk dilakukan sesuai dengan kondisi pandemi
tersebut.

Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak yang tercantum dalam RPJMD Penetapan Tahun
2017-2022 secara definisi sudah tidak dapat digunakan. Hal ini
dikarenakan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak adalah dua hal yang cara
penghitungannya berbeda, sehingga kedua indikator tersebut
tidak dapat digabungkan. Penggabungan kedua indikator akan
menyebabkan indeks tersebut tidak bermakna dan akan
mempengaruhi  penentuan intervensi yang tepat untuk
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan
kekerasan terhadap anak. Hal ini yang akhirnya
melatarbelakangi pelaporan capaian indikator tersebut dengan
kategori “N/A”.

Untuk mendukung capaian indikator “Prevalensi
kekerasan terhadap Perempuan” dan “Prevalensi kekerasan
terhadap Anak”, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk melaksanakan program pendukung
beserta pendanaannya. Adapun total anggaran yang ada pada
indikator “Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan” sebesar
Rp 10.539.447.254,- dan pada indikator “Prevalensi kekerasan
terhadap Anak” sebesar Rp 2.534.076.960,-.

Berikut merupakan tabel rincian alokasi anggaran dan
program pendukung indikator “Prevalensi Kekerasan terhadap

Perempuan” dan “Prevalensi kekerasan terhadap Anak”.
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o Tabel II-16 L
E Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak o
b
E Kinerja Anggaran (Rp) ;
=< No Program Indikator Kinerja Satuan .__ . Capaian Kriteria Anggaran Anggaran . Capaian >
ﬁ Program VEIEIE | RS (%) EETE Penetapan Pergeseran REISEEI((R) (%) :
§ Indikator Kinerja Sasaran "Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan"” Z
m
> Persentase korban Fod
E Program kekerasan terhadap Sanaat >
z 1 | Perlindungan | perempuan yang % 100 100 100 Tin 9 i 10.966.525.804 10.539.447.254 | 9.815.400.328 93,13 v
o Perempuan mendapat layanan 99 E
E komprehensif ;
]
) Indikator Kinerja Sasaran "Prevalensi Kekerasan terhadap Anak" m
F
;l Program Persentase pembinaan cz,
I 1 Ee”:.r‘gka‘a” terha."i.ip ke"lia.rgakyang % 100 100 100 ST"?‘”g"".t 19.600.000 19.600.000 18.200.000 92,86 9
Z ualitas memiliki anak tidal inggi =
o Keluarga sekolah ;
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Kota/Kabupaten Layak o Sangat )
I Anak mendapatkan % 100 100 100 Tinggi E
2 predikat Madya m
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E i’f:zftis::g;‘:gﬁm g‘;'f]‘;k % 100 100 100 Sﬁggg 38.128.150 38.128.150 38.113.286 99,96 g
2 tingkat provinsi =
> Persentase korban
; Program kekerasan terhadap Sangat
T 3 | Perlindungan % 100 100 100 .o 2.194.952.810 2.274.858.810 | 1.786.165.118 78,52
c anak yang mendapat Tinggi
Khusus Anak .
4 layanan komprehensif
8 Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
N Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk memiliki fungsi perlindungan terhadap perempuan
dan anak terus berupaya melalukan sosialisasi dan pemberian
informasi mengenai materi pengetahuan akan pencegahan serta
penanganan mengenai tindak kekerasan, khususnya terhadap
perempuan dan anak. Tidak dipungkiri isu kekerasan terhadap
perempuan dan anak masih menjadi hal yang sensitif/tabu untuk
diungkap bagi masyarakat. Dapat dikatakan, isu kekerasan
terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta layaknya
fenomena gunung es, dimana sebetulnya jumlah kasus pada
tahun-tahun sebelumnya cukup besar namun belum terungkap.
Seiring dengan terbukanya akses, meningkatnya keberanian,
dan semakin tingginya keyakinan akan adanya penyelesaian
dari masyarakat, kasus-kasus semacam ini akan semakin
banyak muncul dipermukaan sekaligus juga menjadi berkurang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UPT Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) menyelenggarakan layanan seperti pengaduan
kekerasan serta melakukan penjangkauan, pendampingan
korban, layanan konseling/psikologis, dan pendampingan hukum
kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Layanan konsultasi dan pendampingan hukum dilakukan oleh
paralegal dan advokat. UPT P2TP2A juga memiliki layanan
konseling dan pendampingan psikologis dari konselor maupun
psikolog Klinis. Seluruh layanan ini diberikan secara
komprehensif kepada semua korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang melapor dan atau terlapor sesuai
dengan kebutuhan. Salah satu bentuk layanan pengaduan
adalah melalui Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang
merupakan wadah layanan informasi dan koordinasi terpadu
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berada
di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pos SAPA

merupakan perpanjangan tangan dari UPT P2TP2A Provinsi

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

‘e "W T W

O



BAB Il CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DKI Jakarta di moda transportasi (Trans Jakarta, MRT, dan
LRT), BUMD, Perguruan Tinggi dan masyarakat (RPTRA). Pos
SAPA dibentuk dengan maksud mendekatkan layanan
pengaduan dan informasi terkait kekerasan terhadap
perempuan dan anak ke masyarakat yang membutuhkan
dengan harapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak di DKI Jakarta dapat tertangani.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang telah
ditetapkan dalam  Keputusan  Menteri  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2022 Tentang Penerima  Penghargaan
Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022, seluruh
kota/kabupaten di DKI Jakarta telah berhasil memperoleh
predikat Madya, bahkan 4 (empat) kota/kabupaten mendapatkan
predikat Nindya dan 1 (satu) kota mendapatkan predikat Utama.
Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan penghargaan
sebagai Provinsi Layak karena telah menyelenggarakan

kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak

anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 11-17
Daftar Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak DKI Jakarta Tahun 2022
Kabupaten/Kota/Provinsi Peringkat KLA
1 Kabupaten Kepulauan Seribu Nindya
2 Kota Administrasi Jakarta Pusat Madya
3 Kota Administrasi Jakarta Utara Nindya
4 Kota Administrasi Jakarta Barat Nindya
5 Kota Administrasi Jakarta Selatan Nindya
6 Kota Administrasi Jakarta Timur Utama
7 Provinsi DKI jakarta Provinsi Layak Anak

Sumber: LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selain dukungan program dan kegiatan sesuai APBD
Pergeseran, pencapaian indikator sasaran strategis Prevalensi
Kekerasan terhadap Perempuan dan Prevalensi Kekerasan

terhadap Anak juga didukung dengan oleh Kegiatan Strategis
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Daerah (KSD) ke 13 Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak. Secara keseluruhan, Dinas
Anak

Penduduk dapat melaksanakan kegiatan yang menjadi target

Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengendalian

KSD dengan baik. Berikut merupakan Rencana Aksi KSD 13
yang menjadi tanggung jawab dan telah dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain mempunyai
beberapa program terkait dengan Prevalensi kekerasan
terhadap perempuan dan anak, juga mempunyai beberapa

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu :

Tabel 11-18
Kegiatan Strategis Daerah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk di Provinsi DKI Jakarta
Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan

Sosialisasi Pencegahan

Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
(KtP/A) Kolaborasi dengan
dengan Organisasi
Perempuan/
Kemasyarakatan/
Keagamaan, BUMD, Forum
Anak, Forum Genre dan
perguruan tinggi

- Meningkatnya pemahaman

individu/anggota organisasi
perempuan/kemasyarakatan/
keagamaan, BUMD, Forum
Anak, Forum Genre dan
Perguruan Tinggi yang
berkolaborasi dalam
sosialisasi terhadap
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan
anak;

1. Jumlah Anggota
Organisasi perempuan
/kemasyarakatan/
keagamaan

- Terselenggaranya kampanye
Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak secara
Kolaboratif

a. TP PKK 2000 orang

b. BKOW 2000 orang

c. Dharma Wanita 2000
orang

d. Majelis Taglim 1500
orang

2. Jumlah peserta webinar
Sosisliasi Pencegahan
Terhadap Perempuan
dan Anak melalui:

- Pos Sapa jalur
Masyarakat di 5 Wilayah
Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
(@ 200 org/RPTRA)

- 11 (sebelas) Pos Sapa
Jalur PT dan 9
(sembilan) Pos Sapa
Jalur / BUMD (@ 100
orang Pos Sapa)
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Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan
2 | Penyampaian Informasi Tersampaikannya informasi Terinformasikannya
Keberhasilan dan Layanan terkait keberhasilan dan kepada masyarakat terkait
Program KSD 13 kepada layanan program KSD 13 keberhasilan dan layanan
Publik kepada publik program KSD 13
3 | Pembangunan Pusat Terselenggaranva
Pelayanan Keluarga Terbentuknya PUSPA/Center o erasior?glisasiy
(PUSPA)/Center Of Of Excellence In Family PIEJSPA/CEO In Eamil
Excellence In Family Happiness . y
. Hapines
Happiness
4 | Penyusunan Rencana Aksi Tersusunya rencana aksi Tersusunva rencana aksi 6
TPPO DKI Jakarta Bidang Gugus Tugas TPPO . y
Bidang Gugus Tugas
bedasarkan Perpres Nomor 22 TPPO
Tahun 2021
5 | Penyusunan Materi KIE dan Tersampaikannya materi dan
Survey Sosialisasi konten sosialisasi serta materi
Pencegahan dan survey keberhasilan sosialisasi
Penanganan Kekerasan pencegahan dan penanganan . .
Tersedianya materi dan
terhadap Perempuan dan kekerasan terhadap L
narasumber sosialisasi
Anak perempuan dan anak kepada

Perangkat daerah
penanggungjawab Renaksi

KSD 13
6 | Fasilitasi Data, Informasi dan | Tersedianya data, informasi
Terlaporkannya data dan
Laporan Pos Sahabat dan laporan pelayanan . .
informasi pelayanan Pos
Perempuan dan Anak (Pos pencegahan kekerasan
. N Sahabat Perempuan dan
SAPA) di Perguruan Tinggi, terhadap perempuan dan anak .
Anak (Pos SAPA) di
BUMD dan Jalur Masyarakat | pada Pos Sahabat Perempuan Perquruan Tinaci. BUMD
(RPTRA) dan Anak (Pos SAPA) di 9 99t

Perguruan Tinggi dan jalur dan jalur masyarakat

masyarakat (RPTRA) (RPTRA)
7 | Pemilihan Duta Mahasiswa Terpilihnya Duta Mahasiswa .
. ! Tersedianya Duta
Anti Kekerasan Anti Kekerasan Terhadap . .
Mahasiswa Anti Kekerasan
Perempuan dan Anak
8 | Penanganan Korban 1. Tindak lanjut aduan
Kekerasan Perempuan dan masyarakat terhadap
Anak pencegahan kekerasan 100% kasus aduan yang
terhadap perempuan dan ditindak lanjuti oleh Unit
anak Pelaksana Teknis dan
2. Tindak lanjut penanganan Mitra Pendampingan Kasus

korban KtPA pada PPT di

RSUD dan Puskesmas

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI
Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tingkat nasional, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta BPS RI yang
merupakan kementerian serta lembaga pengampu belum merilis
hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)
dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
(SNPHAR) Tahun 2022.
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4) Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses
perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas
hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM  menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang
dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge),
dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang
dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH),
yaitu rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh bayi yang
baru lahir. Pengetahuan diukur melalui komponen Rata-rata Lama
Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke
atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah
(HLS) didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang
diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu. Standar
hidup yang layak diukur oleh Pengeluaran per Kapita Penduduk
yang disesuaikan (PPP).

Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta
selama satu dekade terakhir terus mengalami kemajuan. Selama
periode 2012-2022, IPM DKI Jakarta telah meningkat 4,12 poin atau
tumbuh 5,31 persen, yaitu dari 77,53 pada tahun 2012 menjadi
81,65 pada tahun 2022. Secara rata-rata satu dekade terakhir IPM
tumbuh sebesar 0,52 persen per tahun. Kekhawatiran akan IPM DKI
Jakarta yang tumbuh melambat sejak tahun 2017, kembali
memberikan optimisme dengan terus menguatnya pertumbuhan IPM

pada tahun 2021 dan 2022 ini, adapun data capaian IPM Provinsi

DKI Jakarta dikutip berdasarkan dengan Berita Resmi Statistik BPS
Provinsi DKI Jakarta No. 72/12/31/Th.XXIV, 1 Desember 2022.
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Tabel 11-19
Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022

Indikator Target Realisasi  Capaian

Indeks Pembangungan Manusia | 81,6 81,65 100,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

IPM DKI Jakarta sebesar 81,65 di atas IPM nasional yaitu
sebesar 72,91 pada tahun 2022. IPM DKI Jakarta berada pada level
IPM “Sangat Tinggi”, dengan capaian di atas 80,00. Beragam
program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi telah banyak digulirkan oleh berbagai pihak baik
pemerintah, swasta maupun masyarakat secara berkesinambungan
telah memperkuat pencapaian IPM Jakarta. Hal ini juga didukung
penanganan pandemi COVID-19 vyang dilakukan baik oleh
pemerintah pusat maupun provinsi berjalan dengan baik, dan proses

pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan semakin menguat.

Grafik 11-11
Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022
81,65

0,67
80,76

2018 2019 2020 2021 2022 Peringkat 1 Nasional
Ist National Ranking

B 'PM/HD! —@— Laju IPM (Persen) / G DI (Percent)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provm3| DKI Jakarta diolah Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi.
Terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian
pembangunan manusia di tingkat provinsi. Peringkat Kalimantan
Tengah bertukar dengan Kalimantan Utara. Peringkat Kalimantan
Tengah turun dari urutan ke-21 menjadi urutan ke-22, sementara
Kalimantan Utara meningkat dari urutan ke-22 menjadi urutan ke-21.

Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Papua (61,39),

sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,65).
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Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di
Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang”
menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan
70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut,
jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi”
(70 = IPM < 80) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang’
(60 < IPM < 70) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status
‘rendah” (IPM < 60). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi
dengan status pembangunan manusia ‘“rendah” setelah status
pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi
“sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi
provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang
“sangat tinggi” (IPM = 80).

Peningkatan capaian IPM satu dekade terakhir tidak
terlepas dari peningkatan komponennya. Seiring dengan
meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM
juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Indeks pembangunan manusia dapat diukur melalui
beberapa komponen dimensi, yaitu :

a) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir yang

merepresentasikan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat
terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012
hingga 2022, Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk DKI
Jakarta meningkat sebesar 1,29 tahun dari 72,03 tahun menjadi
73,32 tahun, atau tumbuh sebesar 1,79 persen. Secara rata-rata
UHH tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun Hal ini
menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Jakarta secara
umum semakin membaik.

b) Dimensi Pengetahuan

1. Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dibentuk oleh dua komponen yakni Harapan Lama
Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua
komponen ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selama periode 2012 hingga 2022, HLS DKI Jakarta
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meningkat sebesar 1,12 tahun dari 11,96 tahun menjadi
13,08 tahun. Sementara itu, RLS meningkat 0,88 tahun dari
10,43 tahun menjadi 11,31 tahun. Selama periode tersebut,
HLS dan RLS secara rata-rata tumbuh masing-masing
sebesar 0,90 persen dan 0,81 persen per tahun.

2. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa harapan
semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada
jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, HLS mencapai
13,08 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di DKI Jakarta
memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan formal
selama 13,08 tahun atau menamatkan pendidikan hingga
Diploma Satu dan mulai masuk ke jenjang Diploma Dua.

3. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Hingga tahun
2022, RLS mencapai 13,08 tahun yang berarti rata-rata
penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah
menyelesaikan pendidikan selama 11,31 tahun atau masuk
kelas XII (SMA kelas tiga).

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia
adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh PPP. Selama
periode 2012 hingga 2022, PPP meningkat 2,31 juta rupiah dari
16,61 juta rupiah menjadi 18,93 juta rupiah, atau tumbuh
sebesar 13,93 persen. Selama periode tersebut PPP secara
rata-rata tumbuh sebesar 1,31 persen per tahun.

Pada tahun 2020, PPP masyarakat ibukota sempat
terkontraksi 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Pandemi
COVID-19 berdampak terhadap perekonomian bahkan kegiatan
sosial, telah pengeluaran konsumsi masyarakat menurun.

Namun demikian, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi,

pengeluaran konsumsi masyarakat kembali naik sejak tahun
2021 dan terus menguat di tahun 2022. Pada tahun 2022, PPP

mampu tumbuh 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
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Tabel 11-20

Capaian Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta
Menurut Komponen 2011-2021

Komponen Satuan
Components Units

(1) 2y 5.3 (5)

2012 2013

Umur Harapan

Hidup saat Lahir
{UHH)
Life Expectancy at

Tahun

Years T

72,19

Birth (e,)

Harapan Lama

Sekolah (HLS)
Expected Years of

Tahun

Years e lele

12,24

Schooling (EYS)
Rata-rata Lama

Sekolah {(RLS)
Mean Years of

Tahun

Years S

10,47

Schooling (MYS)

Pengeluaran
per Kapita yvang
disesuaikan

(PPP) Rp
Per Capita

16.613 16.828

Expenditure with
Purchasing Power
Parity (PPP)

Sumber :

1PhA
HDI

Pertumbuhan
1PrM
Growth of HDI

F7.53 78,08

0,71 0,71

F227

12.38

10,54

16.898

78,39

0,40

2015 2016

L] (8) [=4]
72,43 72,49
12,59 12,73
10,70 10.88
17.075 17.468
78,99 F2.,60
0,77 0.77

Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2017

72,55

12,86

11,02

A7. 707

80,06

0,58

2018 2019 2020
10y (A1) 12y
T2,67 F2,79 72,921
12,25 12,97 12,28
11,05 11,06 11,13
18.128 18.527 18.227
8047 80,76 B8B0O77
0,51 0,36 0,01

2021 2022

(13) 13y

73,01 73,32

13,07 13,08

11.17 11,31

18.520 18,227

81,11 81,65

0,42 0.67

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Capaian indeks Pembangungan Manusia Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui

beberapa Perangkat

mendukung nilai

Daerah mempunyai

beberapa program tersebut yaitu terdiri dari :

Tabel 11-21

program guna

indeks pembangunan manusia, adapun

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
o oroomw rou sk caramn-

Indeks Pembangunan Manusia

Dinas Pendidikan

lembaga adat dan masyarakat
hukum adat

1 | Program pengelolaan 7.918.861.404.138 |  7.603.282.897.674 |  3,98%
pendidikan
2 | Program pendidik dan tenaga
kependidikan 361.013.722.780 361.011.070.000 99,99%
Dinas Kesehatan
Program kesejahteraan rakyat 816.457.075.748 810.766.633.600 99,30%
3 | Program Pemenuhan upaya
kesehatan perorangan dan 3.193.551.279.785 3.023.678.093.860 94,68%
upaya kesehatan masyarakat
4 | Program pemberdayaan 1.629.576.849 1.485.997.781 | 91,19%
masyarakat bidang kesehatan
5 | Program kapasitas sumber daya | 4 36 455 419850 | 1.557.435.786.135 | 95.17%
manusia kesehatan
6 | Program sediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan dan 337.958.540 312.117.200 92,35%
minuman
Dinas PPAPP
7 | Program pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan, 466.129.550.962 459.859.829.439 | 98,65
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NO ‘ PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN ‘
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

8 | Program Pengembangan daya 217.704.838.298 199.971.765.025 | 9185
saing keolahragaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

9 | Program pembinaan
perpustakaan 46.353.089.710 43.495.117.912 93,83
TOTAL 14.658.463.916.660 | 14.061.299.308.626 95,93%

Sumber : LKIP Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta, Perpustakaan dan Kearsiapan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan
indeks pembangunan manusia berdasarkan dengan data diatas
memiliki jumlah anggaran yang dibagi-bagi kedalam beberapa
jumlah Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5) Terwujudnya Keluarga Sejahtera
Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang
dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya
(15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua
ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat
kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata
jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang

hidup hingga akhir masa reproduksinya. TFR dihitung berdasarkan

rumus:
7
TFR=—> %5 ASFRi
SR Z ;
i=1
Keterangan :
ASFR : BIi/Pi X 1000
Bi : jumlah Kelahiran dari wanita kelompok usia |
i : kelompok usia (15-19), (20-24), (25-29), (30-34), (34-39),
(40-44), (45-49) Tahun
Pi : jumlah wanita kelompok usia i
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Tabel 11-22
Total Fertility Rate di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Capaian

Total Fertility Rate 2.11 2.22 103.15

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian indikator TFR ini bersumber dari hasil Pendataan
Keluarga Satu Pintu tahun 2021-2022 melalui Carik Jakarta.
Capaian TFR di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebesar
2,22 dari target 2,11, yang artinya adalah seorang wanita usia 15-49
Tahun di DKI Jakarta rata-rata melahirkan 2 sampai 3 anak selama
masa reproduksinya. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan
dengan TFR Nasional Tahun 2021 yang dirilis melalui data
Pendataan Keluarga 2021 yang capaiannya 2,24. Walaupun
demikian, capain TFR Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 belum
dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Total Fertility Rate (TFR) memiliki peran penting dalam
pembangunan negara, khususnya dalam mendukung terciptanya
periode bonus demografi yang lebih panjang sehingga jendela
kesempatan (window of opportunity) dapat terbuka. Bonus
demografi merupakan kondisi dimana proporsi penduduk usia non
produktif (penduduk berusia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun)
lebih rendah daripada proporsi penduduk usia produktif (penduduk
berusia 15-64 tahun). Periode bonus demografi dapat memiliki
periode yang lebih panjang apabila TFR dapat ditekan sehingga
dalam jangka panjang proporsi penduduk usia non produktif yang
menjadi ‘beban’ dapat menurun atau terjaga agar tidak lebih tinggi
daripada proporsi penduduk produktif. Penurunan Total Fertility Rate
(TFR) di masa depan akan meningkatkan jumlah penduduk usia
produktif dikarenakan menurunnya proporsi usia penduduk belum
produktif (0-14 tahun), sehingga berdampak pada penurunan angka
beban ketergantungan (dependency ratio). Peningkatan penduduk

usia produktif tersebut merupakan modal pembangunan yang

sangat besar, namun dengan catatan bonus demografi dapat
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dimanfaatkan oleh masyarakat, apabila disertai dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan tersedianya kesempatan kerja.
(BKKBN, 2021).

Sumber data capaian TFR tahun 2022 didasarkan pada
hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2021-2022 melalui
Carik Jakarta. Dari hasil perhitungan menunjukkan apabila
dibandingkan target TFR tahun 2022 sebesar 2,29 , maka capaian
indikator TFR Provinsi DKI Jakarta adalah 2,22 atau sebesar
103,05 persen dengan kategori sangat baik. Angka TFR tahun 2022
bergerak lebih baik dari TFR 2021 sebesar 2,45 yang bersumber
dari dokumen Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
(SKAP KKBPK) tahun 2019.

Berikut terkait dengan capaian berdasarkan dengan
Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

Tabel 11-23
Total Fertility Rate di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Uraian Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Eerttility Realisasi | 220 | 245 | 245 | 245 | 222
ate

Sumber: LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk sebagai perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana berupaya untuk selalu memberikan informasi
dan pengetahuan tentang kependudukan, serta memfasilitasi
masyarakat dalam pelayanan KB serta pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga. Total pendanaan untuk mendukung
pencapaian indikator TFR sesuai anggaran pergeseran adalah
sebesar Rp 44.890.532.814,- Anggaran tersebut digunakan untuk

alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:
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Tabel 11-24
Program Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kinerja
: . . Capaian Kretiria
Program / Indikator satuan Target Realisasi (%) Penilaian

Program Pengendalian Penduduk
Presentase keluarga yang terdata % 90 104,90 116,56 ST?QSS‘:
Presentase_ pglaporan hasil p_elayanan % 100 100 100 Sgngqt
kontrasepsi di lapangan /fasilitas kesehatan Tinggi
Program Pembinaan Keluarga Berencana
Presentase masyarakat yang mengetahui isu % 56 70,70 126,25 Sqnggt
kependudukan Tinggi
Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15- Per Sangat
19 tahun) 1000 | %20 | 1930 10350 | ginggi
Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang % 100 100 100 Sqngat
mendapatkan pelayanan KB Tinggi
Unmetneed (PQS yang ingin ber-KB tetapi % 0,78 9,69 100,92 Sqngat
belum terlayani) Tinggi
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Presentase cakupan sasaran pasangan usia o Sangat
subur menjadi peserta KB (CPR) & 59,10 59,16 100,10 Tinggi

Program Pengendalian Penduduk

Presentase keluarga yang terdata | 13,933,375,787 | 13,774,094,871 | 13,122,547,770 | 95,27
Presentase pelaporan hasil
pelayanan kontrasepsi di 732,119,858 732,119,858 603,724,285 82,46
lapangan /fasilitas kesehatan

Program Pembinaan Keluarga Berencana
Presentase masyarakat yang 101,588,000 | 98,788,000 87,284,000 | 88,35
mengetahui isu kependudukan
Age Specific Fertility Rate
(kelompok umur 15-19 tahun)
Presentase Pasangan Usia Subur
(PUS) yang mendapatkan 1,684,631,684 | 1,684,631,684 | 1,292,575,359 76,73
pelayanan KB

Unmetneed (PUS yang ingin ber-
KB tetapi belum terlayani)
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Presentase cakupan sasaran
pasangan usia subur menjadi 21,157,840,000 | 21,141,040,000 | 2,083,051,000 9,85
peserta KB (CPR)
Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI
Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

57,600,000 57,600,000 55,800,000 96,88

7,402,258,401 | 7,402,258,401 | 7,285,927,926 98,43

Secara keseluruhan, capaian positif seluruh indikator
program ini bertujuan untuk menurunkan angka TFR di DKI Jakarta.

Namun dari segi penganggaran, terlihat bahwa realisasi anggaran

cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi terhadap
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penggunaan anggaran. Realisasi rendah terjadi kegiatan yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan
Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dimana terdapat
beberapa komponen kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.

Realisasi anggaran terendah terdapat pada Program
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
yaitu sebesar 9,85 persen. Hal ini dikarenakan Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta tidak merealisasikan anggaran Operasional
Pendampingan yang bersumber dari DAK Non Fisik BOKB sejumlah
Rp 19.007.640.000,-

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya
pencapaian indikator TFR juga didukung oleh beberapa Rencana
Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022, yakni sebagai
berikut:

Tabel 11-25
Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan

KSD 43 -Pengembangan Smart City

1 | Pengayaan Jakarta Tersedianya pemutakhiran Pemutakhiran 100 persen
Digital ID melalui database Carik Jakarta database Carik Jakarta
Integrasi Data Carik berbasis NIK dalam rangka berbasis NIK sebagai
Jakarta pengayaan Jakarta Digital ID tambahan informasi

profiling data warga ke
dalam Master Data

Management
2 | Pengayaan Jakarta Tersedianya database Carik Terwujudnya integrasi
Digital ID melalui Jakarta berbasis NIK dalam API sistem Carik Jakarta
Integrasi API Carik rangka Pengayaan Jakarta berbasis NIK ke dalam
Jakarta Digital ID terkoneksisecara API | Master Data Management

sistem

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022

berikut faktor pendukung yang dimiliki oleh Dinas

Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Provinsi DKI Jakarta diantaranya :
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1. Keberadaan Kader Dasawisma, Kader Keluarga Berencana
(KB) dan Kader Poktan yang menjadi salah satu ujung tombak
dalam melakukan dan KIE pendampingan keluarga di DKI
Jakarta mulai dari level RT

2. Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta
dengan berbagai Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
yang dapat memberikan pelayanan KB baik secara tindakan
maupun pendampingan

3. Kerjasama Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dengan
Perguruan Tinggi dalam memberikan edukasi kepada para
remaja dalam hal ini mahasiswa tentang pentingnya menjadi
Generasi Berencana

4. Dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan
oleh BKKBN kepada Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP
Provinsi DKI Jakarta.

5. Dukungan anggaran APBD terhadap pelaksanaan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga

6. Media sosial dan digital yang dimiliki oleh Dinas PPAPP Provinsi
DKI Jakarta sebagai sarana penyebaran informasi mengenai
Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga

berikut faktor penghambat yang dimiliki oleh Dinas

Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Provinsi DKI Jakarta diantaranya :

1. Jumlah SDM Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Provinsi
DKI Jakarta yang ada di lapangan sudah jauh berkurang.
Jumlah PKB yang mengalami purna tugas tidak diimbangi
dengan jumlah penerimaan PKB baru. Kondisi ini
mengakibatkan keberadaan PKB di lapangan yang sejatinya
menjadi salah satu ujung tombak dalam mengedukasi dan
melakukan pembinaan kesertaan KB terhadap keluarga di
Jakarta tidak lagi seimbang dengan jumlah SDM vyang
diperlukan.

™

A
A
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2. Kondisi Pandemi pada tahun 2021 berdampak pada
pelaksanaan layanan KB dan kegiatan-kegiatan pembinaan
kesertaan KB di lini lapangan, sehingga di tahun 2022 dampak
dari kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Dinas PPAPP
Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan layanan KB yang
sempat dibatasi pada tahun 2021.

3. Keterbatasan kontrasepsi jenis implant, suntik dan pil akibat
kurangnya pasokan dari BKKBN.

6) Sasaran Berkurangnya tingkat pengangguran
Pada tahun 2022, Tingkat pengangguran terbuka
ditargetkan pada 8,2%. Berdasarkan publikasi Berita Resmi Statistik
olen Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta sebesar

7,18% pada Agustus 2022.

Tabel 11-26
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Capaian

Tingkat Pengangguran Terbuka 8.2 7.18 112.44

Sumber: LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Grafik 11-12
Tingket Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2019-2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta

Agustus 2019- Agustus 2022
10.95
\ TPT Aqustus
£%0 2022 turun 1,31
‘\' persen poin
114 cibanding
e Agustus 2021
Agustys 2009 Agustus 2020 Agustus 2021 Apustus 2022

T | SADAN PUSAT STATISTIK
{f ¥ O @vpsckijararta | jakarta.bps.go.id #% ' PROVINSI DKI JAKARTA

Sumber: LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurun merupakan
salah satu cerminan bahwa perekonomian di Provinsi DKI Jakarta
menunjukkan peningkatan serta pembangunan ketenagakerjaan
semakin baik. Pada Agustus Tahun 2022, Secara keseluruhan,
jumlah pekerja bertambah 138 ribu orang sedangkan pengangguran
berkurang 63 ribu orang. Hal ini menyebabkan turunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,31 persen dari 8,50 persen
menjadi 7,18 persen pada Agustus 2022.. Meski TPT Jakarta masih
di atas TPT nasional yang sebesar 5,89 persen, namun penurunan
TPT Jakarta menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi di

Indonesia.

Grafik 11-13
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2021- 2022

873 .o
‘ 12
730 48
' .E 55

Apgustus 2021 Agustus 2022

e | aki-Laki D Perempuan sssTotal

Sumber: LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemulihan ekonomi telah mendorong peningkatan
partisipasi kerja masyarakat di DKI Jakarta. Hal ini terefleksikan baik
pada penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan grafik di atas,
penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan.
Penurunan TPT perempuan lebih besar daripada laki-laki. Data
menunjukkan penurunan TPT perempuan sebesar 1,47 persen

sedangkan laki-laki sebesar 1.23 persen.

Terkait dengan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya
yang ada pada dokumen RPJMD 2017-2022 yaitu :
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Tabel 11-27
Capaian Tingket Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta

Tahun
2018 \ 2019 2020 2021 2022
5.2 5.1 5 10.69 8.2
Tingkat Target
Pengangguran Rea"sasi 5.34 513 493 8.5 7.18
Terbuka Capaian | 97.37% | 99.41% | 101.41 | 125.76 | 114.20

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari dua
tahun nyatanya telah memberi dampak negatif pada kondisi
ketenagakerjaan di Jakarta. Namun, dampak yang terjadi semakin
minim. Pemulihan tersebut ditandai dengan:

1. penurunan jumlah pengangguran karena COVID-19 sebanyak
90 ribu menjadi 8.787 orang,

2. penurunan jumlah bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19
sebanyak 24 ribu menjadi 19 ribu orang,

3. penurunan pekerja yang sementara tidak bekerja karena alasan
COVID-19 sebanyak 43 ribu menjadi 5.704 orang; dan

4. penurunan pekerja yang mengalami pengurangan jam Kkerja
karena alasan COVID-19 sebanyak 850 ribu menjadi 430 ribu

orang.

Tabel 11-28
Jumlah pengganggur, TPAK, dan Jumlah Pekerja Formal Provinsi DKI Jakarta
per Agustus Tahun 2021-2022
Presentase

Agustus Agustus Kenaikan/

Indikator 2021 2022 Keterangan

Penurunan

) () (%)

Tingkat Partisipasi
1 Angkatan Kerja 65,63 63,63 0,45
(TPAK)
Tingkat Kesempatan Semakin Tinggi
2 Kerja (TKK) 91,50 92,82 1,32 Semakin Baik
Tingkat Pangguran i Semakin Rendah
3 Terbuka (TPT) 8,50 7,18 1,32 Semakin Baik

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Salah satu capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang
dapat diperbandingkan dengan realisisasi kinerja dengan kinerja
level nasional/internasional lainnya adalah Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT). Adapun komparasi capaian TPT antara Provinsi DKI
Jakarta, dengan TPT tingkat nasional, dan beberapa negara

internasional dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 11-29
Komparasi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka
antara Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional

o o Perubahan |
No Provinsi Satuan Agustus Agustus AgustgzZOZl ‘ Keterangan

2021 2022 '

Agustus 2022 |
1 | DKI Jakarta Persen 8,50 7,18 -1,32
o | Nasional Persen | 649 | 586 10,63 Rata-Rata
Indonesia Nasional

3 | USA Persen 5,2 3,7 -1,50 Negara G7
4 | ltalia Persen 9,10 8 -1,10 Negara G7
5 | Perancis Persen 7,80 7,20 -0,60 Negara G7

Sumber : Jakarta & Indonesia (BPS); USA, ltalia, Perancis (Ycharts Unemployment Rate)

Berdasarkan data diatas untuk penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta mengalami penurunan
yang cukup tajam dari 8,5 persen mencapai 7,18 persen (Penurunan
1,32 persen). Apabila tingkat penurunan TPT ini dibandingkan
dengan tingkat penurunan TPT level nasional/Indonesia, terlihat
bahwa penurunan TPT jauh lebih besar di DKI Jakarta. Diharapkan
penurunan TPT di Provinsi DKI Jakarta dapat terjaga dengan baik
melalui peningkatan kegiatan perekonomian di masyarakat serta
dukungan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

dalam mengurangi dan mencegah jumlah pengangguran di Provinsi
DKl Jakarta.
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Tabel 11-30
Tingkat Penganggunran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2020-Agustus 2022

Provinsi Ag‘[‘;;‘r':;?zo ‘“‘g::‘;;‘r‘:ef]?zl Ag‘[‘:;‘r‘zei?zz Agt :-:2'3132;?202 1 Agt ;cfzr;?i'n.’;?zozz
{persen poin) (persen poin)
{1} (2) (=) {4) (5 &)
Aoeh 6.59 &.30 617 -0, 29 -D,13
Sumatera Utara 6,91 6.33 616 -0, 58 =017
Sumatera Barat 6,88 5.52 & 28 0,36 -0 24
Riau 6,32 4.42 437 -1,90 -0,05
Jambi 513 5.09 4.59 -0.04 -0.50
Sumatera Selatan 5.51 4.98 463 -0,53 -0.35
Benghkulu 2407 3.465 3.5 -0,.42 -0,
Lampung A&7 469 452 0,02 047
Kepulauan Bangka Belitung 5,25 5.03 477 -0,22 -0.26
Kepulauan Riau 10.34 Fo1 B.23 -0.43 -1,68
DK lakarta 10.95 B.50 7.18 -2.45 -1.32
Jawa Barat 1046 B2 B8.31 -0.64 -1.51
Jawa Tengah &.48 595 5.57 -0,53 -0, 38
DLl Yogyakarta 457 4.56 406 -0,01 -0,50
Jawa Timur 5.84 574 549 -0, 10 -0,25
Banten 10,64 8.28 a.o0% ~1,66 -0,8%
Bali 563 537 480 -0,26 -057F
Musa Tenggara Barat 4,22 3.01 2.8% -1,21 -0,12
Musa Tenggara Timur 4.28 be B g 3.59 -3,.51 -0, 23
Kalimantan Barat 5.81 582 5,13 0,01 -0.71
Kalimantan Tengah 4.58 4.53 426 -0,05 -027
Kalimantan Selatan 474 4.95 474 021 -0.21
Kalimantan Timur &.87 &.83 571 -0,04 -142
Kalimantan Utara 497 4.58 433 -0.39 -0,25
Sulawesi Utara FAT 708 G611 -0,31 -0.45
Sulawesi Tengah ST b [ 3.00 0,02 -0.75
Sulawesi Selatan 6,31 572 4.51 -0, 59 -1.2%
Sulawesl Tenggara 4.58 3.92 336 0,566 -0,56
Gorontalo 428 3.01 2,58 -L27 -0.43
Sulawesi Barat 3,32 te B e | 2.34 -0, 19 -0, 7%
Plalubou F.57 6.93 6,88 -0,64 -0,05
Palubku Utara 55 471 398 -0,44 -0, 73
Pagua Barat .80 5.84 537 0,96 -047
Papua 428 3.33 283 -0.25 -0.50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selain melakukan analisa perbandingan dengan tingkat
nasional, dapat dilakukan perbandingan penurunan tingkat TPT
dengan beberapa negara internasional seperti negara Amerika
Serikat (USA), ltalia, dan Perancis yang dijabarkan pada tabel
diatas. Data capaian TPT pada negara-negara tersebut telah
diselaraskan sesuai dengan survei pengambilan data TPT di
Indonesia, yakni bulan Agustus. Komparasi data menunjukkan
bahwa capaian penurunan TPT di DKI Jakarta relatif setara dengan
peforma penurunan TPT di beberapa negara tersebut (rentang
penurunan 0,60 — 1,50 persen). Capaian tersebut merupakan
refleksi bahwa upaya bersama Masyarakat DKI Jakarta dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendorong pembangunan
yang cukup berhasil sehingga laju penurunan TPT tersebut dapat
setara dengan tingkat negara-negara maju (G7).

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian

kinerja tersebut, diantaranya :
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Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

ok 0N PE

Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Tabel 11-31
Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Enegri
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
NO PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN
1 Sasaran : Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan
dapat terserap dalam pasar kerja

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Program Perencanaan 96.900.000 96.900.000 |  100%
Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja
dan Produktifitas Tenaga 118.756.486.631 | 114.522.458.152 | 96,43%
Kerja
Program Penempatan
Tenaga kerja
Program Hubungan
Industrial

Program pengawasan 1.522.816.386 1.489.541.090 | 97.81%
ketenagakerjaan

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

35.138.795.343 33.687.259.463 | 95,87%

2.167.929.760 2.139.526.500 | 98,69%

Indikator  ini  merupakan indikator makro  yang
menggambarkan keadaan satu provinsi secara keseluruhan yang
hasilnya dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Efisiensi
sebesar 1,36 persen terjadi karena sisa lelang, untuk efisiensi yang
tidak terlalu besar ini, terjadi karena perencanaan dan
penganggaran sudah dilakukan dengan baik dan terarah, sehingga
penyerapan anggaran menjadi lebih maksimal.

Sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka,
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan mendorong
optimalisasi berbagai pelaksanaan berbagai kegiatan dengan
pemanfataaan teknologi sebagai alat penunjang pelayanan kepada
masyarakat.

Dalam rangka memperluas cakupan pelayanan kepada
masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan

mendorong pemanfaatan berbagai skema kolaborasi bersama mitra
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sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan semakin
meningkat.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi juga akan
memprioritaskan Eksplorasi pengembangan Pusat Pelatihan Kerja
untuk menjamin output dari pelatihan kerja dapat sesuai dengan
kebutuhan industri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperkuat
sinergitas antar pegawai-pegawai fungsional sehingga pelaksanaan
setiap kegiatan dapat memberikan efek multiplier dalam pencapai
output berbagai fungsional terkait. Seperti efektivitas kegiatan
sosialisasi dengan melibatkan berbagai jenis fungsional pada
pelaksanaan kegiatan.

7) Meningkatnya Kewirausahaan Baru yang Berbasis Pengalaman
dan Nilai Tambah

Capaian pada sasaran “Meningkatnya kewirausahaan baru
yang berbasis pengalaman dan nilai tambah” dengan indkator

“Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan” dengan target 46.552

wirausaha, adapun analisis terkait dengan realisasi capaian yaitu :

Tabel 11-32
Capaian Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022
Sasaran Indikator Satuan  Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Jumlah

kewirausahaan baruyang | peningkatan | \viaisana | 46,552 | 52,823 | 113.47%

berbasis pengalaman dan pelaku

nilai tambah kewirausahaan

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijabarkan capaian realisasi
masing-masing IKU sebagai berikut :

Capaian Indikator  Kinerja  Jumlah Pertumbuhan
Kewirausahaan

Definisi operasional dari indikator jumlah pertumbuhan
kewirausahaan adalah jumlah pertumbuhan wirausaha baru
dan/atau wirausaha naik kelas binaan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, UKM. Menurut Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, definisi Wirausaha Baru
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adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti
kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya
peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Sehingga
berdasarkan definisi terebut, data realisasi jumlah pertumbuhan
kewirausahaan yaitu berdasarkan data Pendaftaran, karena setiap
peserta Jakprenur yang telah terdaftar di dalam sistem akan
didampingi atau diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan
kewirausahaan terpadu untuk peningkatan omzet, aset dan/atau
jumlah tenaga kerja. Setiap peserta yang terdaftar dapat mengikuti
tahapan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tanpa
harus berurutan.

Pada tahun 2022, jumlah pertumbuhan kewirausahaan
mencapai target yaitu sebanyak 34.920 wirausaha dari target
33.357, yang terdiri dari 6.984 IKM dan 27.936 UKM. Jumlah
Pertumbuhan Kewirausahaan Tahun 2022 ini tidak sebanyak Tahun
2021 yang berjumlah 70.665, hal ini dikarenakan kebijakan Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(DPPKUKM) pada tahun 2022 lebih berfokus dalam peningkatan
kualitas dibandingkan kuantitas. Realisasi atas indikator tersebut di
5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2021 dan

2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11-33
Realisasi atas Indikator Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan
Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur
Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada
Sistem Jakpreneur Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan
Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur

2021 2022
Total per Total per
i Wilaygh It Wilaygh
1 | Jakarta Pusat 2176 | 11.908 14.084 | 1294 5.177 6.471
2 | Jakarta Utara 3167 6.654 9.821 925 3.701 4.626
3 | Jakarta Barat 6852 6.417 13.269 | 1330 5.318 6.648
4 | Jakarta Selatan 5.808 | 10.882 16.690 | 1.757 7.026 8.783
5 | Jakarta Timur 5.734 | 10.945 16.679 | 1.666 6.665 8.331
6 | Kepulauan Seribu 25 97 122 12 49 61
JUMLAH 23.762 | 46.903 70.665 | 6.984 | 27.936 34.920

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022
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Indikator jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan tidak
hanya diampu oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, namun juga
diampu oleh 3 (tiga) dinas yaitu: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sehubungan dengan capaian diatas, berikut rincian

dimasing-masing dinas daerah yaitu :

Tabel 11-34
Rincian Realisasi atas Indikator Jumlah Wirausaha Baru
berdasarkan Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian

1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, |33,357 | 34,920 | 104,69
Usaha Kecil dan Menengah

2 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | 3,399 6,484 190,76

3 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan 6,179 6,213 100,55
Pertanian
4 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 2,457 -
5 | Dinas Sosial 1,157 1,134 98,01
Total 46,552 | 52,823 113,47

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Seluruh dinas terkait berkoordinasi dan mensosialisasikan
program jakpreneur kepada masyarakat baik offline/online.

2. Memasukkan target pendaftaran Jakpreneur dalam setiap
klausul perjanjian kerjasama dengan kolaborator

3. Mensosialisasikan  program  Jakpreneur dalam  setiap
kegiatan/event yang diselenggarakan.

4. Membuat JOSS (Jakpreneur One Stop Service) di beberapa
pusat perbelanjaan seperti ITC Mangga Dua, Metro Mall
Kebayoran, ITC Cempaka Mas, PGC Cililitan dan Grand
Indonesia.

Data capaian realisasi Jumlah peningkatan pelaku

kewirausahaan pada dokumen RPJMD tahun 2017-2022 yaitu:
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Tabel 11-35
Realisasi Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan
menurut dokumen RPJMD Tahun 2017-2022

2018 2019 2020 2021 2022
Target 19,304 | 46,554 | 46,554 | 46,554 | 46,552

Jumlah peningkatan
pelaku kewirausahaan

Realisasi | 24,460 | 65,094 | 109,994 | 93,128 | 52,823
Capaian | 126,71 |139,82 | 236,27 | 200,04 | 113,47
Sumber : LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut program program yang mendukung tercapainya
target “Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan” yaitu:

NO PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah
Indikator : Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan
1 | Perangkat Daerah : DPPKUKM
Program pemberdayaan usaha
menengah, usaha kecil dan usaha 39.121.658.397 | 35.836.599.948 91,60%
mikro
2 | Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program pengembangan ekonomi
kreatif melalui pemanfaatan dan | 3.,831.610.072 30.556.447.156 80,77%
perlindungan HKI
Sumber : LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat dijabarkan bahwa guna
mencapai capaian tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mempunyai 2 (dua) Program dengan total pagu anggaran sebesar
Rp. 76,953,268,469 Dengan realisasi anggaran Rp. 66,393,047,104
Dengan capaian 86.28 persen dan nilai efisiensi sebesar
13.72 persen.

Adapun data perbandingan dengan target nasional,
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, target rasio
Kewirausahaan pada tahun 2024 adalah 4,0 persen dengan
baseline pada tahun 2019 sebesar 3,3 persen kemudian meningkat

menjadi 3,6 persen pada tahun 2020, 3,7 persen pada tahun 2021,

3,8 persen pada tahun 2022, dan 3,9 persen pada tahun 2023.
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Sesuai Peraturan Presiden dimaksud, rasio kewirausahaan
adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi
Angkatan kerja sehingga rasio kewirausahaan di DKI Jakarta pada
tahun 2022 = (populasi wirausaha/populasi angkatan kerja) x 100
persen = (259.016/5.252.396) x 100 persen = 4,93 persen.

Capaian rasio Kewirausahaan tersebut merupakan jumlah
capaian wirausaha dari salah satu Perangkat Daerah Pengampu
Jakpreneur yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah di mana sesuai Peraturan Gubernur Nomor
2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu (PKT), Perangkat Daerah Penyelenggara
PKT terdiri atas:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI
Jakarta.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

6. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Adapun kendala yang dihadapi pada tahun 2022 terkait
dengan capaian jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan yaitu
masih ditetapkannya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat).

8) Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah
dan Mutunya serta Terjangkau Bagi Masyarakat

Capaian sasaran “Tersedianya stok kebutuhan pangan yang
terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat”

memiliki indikator yaitu Indeks Ketahanan Pangan dengan target

capaian “78,89” persen.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Dengan mengikuti ketentuan pedoman tersebut pencapaian
target kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diukur dengan membandingkan
target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan

realisasinya yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11-36
Program Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Target
Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Capaian
Indeks Ketahanan Pangan 78,89 80,23 101,70

Sumber : LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama 1 berupa Indeks Ketahanan Pangan
merupakan level Tujuan SKPD dengan target sebesar 78,89 persen
dan realisasi sebesar 80,23 persen atau capaian sebesar
101,70 persen. Capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori
sangat tinggi. IKU Indeks Ketahanan Pangan merupakan level
tujuan, dalam pencapaian tujuan didukung oleh level sasaran
Neraca Bahan Makanan sehingga seluruh program yang
mendukung IKU Neraca Bahan Makanan akan mendukung sasaran
Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Level sasaran yang mendukung
keberhasilan IKU Indeks Ketahanan Pangan adalah
1. Neraca Bahan Makanan

2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
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Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan
pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi
ketersediaan  pangan, keterjangkauan/akses pangan dan
pemanfaatan pangan. Capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan pada
tahun 2021 sebesar 78,89 termasuk dalam kategori kelompok IKP
6 : >74,40 ; sangat tahan pangan yang berarti bahwa pada tahun
2021 Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan sangat tahan pangan
sesuai klasifikasi IKP sebagai berikut:

IKP 1 :<37,61 ; sangat rentan pangan

IKP 2 :>37,61 - 48,27 ; rentan pangan

IKP 3:>48,27 - 57,11 ; agak rentan pangan
IKP 4 :>57,11 - 65,96 ; agak tahan pangan
IKP 5:>65,96 - 74,40 ; tahan pangan

IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan

S T A

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Pangan adalah
dengan melakukan penghitungan rata-rata pembobotan 9 (sembilan)
indikator pendukung (rasio konsumsi normatif per kapita terhadap
ketersediaan bersih, persentase penduduk yang hidup dibawah
garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi
pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total
pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata
lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga
tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan
terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan
tinggi badan dibawah standar/stunting, angka harapan hidup pada
saat lahir) untuk mendapatkan skor komposit pada level kecamatan
yang meggambarkan kondisi ketahanan pangan di tingkat Provinsi
DKI Jakarta. Sebagai data yang mendukung penghitungan IKP
dapat diperoleh dari beberapa unit lain diantaranya BPS, Badan
Ketahanan Pangan, DPPAPP, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber

Daya Air, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Energi.
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Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada Dinas
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
dapat diperbandingkan dengan realisisasi kinerja dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis Organisasi (Renstra) dari awal tahun diperjanjikan
2018 - 2022. Adapun capaian IKU tahun 2022 dengan
membandingkan capaian tahun sebelumnya seperti pada tabel
berikut :

Tabel 11-37
Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Target Target
Uraian

2022

Indikator : Indeks Ketahanan Pangan
Indeks | | | | 70 | 78809 | | | 7801 | 80.23
Indikator : Ketersediaan Pangan
Persen 100 100 100 100 100 100
Indikator : Skor Pola Pangan Harapan

Skor 82 83 88.3 | 88.2

Sumber:  LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 capaian secara
Nasional dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian pada bulan Maret Tahun 2022 (Triwulan | tahun
berikutnya). Namun pada tahun 2022 Indek Ketahanan Pangan
akan dirilis oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS). Berdasarkan
data Global Food Securuty Index (GFSI) Capaian Indeks Ketahanan
Pangan Indonesia tahun 2021 sebesar 59,21 persen yang berada
pada peringkat 69 dari 113 negara. Capaian Indeks Ketahanan
Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar 78,01 persen
atau peringkat 10 dari seluruh provinsi di Indonesia. Capaian Indeks
Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dibandingkan

dengan provinsi lain di Indonesia seperti tabel berikut :
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Tabel 11-38
Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
Peringkat dan Indek Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2012

Peringkat Provinsi Peringkat Provinsi
1 Bali 83,82 18 Banten 74,38
2 Jawa Tengah 82,73 19 Jambi 74,18
3 DI Yogyakarta 81,43 20 Kalimantan Tengah 73,68
4 Sulawesi Selatan 80,82 21 Kep. Bangka Belitung | 73,22
5 Gorontalo 80,52 22 Kalimantan Utara 73,02
6 Kalimantan Selatan | 80,29 23 Sumatera Utara 72,25
7 Jawa Timur 79,70 24 Aceh 71,63
8 Sumatera Barat 79,55 25 Kalimantan Barat 71,32
9 Sulawesi Utara 78,30 26 Bengkulu 70,32
10 DKI Jakarta 78,01 27 Sumatera Selatan 69,55
11 Lampung 77,96 28 Nusa Tenggara Timur | 67,35
12 Jawa Barat 77,79 29 Riau 66,84
13 Kalimantan Timur 77,46 30 Kepulauan Riau 63,26
14 Sulawesi Tenggara | 76,64 31 Maluku Utara 59,58
15 Sulawesi Tengah 75,73 32 Maluku 58,70
16 Nusa Tenggara Barat | 75,67 33 Papua Barat 46,05
17 sulawesi Barat 75,49 34 Papua 35,48

Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tingkat Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2022 dengan perhitungan dari Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,23
persen Namun perhitungan secara nasional belum dirilis oleh Badan
Pangan Nasional (BAPANAS) dan jadwal rilis pada umumnya pada
semester | tahun berikutnya. Sehingga tahun 2022 nilai IKP Provinsi
DKI Jakarta belum terdapat nilai capaian sehingga belum dapat
dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Sejak Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian telah melakukan inovasi dalam rangka membangun
komunikasi antara pimpinan dan seluruh pegawai. Kegiatan tersebut
dilakukan secara virtual melalui zoom meeting yang dilaksanakan
secara periodik setiap hari Sabtu malam. Pelaksanaan kegiatan
diluar jam kerja sebagai upaya membangun komunikasi informasi.

Kegiatan inovasi tersebut dengan judul BARISTA (Bahas
Cerita Seputar Kita). Setiap UKPD dapat menyampaikan inovasi

serta ide-ide dan kreatifitas seluruh pegawai. Tujua BARISTA
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diantaranya untuk menggali potensi pegawai dari berbagai sektor.
Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan BARISTA sebanyak

43 kali dengan peserta rata-rata 153 participant dalam zoom.

Gambar II-1
Kegiatan BARISTA Tahun 2022
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Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

terkait dengan meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan
yaitu salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai

pihak pada berbagai sektor kegiatan.

Tabel 11-39
Kolaborasi Indeks Ketahanan Pangan

Nama Jumlah
Kegiatan Kolaborator

Jenis Kolaborator Bentuk Kolaborasi

Perguruan Tinggi Instansi Dukungan Sarana dan
Pemerintah Pusat Daerah | Prasarana Narasumber
Lain BUMN Komunitas Tenaga Ahli

Swasta Yayasan
Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah
oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Kolaborasi 62

Adapun program yang mendukung terkait dengan indeks
ketahanan pangan yaitu program yang mendukung saasaran neraca
bahan makanan (NBM) merupakan program yang mendukung
sasaran indeks ketahanan pangan dengan besaran anggaran
Rp. 1.298.605.591.014,- dengan realisasi Rp. 1.269.783.220.762,-
capaian 97.78 persen.
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Tabel 11-40
Program Indeks Ketahanan Pangan
Indikator
Sasaran

Realisasi Capaian

Program yang
mendukung
sasaran neraca
bahan makanan
Indeks (NBM)
1 Ketahanan merupakan 1.298.605.591.014 | 1.269.783.220.762 | 97,78
Pangan program yang
mendukung
sasaran Indeks
Ketahanan
Pangan
Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan
Neraca Bahan Makanan (NBM) telah mencapai target kinerja yang
direncanakan dengan capaian sebesar 101,70 persen dan terdapat
efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.822.370.252,-

Adapun permasalahan yang ada dalam mencapai target
yaitu :

1. Adanya kegagalan dalam proses tender yang disebabkan oleh
tidak terdapat penyedia yang memenuhi persyaratan sebagai
pelaksana pekerjaan.

2. Pihak penyedia yang kurang kompeten sehingga tidak mampu
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam
kontrak.

3. Kurangnnya proses persiapan pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan permasalahan yang ada Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta kedepan perlu :

1. meningkatkan pemahaman dan penerapan serta komitment
dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di
lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta.

2. Perlunya pengembangan kolaborasi seluas-luasnya diantaranya
melalui inventarisasi kolaborator yang merupakan salah satu
upaya alternatif untuk mencapai target kinerja Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan dan Pertanian; dll.

™

A
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9) Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh
masyarakat
Capaian pada sasaran “terlaksananya pengentasan
kemiskinan bagi seluruh masyarakat” dengan indkator “Tingkat
Kemiskinan” dengan target 3.45 persen, adapun analisis terkait

dengan realisasi capaian yaitu :

Tabel 11-41
Capaian pada Sasaran “terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi
seluruh masyarakat”

Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
Terlaksananya
pengentasan T”?g'fat persen | 3.45 4.61 74.83%
kemismikan bagi Kemiskinan

seluruh masyarakat
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Untuk pertama kalinya sejak Pandemi Covid-19, angka
kemiskinan dan ketimpangan Jakarta bergerak turun serentak.
Angka kemiskinan Jakarta pada periode September 2022 sebesar
4,61 persen atau turun 0,08 persen poin dibandingkan Maret 2022.
Jumlah penduduk miskin pada periode ini sebesar 494,03 ribu
orang. Sementara angka ketimpangan yang terus naik sejak
Maret 2020 akhirnya bergerak turun 0,011 persen menjadi
0,412 persen

Berkurangnya jumlah penduduk miskin ini antara lain
dipengaruhi oleh membaiknya beberapa indikator makro ekonomi.
Pada periode ini, ekonomi tumbuh 5,94 persen dan pengangguran
berkurang 63 ribu orang, dan bahkan menambah 138 ribu tenaga
kerja baru.

Di sisi lain, laju inflasi memang tercatat lebih besar
dibandingkan periode sebelumnya (2,06 persen) akibat kebijakan
pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan September. Namun
kucuran berbagai jenis bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi, pada akhirnya berkontribusi dalam
menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini sangat meringankan

beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok

masyarakat miskin.
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Sudah lebih dari dua tahun sejak Pandemi COVID-19 yang
menyebabkan angka kemiskinan terus naik, kini perlahan namun
pasti angka kemiskinan mulai turun. Jumlah penduduk miskin
berkurang  sebanyak 7,11 ribu orang selama  kurun
Maret - September 2022. Penurunan persentase penduduk miskin
Maret - September 2022 (0,08 persen) bahkan lebih tinggi
dibandingkan periode September 2021 - September 2022
(0,06 persen). Capaian ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan
pemerintah menjaga stabilitas harga disamping adanya upaya
menjaga daya beli dari masyarakat dengan berbagai program

bantuan sosial.

Grafik 11-14
Jumlah Penduduk Miskin

MARET SEPT MARET SEPT MARET SEPT MARET SEPT
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

mmmmmm PENDUDUK MISKIN (RATUS RIBU ORANG) === PERSENTASE (PO]

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian Jakarta
lambat laun mulai berkurang sejalan dengan semakin meningkatnya
mobilitas masyarakat. Perekonomian Jakarta terus tumbuh dan
menunjukkan adanya pemulihan. Perekonomian Jakarta pada
triwulan 11l tahun 2022 tumbuh 5,94 persen bila dibandingkan tahun
2021. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai
komponen dengan kontribusi terbesar tumbuh 7,75 persen. Bahkan,
dari sisi lapangan usaha, hampir semua lapangan usaha tumbuh

positif. Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat jelas

mendorong perekonomian di Jakarta terus tumbuh.
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Sejalan dengan teori trickle-down effect yang dikembangkan
oleh Arthur Lewis (1954), pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya
mungkin hanya dinikmati oleh masyarakat kelas atas, diharapkan
dapat menetes kebawah dengan penciptaan lapangan kerja dan
berbagai peluang ekonomi yang pada gilrannya akan
menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasilhasil

pertumbuhan ekonomi yang merata.

Grafik 11-15
Pertumbuhan Ekonomi
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Perlahan namun pasti, dampak COVID-19 terhadap tingkat
kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Berbagai program
bantuan pemerintah yang dikucurkan selama pandemi COVID-19
telah menjaga pendapatan riill masyarakat dan mampu menjaga
kelompok masyarakat yang rentan miskin agar tidak jatuh miskin,
sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Pemerintah Pusat
mencakup Program Sembako/Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT),
Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu
Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia
Jakarta (KLJ). Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI

Jakarta dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dalam

bentuk natura, pemberian insentif untuk Usaha Mikro Kecil
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menengah (UMKM), dan pembebasan biaya sewa rumah susun
sederhana sewa (rusunawa) terbukti efektif meredam penurunan
daya beli masyarakat, sehingga mampu mengurangi risiko
masyarakat menjadi penduduk miskin.

Penduduk miskin Jakarta masih berada dalam perangkap
demografi (demographictrap). Rumah tangga miskin Jakarta tetap
mengalami kesulitan secara ekonomi, karena dengan pendapatan
yang cukup kecil harus menanggung 4-5 anggota rumah tangga
(rata-rata 4,68). Tingkat Pendidikan Kepala Ruta Miskin juga cukup
rendah. Sebanyak 44,97 persen ruta miskin berpendidikan
SMP/sederajat kebawah. Bahkan 3,48 persen diantaranya tidak
pernah sekolah atau tidak mempunyai ijazah SD sama sekali. Hal ini
mengakibatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak
menjadi lebih sulit. Kondisi ini menyebabkan Kepala rumah tangga
miskin cenderung bekerja serabutan di sektor-sektor informal seperti
perdagangan, jasa perorangan dan perikanan (Kabupaten
Kepulauan Seribu).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah
dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu
diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran ratarata
kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk
miskin.

Pada periode Maret-September 2022, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami
penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022
sebesar 0,682 persen atau turun 0,086 persen dibandingkan Maret
2022 yang sebesar 0,768 persen. Demikian juga dengan Indeks
Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami
penurunan dari 0,194 persen menjadi 0,158 persen. Penurunan
kedua indeks ini merupakan sinyalemen baik dari adanya perbaikan

tingkat kesejahteraan pada penduduk miskin. Ini berarti bahwa

program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh
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pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah telah menunjukkan
hasil yang baik. Ini bisa dijadikan pijakan untuk terus melakukan
upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan

kolaboratif bersama seluruh stakeholder terkait.

Tabel 11-42
Profile Kemiskinan DKI Jakarta, Maret 2020-September 2022
Jumlah

Garis Kemiskian Penduduk  Persentase Indeks
(Rp/Kapita/Bln)/Poverty Line Miskin Penduduk Indeks Keparahan
(Rupiah/Capita/Month) (000)/ The ~ Miskin/ Kedalaman Kenﬁiskinan |
Bulan/Month Number of Percentage Kemiskinan/P
Poverty
People of People  overty Gap :
Non "y L : Severity
Makanan/ Jumlah/  Living In Living in index
Makanan/ Index
Food Non-Eood Total Poverty Poverty
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Maret 2020/ 466 156 | 214245 | 680400

March2020 (68.51%) | (31.49%) | (100%) 48,086 453 0,590 0,114
September 2020/ 467 847 | 215491 | 683 339

September 2020 (68.46%) | (31.84%) | (100%) 49,684 469 0,669 0,152
Maret 2021/ 479332 | 218306 | 697638

March2021 (68.71%) | (31.29%) | (100%) 50,192 472 0,642 0,136
September 2021/ 490918 | 224134 | 715052

September 2021 (68,65%) | (31.35%) | (100%) 49,829 467 0,753 0,183
Maret 2022/ 508239 | 230716 | 738955

March2022 (68.78%) | (31.22%) | (100%) 50,204 469 0,768 0,194
September 2022/ 534819 | 238551 | 773370

September 2022 (69,15%) | (30.85%) | (100%) 49,493 461 0,682 0,158

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 11-43
penduduk miskin menurut provinsi, Maret 2022-September 2022

Persentase Penduduk Miskin (%)

Persentase

Provinsi Perkotaan Pedesan Total
Mar'22 Sep'22 Mar'22 Sep'22 Mar'22 ‘ Sep'22
(1) 3) (2) 3) (2) 3)
1. | Aceh 10.31 | 10.35 | 16.87 | 17.06 | 14.64 | 14.75
2. | Sumatera Utara 8.76 8.63 7.98 7.96 8.42 8.33
3. | Sumatera Barat 4.95 4.90 6.86 7.20 5.92 6.04
4. | Riau 6.34 6.49 7.08 7.07 6.78 6.84
5. | Jambi 10.51 | 10.48 6.19 6.32 7.62 7.70
6. | Sumatera Selatan 11.23 | 11.37 | 12.31 | 12.30 11.9 11.95
7. | Bengkulu 14.88 | 1453 | 14.49 | 1424 | 14.62 | 14.34
8. | Lampung 8.31 8.34 13.14 | 12,96 | 11.57 | 11.44
9. | Kep. Bangka Belitung 3.09 3.48 6.26 6.13 4.45 4.61
10. | Kepulauan Riau 5.68 5.46 10.68 | 10.63 6.24 6.03
11 | DKI Jakarta 4.69 4.61 0 0 4.69 4.61
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Persentase Penduduk Miskin (%)

Provinsi Perkotaan Pedesan Total
1) (3) 2 (3) 2) (3)

12 | Jawa Barat 7.57 7.52 9.88 9.75 8.06 7.98
13. | JawaTengah 9.92 10.02 | 12.04 | 12.05 | 10.93 | 10.98
14. | DI Yogyakarta 10.56 | 10.64 | 13.65 | 14.00 | 1134 | 11.49
15. | JawaTimur 7.71 7.78 13.69 | 13.90 | 10.38 | 10.49
16. | Banten 5.73 5.89 7.46 7.29 6.16 6.24
17. | Bali 4.23 4.12 5.39 5.58 4.57 4.53
18. | Nusa Tenggara Barat 1410 | 1398 | 13.24 | 13.66 | 13.68 | 13.82
19. | Nusa Tenggara Timur 8.84 9.00 23.86 | 24.11 | 20.05 | 20.23
20. | Kalimantan Barat 4.44 4.63 8.06 8.10 6.73 6.81
21 | Kalimantan Tengah 5.17 5.09 5.36 5.32 5.28 5.22
22. | Kalimantan Selatan 3.64 4.03 5.31 5.17 4.49 4.61
23. | Kalimanlan Timur 4.8 4.97 964 9.71 6.31 6.44
24. | Kalimantan Utara 5.66 5.58 8.75 9.15 6.77 6.86
25. | Sulawesi Utara 5.14 5.04 9.77 10.16 7.28 7.34
26. | Sulawesi Tengah 9.03 9.13 13.87 | 13.79 | 12.33 12.3
27. | Sulawesi Selatan 5.07 4.98 11.63 | 11.81 8.63 8.66
28. | Sulawesi Tenggara 6.95 7.22 13.57 | 13.60 | 11.17 | 11.27
29. | Gorontalo 3.97 4.49 24.42 | 2452 | 1542 | 1551
30. | Sulawesi Barat 9.76 933 12.26 | 1258 | 11.75 | 11.92
31 | Maluku 5.82 5.9 23.5 24.54 | 15.97 | 16.23
32. | Maluku Utara 5.18 6.17 6.66 6.45 6.23 6.37
33. | Papua Barat 6.96 764 31.42 | 3212 | 21.33 | 2143
34. | Papua 5.02 5.29 3539 | 3568 | 26.56 | 26.80

Indonesia 7.50 753 | 12.29 | 12.36 | 9.54 | 9.57

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (BRS No. 07/01/Th/XXVI, 16 Januari 2023) ,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui Dinas
Sosial memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (PKD)
terealisasi sebesar 98.84 persen. capaian didapatkan dengan
menghitung jumlah Penerima Bantuan Sosial pemenuhan
kebutuhan dasar (PKD) berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu
Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ)
dan Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) dalam rangka
perlindungan sosial bagi jumlah penerima manfaat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung
penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mempunyai

program yaitu program perlindugan dan jaminan sosial dengan

anggaran sebesar Rp. 943.806.215.469,- dengan realisasi
Rp. 942.680.577.878,- capaian 99,88 persen.
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Selain program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) guna menjadi
kegiatan strategis daerah (KSD) yaitu :

1. Rencana aksi peningkatan kesejahteraan lansia melalui kartu
lansia jakarta (KLJ) (KSD Nomor 11).

2. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi
dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya
(KSD Nomor 14).

3. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan
peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua dengan
beberapa indikator kinerja dengan rencana aksi yaitu
‘pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial” (KSD
Nomor 42).

10) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Capaian pada sasaran “Meningkatnya pertumbuhan

investasi” dengan indkator “Realisasi Nilai Investasi” dengan target

124.5 triliun rupiah, adapun analisis terkait dengan realisasi capaian

yaitu :

Tabel 11-44

Capaian pada sasaran “meningkatnya pertumbuhan investasi”

Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian

Meningkatnya | Realisasi 114.8%
pertumbuhan | Nilai

investasi Investasi
Sumber: LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Triliun
rupiah

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI
Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan
investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi
investasi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 143 Triliun dari target
sebesar 124,5 Triliun atau tercapai sebesar 114,8 persen dan
masuk dalam kategori berhasil.Hal ini disebabkan membaiknya iklim
penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan
kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta.

Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di

bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk
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berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target
tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 114,8 persen.
Jumlah realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 dari
Rp.108,6 Triliun menjadi Rp.114,2 Triliun pada Tahun 2018 atau
mengalami kenaikan sebesar 5,1 persen begitu pula pada tahun
berikutnya terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari
Rp 114,2 Triliun tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun
2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5%. Namun pada tahun
2019 mengalami penurunan dari Rp. 123,9 Triliun menjadi
Rp. 95 Triliun pada Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar
23,3%. Sedangkan untuk tahun 2021 terjadi kenaikan dari 95 triliun
menjadi 103,3 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 8,7 persen.
Untuk Untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat pada tahun
2017 blm menggunakan ukuran indeks kepuasan masyarakat, Pada
tahun selanjutnya indeks kepuasan masyarakat mengalami
penurunan kinerja dari 85,55 pada tahun 2018 menjadi 83,03 pada
tahun 2019 atau menurun sebesar 3 persen. Namun mengalami
peningkatan pada tahun 2019 dari 83,03 persen menjadi 89,99
persen pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,4 persen. Pada Tahun
2021 Indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari
89,99 persen menjadi 90,09 persen atau mengalami kenaikan
sebesar 0,1 persen. Untuk Tahun 2022 Indeks Kepuasan
Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen menjadi
93,2 persen Sedangkan untuk indikator persentase layanan
perizinan dan non perizinan secara online mengalami capaian yang
sama 100 persen dan terus mengalami peningkatan dan perbaikan

dari tahun ke tahun.

Tabel 11-45
Realisasi Nilai Investasi
Indikator : Realisasi Nilai Investasi
Satuan : Triliun rupiah

Target Realisasi
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

93.10 | 100.20 | 107.8 | 115.90 | 124.50 | 114.2 | 1239 | 95 | 103.3 | 143

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022
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Berdasarkan dengan tabel diatas bahwa realisasi nilai
investasi di akhir tahun ke 5 pada dokumen RPJMD 2017-2022
melebihi target yaitu 688 triliun rupiah dari target yaitu 541.5 triliun
rupiah.

Indikator kinerja jumlah realisasi investasi penanaman
modal di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan pada tahun 2022 dapat
mencapai Rp 124,5 Triliun dan pada tahun 2022 telah tercapai Rp
143 Triliun atau sebesar 114,8%. Indikator jumlah realisasi investasi
penanaman modal merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlaku
nasional dan memiliki target yang berlaku nasional yang ditetapkan
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Target realisasi
investasi dari tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11-46
Target realisasi investasi dari tahun 2017- 2022

Renstra Strategis DPMPTSP

Target BKPM untuk DKI

NO Jakarta (Rp. Triliun) 2017-2022 (Rp. Triliun)
2018 94.77 93.10
2019 100.55 100.20
2020 126.6 107.8
2021 103.8 115.9
2022 138 1245

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

BKPM untuk DKI

meningkat dari tahun ke tahun namun secara rata-rata masih lebih

Target realisasi investasi Jakarta
rendah dari target realisasi investasi pada Renstra DPMPTSP.
Untuk tahun 2022 target invetasi BKPM adalah 138 Triliun jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 143 Triliun
tercapai sebesar 103,6 persen.

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI

Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan

investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi
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investasi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 143 Triliun dari target
sebesar 124,5 Triliun atau tercapai sebesar 114,8 persen dan
masuk dalam kategori berhasil.Hal ini disebabkan membaiknya iklim
penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan
kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta.
Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di
bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk
berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target
tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 100 persen.
Program-program yang mendukung terkait dengan indikator

yaitu :

Tabel 11-47
Indikator Realisasi Nilai Investasi

INDIKATOR NO PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN

1 | Program promosi 4,234,392,903 | 2.484,522,392 58.67
penanaman modal

2 | Program pengembangan

iklim penanaman modal

3 | Program pengendalian

pelaksanaan 1,318,251,244 1,196,654,900 90.78

penanaman modal

4 | Program pelayanan

penanaman modal

5 | Program pengelolaan

data dan sistem

informasi penanaman

modal

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

1,078,013,665 953,805,000 88.48

Realisasi
Nilai Investasi

154,246,012,895 | 150,776,631,793 97.75

14,409,368,036 | 13,946,586,049 96.79

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target
kinerja organisasi adalah :

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan
urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi
peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman
modal

2. Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam

mengajukan izin dan non izin secara online
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3. Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan
pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung
pelayanan

4. Perbaikan dalam kebijakan Ease Of Doing Business (EODB)
yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya
di Jakarta. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat
EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan
Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan
Peringkat Kemudahan Berusaha / Ease Of Doing Business
(EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di
dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat
Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan
perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan
selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara
online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas
dinyatakan lengkap dan benar

5. Dikembangkannya Jakarta Investment Center (JIC) untuk
memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan
segala informasi tentang investasi di Jakarta

6. Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehinga dapat
diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para
investor di DKI Jakarta

7. Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui
relaksasi pemberian IUMK

8. Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk
mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online

100 persen karena beberapa hal yang harus tetap dijalani

secara manual.
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Faktor-faktor yang menjadi kendala mencapai target:

1. Adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

2. Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang
belum tercapai.

3. Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima
informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI
Jakarta terkait ease of doing business (EODB).

4. Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan
dipromosikan.

11) Meningkatnya  Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur

Pengendalian Banjir dan Abrasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran
strategis guna meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat,
mempunyai indikator sasaran yang masuk dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
diantaranya adalah Cakupan pelayanan air bersih dengan target
yaitu O titik genangan banijir.

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap
target IKU ini adalah melalui pengurangan titik genangan banjir pada
15 titik jalan yang dilaporkan sering terjadi genangan berulang yang
sumbernya bukan dari luapan kali/sungai. Target dari sasaran
strategis ini disusun menggunakan formulasi minimize dimana
indikator keberhasilan dilihat dari penurunan titik genangan banijir
tiap tahunnya. Jika titik genangan banjir tiap tahunnya menurun,
dapat dikatakan capaian kinerja semakin baik.

Tabel 11-48
Jumlah Titik Genangan Banijir Di Provinsi DKI Jakarta

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah Titik Genangan 0
Banijir (Titik) 93.33%
Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro

Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Dari 15 lokasi titik genangan banjir yang tercantum pada
dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI

Jakarta maupun Ranwal Perubahannya, selama kurun waktu tahun
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2018-2021 tercatat sudah dilaksanakan penanganan melalui upaya
struktural melalui kegiatan pembangunan/konstruksi dan upaya
nonstruktural melaui penanganan genangan oleh Satgas Dinas
Sumber Daya Air (pengerukan, perbaikan, revitalisasi) pada 12 titik
genangan. Sehingga pada tahun 2022 ini tersisa target 3 titik
genangan pada lokasi Kel. Petogogan, Jl.Mangga Dua Raya, dan JI.
Mayjen Sutoyo (depan UKI) yang masing-masing dilakukan melalui
pembangunan Waduk Brigif, Polder Mangga Dua, dan
Pembangunan Pompa Cipa.

Capaian Indikator didukung oleh 2 hal yakni karena adanya
satgas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Dinas Sumber Daya Air dengan jumlah yang memadai yang selalu
siap dalam melaksanakan penanganan genangan pada saat
terjadinya banjir dan adanya dukungan anggaran dalam
penyelesaian kegiatan yakni dengan adanya dana Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dengan menggunakan bank garansi.

Adapun perbandingan dengan realisisasi kinerja dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD dari
awal tahun diperjanjikan 2017 — 2022.

Tabel 11-49
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target dalam Dokumen RPJMD
Jumlah titik genangan banjir

No Satuan Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
N Target 12 7 6 5 0
1 Titik .
Realisasi 11 5 4 3 1

Sumber: LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

indikator Jumlah Titik Genangan Banjir, berdasarkan
dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja
sebesar O Titik dengan Realisasi 1 Titik dan Capaian sebesar
93,33 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 436,105,242,456 atau 15 persen.

Dalam mengurangi jumlah titik genangan banjir Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) Program yaitu program

pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Drainase, adapun anggaran yaitu sebesar :
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Tabel I1-50

Program Pengurangan Jumlah Titik Genangan Baniir
Indikator
Sasaran

Program Realisasi Capaian

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air 2,528,667,799,532 | 2,113,825,170,104 | 83.59%

Jumlah Titik (SDA)
1 Genangan Program Pengelolaan
Banijir 9 9 377,992,028,729 356,729,415,701 94.37%

dan Pengembangan
Sistem Drainase

SUB TOTAL 2,906,659,828,261 | 2,470,554,585,805 | 85.00%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

indikator Jumlah Titik Genangan Banijir, berdasarkan
dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja
sebesar O Titik dengan Realisasi 1 Titik dan Capaian sebesar
93,33%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 436.105.242.456,- atau 15 persen yang terbagi dalam
2 Program yakni Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Untuk faktor menghambat diantaranya adalah adanya
kendala dalam pembangunan Pompa Cipa dalam penanganan
banjir dan genangan pada lokasi JI. Mayjen Sutoyo (depan UKI)
yang mana sampai dengan akhir Desember 2022 progress
pekerjaannya masih = 57 persen dikarenakan beberapa hal
diantaranya Adanya penyesuaian ruang kolam olak pompa (intake)
yang mengakibatkan penyesuaian volume/ kuantitas pada bangunan
rumah pompa secara keseluruhan, Adanya permintaan
pemanfaatan rumija tol dan akses kepada Dirjen Bina Marga untuk
tujuan pembangunan lahan gardu distribusi PLN sebagai penunjang
Rumah Pompa PHB Cipa, dan Pengaruh cuaca yang
mengakibatkan level muka air tinggi sehingga mengakibatkan area
kerja terendam dan membutuhkan waktu untuk dewatering

Target pada tabel diatas merupakan target sesuai RPIJMD
dan Renstra 2017-2022 yang mana nilainya berbeda dengan target
tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja dimana nilainya disusun

berdasarkan Rancangan Awal perubahan Renstra 2017-2022

khususnya pada Sasaran terkait cakupan air bersih dan air limbah.
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12) Sasaran Meningkatnya Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran
strategis guna meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat,
mempunyai 3 indikator sasaran yang masuk dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
diantaranya adalah:
1. Cakupan pelayanan air bersih
2. Cakupan pelayanan air limbah
3. Persentase penurunan volume sampah di Kota
Berikut penjabarannya terkait dengan capaian
akuntabilitasnya :
a) Cakupan Pelayanan Air Bersih
Indikator Cakupan pelayanan air bersih mempunyai
target capaian yaitu 64 persen, adapun realisasi pada
capaiannya pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

berikut analisis capaiannya.

Tabel 1I-51
Indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih
Indikator Kinerja

(\[o] Satuan Target Realisasi Capaian

Utama
Cakupan pelayanan air
bersih

Persen 64 65.41 102.20%

Sumber: LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Terkait dengan peningkatan capaian air minum di
Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaannya dilaksanakan oleh PAM
Jam Jaya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan
Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta dalam hal ini bertindak sebagai regulator.

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan
terhadap target IKU 2 ini dilakukan dengan menggabungkan

data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan

perpipaaan PAM Jaya dengan jumlah penduduk yang terlayani
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oleh jaringan perpipaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) RO Dinas Sumber Daya Air
dibagi dengan total jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan
data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022 dengan jumlah total sebanyak 7.071.928 jiwa penduduk
terlayani dari target 10.810.100 jiwa penduduk terlayani.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target
IKU 2 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air bersih
merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum
dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum dan rencana aksi Kegiatan Strategis
Daerah (KSD) Nomor 21 terkait Pengembangan dan
Pengelolaan Air Bersih dan KSD Nomor 51 terkait
Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan
Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya
adalah kurangnya sumber air yang memadai yang dapat
dimanfaatkan untuk air baku dan air minum di Provinsi DKI
Jakarta, sehingga untuk meningkatkan cakupan pelayanan air
bersih dan air minum perlu adanya supply air dari
wilayah/daerah lain melalui pembangunan SPAM regional lintas
Kabupaten/Kota.

Target pada tabel dibawah merupakan target sesuai
RPJMD dan Renstra 2017-2022 yang mana nilainya berbeda
dengan target tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja dimana
nilainya disusun berdasarkan Rancangan Awal perubahan
Renstra 2017-2022 khususnya pada Sasaran terkait cakupan air

bersih dan air limbah.

Tabel 11-52
Target Cakupan Pelayanan Air Bersi
Cakupan pelayanan air bersih

No Satuan Uraian 2018 2019 | 2020 2021 2022
Target | 60.99 | 63.65 | 66.09 | 72.69 | 79.61

1 | Persen

Realisasi | 60.38 | 63.16 | 64.24 | 65.3 | 65.41

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022
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Jumlah penduduk yang terlayani oleh IPA RO (bukan

perpipaan) di Kepulauan Seribu:

Tabel 11-563
Jumlah Penduduk yang Terlayani oleh IPA RO
Total Volume Penduduk

Lokasi

(liter) Terlayani (Jiwa)

1 | Pulau Pramuka 1,788,940 250
2 | Pulau Panggang 1,151,000 320
3 | Pulau Kelapa 618,000 364
4 | Pulau Kelapa Dua 335,000 120
5 | Pulau Harapan 1,197,000 539
6 | Pulau Pari 1,414,100 300
7 | Pulau Lancang 587,500 710
8 | Pulau Tidung 657,000 565
9 | Pulau Untung Jawa 1,135,670 332
10 | Pulau Karya 822,127 530
11 | Pulau Sabira 372,310 341
12 | RT 09 RW 01 kel Marunda 0 0
13 | RT 01 RW 02 Kel. Muara Kamal 171,000 200
14 | RT 01 RW 04 Kel. Kalibaru 467,500 150
15 | Rawa Kompeni 0 0
16 | Rawa Melati 0 0

Jumlah 10,717,147 4,721

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan uraian di atas, jumlah total penduduk di
Provinsi DKI Jakarta yang terlayani air bersih sebesar 7.067.207
+ 4.721= 7.071.928 jiwa penduduk dan target proyeksi jumlah
penduduk tahun 2022 menggunakan data proyeksi sensus BPS
Tahun 2010 yakni sebesar 10.810.100 jiwa.

Target Cakupan Pelayanan Air Bersih pada dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun sesuai Ranwal
perubahan RPJMD 2017-2022 adalah sebesar 64 persen.

Realisasi diperoleh dengan cara membandingkan
jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani
layanan air bersih melalui perpipaan Tahun 2022 dengan
proyeksi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun

2022 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010.

Perhitungannya ditunjukkan sebagai berikut:
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Jumlioh total penduduk Provinsi DK fakarta yang terlaoyani air bersih

= proyeksi penduduk DRI fakarta Tahun 2022 v
" 7.071.928
REII!ISIISI IHU 2 = m X 1ﬂﬂ% = 55,4'1%
Realisasi
Capaian IKU 2 = “on o250 o 100%
Target
65,41%

Capaian IKU 2 = x 100% = 102,20%

64%

Adapun beberapa program guna meningkatkan

pelayanan air bersih yaitu terdiri dari :

Tabel 11-54
Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih

Il Program Realisasi  Capaian

Sasaran

Cakupan Program

pelayanan pengelolaan dan

1 | @irbersin | pengembangan | 17 567 915 298 | 4,268,213,145 | 24.30%

sistem
penyediaan air
minum

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih berdasarkan
dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja
sebesar 64% dengan Realisasi 65,41persen dan Capaian
sebesar 102,2 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.
13.299.702.153 atau 75.70 persen yang terbagi dalam 1 (satu)
Program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum.

Cakupan pelayanan air bersih Juga dapat
diperbandingkan dengan capaian secara nasional yaitu Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum sub
urusan air minum dan air limbah. Hal ini sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang targetnya adalah 100 persen
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dengan target perjanjian kinerja tahun 2022 yang
mengikuti Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022
meningkat setiap tahunnya dengan intrepretasi capaian kinerja
Sangat Tinggi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Namun jika dibandingkan
dengan target RPIJMD 2017-2022 berdasarkan Gambar 3.3 (a)
diatas, nilai capaian penyediaan akses layanan air bersih
perpipaan pada tahun 2022 ini memiliki capaian sebesar 82,16
persen dan belum dapat menuntaskan target yang ditetapkan,
meskipun memiliki interpretasi kriteria kinerja dengan capaian
Tinggi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Gambar 3.3
(a) juga terlihat bahwa terus terjadi penurunan capaian yang
dimulai pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 yang dipengaruhi
oleh beberapa hal diantaranya adanya pandemi COVID-19 yang
mengakibatkan refocusing anggaran sehingga berdampak pada
mundurnya pembangunan SPAM vyang dibangun oleh PAM
Jaya.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target
IKU 2 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air bersih
merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum
dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor
21 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan KSD
Nomor 51 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di
Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya
adalah kurangnya sumber air yang memadai yang dapat
dimanfaatkan untuk air baku dan air minum di Provinsi DKI
Jakarta, sehingga untuk meningkatkan cakupan pelayanan air
bersih dan air minum perlu adanya supply air dari
wilayah/daerah lain melalui pembangunan SPAM regional lintas

Kabupaten/Kota.
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b) Cakupan Pelayanan Air Limbah
Indikator cakupan pelayanan air limbah mempunyai
target capaian yaitu 21.26 persen, adapun realisasi pada
capaiannya pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

berikut analisis capaiannya.

Tabel 11-55
Cakupan Pelayanan Air Limbah

\[o] Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

cakupan pelayanan air
limbah

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Persen 26 26,01 96.87%

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan
terhadap target IKU 3 ini dilakukan dengan menggabungkan
data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan
limbah perpipaaan dan non-perpipaan Perumda PAL Jaya dan
layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)
skala permukiman Dinas Sumber Daya dibagi dengan data
proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022. Rincian perhitungannya adalah sebagai
berikut:

1. Berdasarkan data PAL Jaya, jumlah penduduk yang
terlayani oleh layanan air limbah PAL Jaya Tahun 2022
adalah sebesar 2.020.178 jiwa dengan rincian pelayanan
SPALD-T (perpipaan) sebanyak 1.674.396 orang dan
layanan SPALD-S (nonperpipaan) sebanyak 345.782 jiwa.

2. Realisasi SPALD yang dibangun oleh pemerintah s.d. tahun
2022 tercatat melayani penduduk sebanyak 205.081 jiwa
penduduk.

3. Realisasi jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan
limbah perpipaaan dan non-perpipaan PD PAM Jaya dan
Dinas Sumber Daya Air diperoleh dengan menjumlah data

jumlah penduduk yang terlayani jaringan perpipaan dan

non-perpipaan PAL Jaya dan Capaian IPAL pemerintah
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Tahun 2022 dan menghasilkan angka sebesar
2.225.259 jiwa dari target 10.810.100 jiwa penduduk
terlayani.

4. Target proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 menggunakan
data proyeksi sensus BPS Tahun 2010 yakni sebesar
10.810.100 jiwa

5. Persentase Realisasi diperoleh dengan cara
membandingkan jumlah penduduk yang terlayani oleh
jaringan limbah perpipaaan dan non-perpipaan PAL Jaya
dan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
(SPALD) Dinas Sumber Daya Air dengan proyeksi jumlah
total penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan
target Indikator diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan
air limbah merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya
tercantum dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Limbah dan dituangkan dalam rencana
aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 22 terkait
Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan KSD Nomor
52 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah di
Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya
adalah adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan
SPALD yang membuat kinerja tidak dapat maksimal. Pada
tahun ini pembangunan SPALD yang dilaksanakan oleh Dinas
Sumber Daya Air ditargetkan dibangun pada 10 lokasi dan
hanya terbangun pada 6 lokasi. Sementara 4 lokasi lain ditolak
oleh masyarakat dan tidak dapat terbangun.

Adapun perbandingan dengan realisisasi kinerja dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD

dari awal tahun diperjanjikan 2017 — 2022.
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Tabel 11-56
Perbandingan Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Air Limbah
Cakupan Pelayanan Air Limbah

No Satuan Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Target |15.93|17.04 | 20.49 | 23 | 26.44

1 | Persen

Realisasi | 15.73 | 16.71 | 17.75 | 18.19 | 20.59

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Berikut Program yang mendukung :

Tabel II-57
Program Pendukung Cakupan Pelayanan Air Limbah
Indikator : . :
Sasaran Program Realisasi Capaian
Cakupan P(;(:lgr:maan dan
1 | pelayanan |P€NY 122,484,689,032 | 103,184,325,039 | 84.24%
air imbah | PEngembangan

sistem air limbah
Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian indikator Cakupan Pelayanan Air Limbah
berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki
target kinerja sebesar 21,26 persen dengan Realisasi 20,595
persen dan Capaian sebesar 96.87 persen. Terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp. 19.300.363.993 atau 15,76 persen yang
terbagi dalam 1 Program yakni Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki Kegiatan
Strategis Daerah (KSD) guna mengoptimalkan pengelolaan air
limbah di Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. KSD Nomor 22 dengan rencana aksi pengembangan dan
pengelolaan air limbah dan air limbah komunal

2. KSD Nomor 52 dengan rencana aksi penyediaan
pengelolaan air limbah di kepulauan seribu

Pada Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Air Limbah
Juga dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional
yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan

Umum sub urusan air minum dan air limbah. Hal ini sesuai

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
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tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang targetnya adalah 100 persen.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target
IKU 3 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air
limbah merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya
tercantum dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
Nomor 22 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
dan KSD Nomor 52 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air
Limbah di Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya
adalah adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan
SPALD yang membuat kinerja tidak dapat maksimal. Pada
tahun ini pembangunan SPALD yang dilaksanakan oleh Dinas
Sumber Daya Air ditargetkan dibangun pada 10 (sepuluh) lokasi.
Sementara 4 (empat) lokasi lain yakni pada lokasi Pintu Seng,
Lebak Bulus, Tipar Asri, Lahan Parkir Penjaringan ditolak oleh
masyarakat dan tidak dapat terbangun.

c) Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

Indikator persentase penurunan volume sampah di Kota
mempunyai target capaian yaitu 26 persen, adapun realisasi
pada capaiannya pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, berikut analisis capaiannya.

Tabel 11-58
Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

No Indikator Kinerja Utama  Satuan Target Realisasi Capaian

Persentase penurunan
volume sampah di kota
Persentase penurunan
volume sampah di kota

Persen 26 26,01 100.04%

Sumber: LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan
capaian realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase
penurunan volume sampah di kota” Tahun 2022 dari target
26 persen terealisasi 26,01 persen sehingga capaian sebesar
100,04 persen. Target indikator ini sudah sesuai dengan taget
nasional pengurangan sampah sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga,yang diturunkan kedalam Peraturan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

Pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan
pemanfaatan kembali sampah. Indikator ini ditentukan dari
(Jumlah timbulan sampah - jumlah sampah di TPST
Bantergebang) / timbulan sampah x 100%). Adapun realisasi
kinerja dan dan cara perhitungan indikator kinerja “Persentase

penurunan volume sampah di kota” dapat di lihat pada tabel

berikut:
Tabel 11-59
Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota
NO URAIAN JUMLAH (TON)
1 | Estimasi Timbulan Tahun 2022 3.112.380,55
2 | Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang 2.753.399,59
3 | Pengecualian Pengangkutan | Pengurangan Sampah ke TPA 450.517,26
a. Pengecualian Penanganan Sampah 78.843,60
Kali/Badan Air berasal dari luar DKI Jakarta
b. Pengangkutan Sampah yang Berasal dari 11.803,37
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
c. Pengecualian Sampah dari Kepulauan 8.041,39
Seribu
d. Pengurangan oleh Pemulung di TPA 314.374,50
. Proses komposting di TPST 3.354,40
f.  Pengolahan sampah residu 34.100,00
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NO URAIAN JUMLAH (TON)

4 | Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang
Setelah Penyesuaian (2-3)

5 | Persentase Pengurangan Sampah

(jumlah timbulan sampah -jumlah sampah di TPST Bantargebang) 26,01%
Itimbulan sampah x 100%)

Sumber : Bidang Pengetotaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

2.302.882,33

Adapun perbandingan dengan realisisasi kinerja dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD
dari awal tahun diperjanjikan 2017 — 2022.

Tabel 11-60
Perbandingan Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

Persentase penurunan volume sampah di kota

No Satuan Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Target 14 17 20 23 26

1 | Persen Realisasi | 1240 | 17,08 | 20,03 | 24,85 | 26,01

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Pada IKU “Persentase penurunan volume sampah di
kota” terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2018 s.d 2022,
meskipun tahun 2018 target tidak tercapai namun untuk tahun
2019 s.d 2022 realisasi dapat melampaui target (tercapai).

Capaian indikator “Persentase penurunan volume
sampah di kota” tercapai sebesar 100,04 persen dengan
realisasi anggaran 92,67 persen dan tingkat efisiensi sebesar
7,33 persen.

Pada Indikator Kinerja Utama “Persentase penurunan

volume sampah di kota” dapat diperbandingkan dengan capaian

secara nasional yang dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 11-61
Capaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Volume
Sampah di Kota
dikato E 018 019 020 0 0

Capaian Nasional berdasarkan Perpres 97/2017

Target Pengurangan

Sampah Rumah Tangga 18% | 20% | 22% | 24% | 26%
dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga

Realisasi N/A N/A N/A N/A 23,20%
Capaian N/A N/A N/A N/A 89,23%
Capaian berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta
Persentase pengurangan 14% 17% 20% 2304 26%
sampah di Kota

Realisasi 12,40% | 17,08% | 20,03% | 24,85% | 26,01%
Capaian 88,57% | 100,47% | 100,15% | 108,04% | 100,04%
Capaian berdasarkan draft perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta
Persentase pengurangan 14% 17% 20% 24% 26%
sampah di Kota

Realisasi 12,40% | 17,08% | 20,03% | 24,85% | 26,01%
Capaian 88,57% | 100,47% | 100,15% | 103,54% | 100,04%
Capaian Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIPSN

Target 26%
Realisasi 24,96
Capaian 96%

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan tabel perbandingan target Nasional dan
target Provinsi atas indikator kinerja Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun
2022 sudah sejalan yaitu 26%. Realisasi pengurangan sampah
Nasional tahun 2022 hanya sebesar 23,20 persen dari target 26
persen sehingga tercapai 89,23 persen (berdasarkan data
tarikan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
per tanggal 23 Januari 2023). Capaian Nasional lebih rendah
dibanding capaian Provinsi DKI Jakarta disebabkan beberapa
Provinsi daerah lain yang belum menginput data ke dalam
Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
Sedangkan bila dibandingkan daerah lain seperti Provinsi Jawa
Timur, capaian Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi. Realisasi
pengurangan sampah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data

SIPSN dari target 26% terealisasi 24,96 persen sehingga

tercapai 96 persen.
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Pada Indikator “Persentase penurunan volume
sampabh di kota” didukung 2 (dua) Program antara lain:
1. Program Pengelolaan Persampahan, antara lain:

e Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Bank
Sampah untuk 6 wilayah Kota dan Kabupaten yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia pengelola Bank Sampah agar mampu mengelola
Bank Sampahnya menjadi lebih profesional. Selain itu
telah dilaksanakan pelatihan Bank Sampah sebanyak
11 tema, dengan 21 pertemuan via zoom yang dihadiri
Bank Sampah seluruh wilayah DKI Jakarta (terbagi
2 sesi). Tahun 2022 jumlah Bank Sampah Unit sebanyak
3.602, jumlah nasabah 158.620 orang dan total reduksi
sampah anorganik sebesar 8.738 ton/tahun.

e Pelaksanaan Pekan Gerakan Jakarta Sadar Sampah
(PGJSS) untuk mendukung implementasi Ingub Nomor
49 Tahun 2021 terkait Isu Persampahan. Pada
pelaksanaan PGJSS, petugas Dinas Lingkungan Hidup
mensosialisasikan pola pengelolaan sampah sesuai
Peraturan Gubernur 77/2020 tentang Pengelolaan
Sampah Lingkup RW, di antaranya berupa pengomposan
dan aktivasi bank sampah. PGJSS melibatkan 2.743 RW
di Jakarta. Sampah tertangani pada pelaksanaan PGJS
sebanyak 2.082.723,16 kg selama sepekan (20 sampai
25 Juni 2022).

e Terlaksananya perbaikan terhadap infrastruktur 59 rumah
maggot. Selain itu sebanyak 265 rumah maggot aktif
melakukan pengolahan sampah organik di 6 (enam)
wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. Total reduksi
sampah organik terolah dengan metode biokonversi
BSF/Maggot selama tahun 2022 sebanyak
1.256 ton/tahun. Dinas Lingkungan Hidup melakukan
pendampingan dan peningkatan kapasitas terhadap

pegiat magggot di DKI Jakarta. Dimana para pegiat dilatih

dan didampingi oleh tenaga profesional yang sekaligus
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dapat menghubungkan mereka kepada offtaker (pembeli
hasil panen maggot).

e Pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah
Lingkungan (KBRL) pada 85 pusat perbelanjaan/mall oleh
Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan penggunaan
KBRL pada 2.940 toko swalayan, 72 pasar rakyat oleh
Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 wilayah Kota
Administrasi. Kegiatan ini  mendukung KSD 26
(Pengurangan Sampah di Sumber) dengan renaksi
Pengawasan Intensif dan Pembinaan atas Kewajiban
Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Persampahan Regional, antara lain:

e Pemilahan sampah melalui layanan Jakarta Recycle
Center (JRC) yang dilakukan ke enam model area (Model
Area Komplek Bukit Mas, Komplek Ozone, Komplek
Taman Alfa Indah, Komplek Bumi Pesanggrahan Mas,
Komplek IKPN dan Apartement Gateway) dengan total
2.688 KK. Keberhasilan pemilahan sampah pada model
area Model Area Komplek Bukit Mas, Komplek Ozone,
Komplek Taman Alfa Indah, Komplek Bumi
Pesanggrahan Mas, Komplek IKPN adalah sebesar
89,08 persen dengan pengurangan sampah sebesar
60,24 persen dan persentase rata-rata residu sebesar
39,76 persen.

e Pembangunan Fasiltas Pengelolaan Sampah dan
Pengadaan Alat Pemusnah Sampah di Pulau Sebira dan
Pulau Tidung. Kegiatan ini mendukung KSD 26
(Pengurangan Sampah di Sumber) dengan Renaksi

Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah

Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Kepulauan Seribu.
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Berikut Program yang mendukung :

Tabel 11-62
Program Pendukung Penurunan Volume Sampah di Kota
Persentase Penurunan Volume Sampah Di Kota

Program Realisasi Capaian

1 | Program pengelolaan 30.188.016.360 | 30.017.732.015 | 99,44%
persampahan

Program 33.850.141.828 | 29.323.701.997 | 86,63%

pengembangan sistem
dan pengelolaan

persampahan regional
SUB TOTAL 64.038.158.188 | 59.341.434.012 | 92,67%

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pencapaian target indikator kinerja “Persentase
penurunan volume sampah di kota” didukung oleh beberapa
kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan
Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan Regional dan di beberapa Renaksi
dalam KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber), KSD 27
Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Bantargebang,

Rencana aksi KSD Nomor 27 :

1. Penerapan PPK BLUD UPST secara efektif

2. Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait
optimalisasi TPST Bantargebang
Peningkatan kapasitas Landfill Mining eksisting

4. Penyediaan lahan untuk pembangunan RDF dan Landfill
Mining;

5. Penyelesaian Pembangunan dan beroperasinya Landfill
Mining yang dilaksanakan secara Tahun Jamak;

6. Penyelesaian Pembangunan dan beroperasinya RDF yang
dilaksanakan secara Tahun Jamak

™

A
A
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Rencana Aksi KSD Nomor 26 :

1. Aktivasi Gerakan Jakarta Sadar Sampah di 6 (enam)
wilayah kota/kabupaten;

2. Implementasi Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW di
50 persen RW,

3. Implementasi pengelolaan sampah secara mandiri oleh
pengelola kawasan, perusahaan dan pasar;

4. Kolaborasi melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)
di bidang Persampahan dan kolaborasi lainnya di 6 (enam)
wilayah kota/kabupaten;

Pembangunan dan pengerukan alur laut Dermaga Sampabh;
Pembangunan Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di
Kepulauan Seribu;

7. Pengadaan tanah untuk pengelolaan sampah Jakarta di
3 (tiga) lokasi (JI. Siaga, Cengkareng Barat, Marunda);
Pengangkutan sampah terjadwal dan terpilah;

Pengawasan intensif dan Pembinaan atas kewajiban
penggunaan  kantong belanja ramah lingkungan
sebagaimana Pergub 142/2019;

10. Pengembangan dan pendampingan Bank Sampah di Suku
Dinas Lingkungan Hidup di 6 (enam) wilayah
Kota/Kabupaten Jakarta;

11. Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait
Pengurangan Sampah di Sumber;

12. Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau
komunal melalui BSF dan Komposting;

13. Peningkatan TPS ke Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di
Suku Dinas Lingkungan Hidup di 6 (enam) Wilayah
Kota/Kabupaten Jakarta sebanyak 15 (lima belas) lokasi;

14. Penyusunan Roadmap Pengelolaan Limbah B3 dari
Fasyankes TK. Dasar, USK dan Rumah Tangga/Rumah
Sakit;

15. Persentase Pengurangan sampah kota/kabupaten di

sumber sebesar 26 persen.
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Adapun faktor pendorong tarcapainya indikator ini
antara lain:

1. Kinerja BPS RW sebagai implementasi Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga yang semakin
baik.

Para penggiat maggot semakin banyak dan aktif.
Reduksi sampah di Bank Sampah meningkat.

4. Pemilahan dan pengolahan sampah di fasilitas pengolahan
sampah komunal yang dikelola warga meningkat.

5. Pengurangan kantong belanja plastik sekali pakai di pusat
perbelanjaan dan toko swalayan yang merupakan
implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan

Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

6. Dukungan dari Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)
Persampahan untuk pengurangan sampah di sumber,
dimana para kolaborator memberikan bantuan kepada
masyarakat berupa sarana persarana dan edukasi terkait
pengurangan sampah.

Adapun Kendala yang terjadi yaitu pada pelaksanaan
pengadaan tanah Tahun 2022 vyaitu penyelesaian dokumen
kelengkapan/administrasi  dari  pihak-pihak terkait yang
memerlukan waktu yang lebih lama daripada perkiraan awal.

13) Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman,
memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan
terjangkau bagi semua warga jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran
strategis guna terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang
aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan
terjangkau bagi semua warga jakarta, mempunyai 2 (dua) indikator

sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diantaranya adalah:
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1. Jumlah titik macet

2. Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana
kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share).

a) Jumlah Titik Macet

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibentuk untuk
mengatasi permasalahan di Jakarta, salah satu permasalahan
tersebut adalah kemacetan. Kemacetan dapat diukur sebagai
derajat kejenuhan (Degree of Saturation atau V/C ratio)
merupakan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan
kapasitas jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang melewati
ruas jalan di Jakarta yang tidak diimbangi dengan peningkatan
kapasitas jalan, maka akan berdampak pada kemacetan.

Dari penjelasan diatas, kemacetan atau bisa disebut
sebagai derajat kejenuhan atau dalam American Highway
Manual dan KM Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 mengenai
tingkat pelayanan jalan disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama:

1. Jumlah / volume kendaraan

2. Kapasitas Jalan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas
Perhubungan dalam 2 (dua) faktor tersebut yaitu sebagai
berikut:

1. Mengendalikan jumlah / volume kendaraan di jalan,
meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dengan
mendorong penggunaan angkutan umum. Kebijakan ini
yang disebut sebagai push and pull policy dalam Transport
Demand Management.

2. Mengembalikan kapasitas jalan sebagai ruang lalu lintas
jalan. Salah satunya, parkir liar mengambil kapasitas jalan
yang seharusnya sebagai ruang lalu lintas jalan. Hal ini
dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dinas

Perhubungan melakukan pengendalian dan penertiban lalu

lintas dalam mengatasi permasalahan kemacetan tersebut.
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Dari peranan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mengatasi permasalahan ibu kota dengan mengurangi tingkat
kemacetan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam
menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi
sehari-hari. Hal tersebut diutarakan dalam sasaran strategis /
indikator kinerja utama dalam RPJMD dan Renstra Dinas
Perhubungan Tahun 2017 — 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran
strategis guna terwujudnya sarana dan prasarana transportasi
yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan
dan terjangkau bagi semua warga jakarta, mempunyai indikator
sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu “Jumlah Titik
Macet” dengan target “0” titik macet.

Tabel 11-63
Jumlah Titik Macet

Capaian
1 | Jumlah titik macet titik | 0 0 100%

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan di suatu
ruas jalan berbanding Ilurus dengan menurunnya tingkat
kepadatan / kemacetan. Penyebab kemacetan dapat
dikerucutkan pada hal-hal berikut:

1. Kapasitas jalan yang berkurang karena hambaran samping
(parkir liar, PKL, Kendaraan ngetem)

2. Kondisi jalan (Jalan rusak, Bottleneck dan Geometrik jalan)

3. Geometrik jalan

Penertiban PKL yang menggunakan badan jalan
merupakan kewenangan dari Satpol PP, perbaikan kondisi jalan
rusak, bottleneck, pelebaran jalan merupakan kewenangan dari
Dinas Bina Marga. Termasuk dalam hal persimpangan jalan dan
putar balik (u-turn) lebih efektif untuk mengatasi kemacetan

dengan perencanaan geometrik jalan dengan membangun

flyover, underpass, atau roundabout dibandingkan dengan
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menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang
memberikan tundaan pada simpang. Dalam mengatasi
kemacetan diperlukan peran serta dan Kkerjasama dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan wilayah
Provinsi DKI Jakarta. Hanya sebagian kewenangan dari Dinas
Perhubungan yang dapat diatasi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya. Berikut penyebab permasalahan kemacetan dan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawabnya
yaitu sebagai berikut:

Tabel 11-64
Penyebab kemacetan dan PD Penanggung Jawab

Katagori Penanganan .
NoO Permasa!ahan Umum g g ‘ OPD Terkait
Wilayah Berat Sedang Ringagn

Akses Keluar-Masuk WALIKOTA, SDBM,
1 | Bangunan v \ DPMPTSP, SATPOL PP,
SUDINHUB
2 | Akses Keluar-Masuk Jalan v \ WALIKOTA,SUDINHUB,SDBM
WALIKOTA, BIRO PKLH,
3 | Kepemilikan Perizinan v DCKTRP, SDBM, DPMPTSP,
SUDINHUB
4 | Angkutan Daring Ngetem \ SUDINHUB
5 | Angkutan Umum Ngetem \ SUDINHUB
6 | Bottle Neck v WALIKOTA, SDBM
: . WALIKOTA, SDBM,
7 | Galian Ultilas v DPMPTSP
8 G_emetrlk Simpang (sudah N SDBM, SUDINHUB
dianggarkan)
9 Gemetr|!< Simpang (belum N SDBM, SUDINHUB
sudah dianggarkan)
10 | Hambatan Samping (parkir N SATPOL PP, SUDINHUB
dan pasar)
11 | Jalan Rusak v WALIKOTA, SDBM
12 | Konflik Lalu Lintas V SUDINHUB
13 | Lebar Jalan v WALIKOTA, SDBM
14 | Median Jalan \ SDBM, SUDINHUB
15 | Naik Turun Penumpang | SATPOL PP, SUDINHUB
16 | Orang Menyeberang v \ SATPOL PP, SUDINHUB
17 | Pangkalan Ojeg \ V SATPOL PP, SUDINHUB
WALIKOTA, DCKTRP, SDBM,
18 | Pembangunan Infrastruktur v DPMPTSP
. WALIKOTA, DCKTRP, SDBM,
19 | Pembangunan Pedestrian v DPMPTSP
20 | Pengaturan APILL v SUDINHUB
21 | Pengaturan Simpang v SATPOL PP, SUDINHUB
22 | Penyempitan Lajur v WALIKOTA,SDBM
23 | Perilaku Pengemudi | SATPOL PP, SUDINHUB
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Katagori Penanganan .
2 2 OPD Terkait

No Permasalahan Umum
Wilayah

24 | Perlintasan Sebidang KA v DCKTRP, SDBM, DPMPTSP,
SUDINHUB
o5 Putra Balik (terkait SUDINHUB

Berat Sedang Ringan
DISHUB, WALIKOTA,

penutupan)

Putra Balik (terkait

pelebaran putaran)

97 | Putra Balik (terkait SATPOL PP, SUDINHUB
penertiban)

28 | Radius Tikung \ SDBM, SUDINHUB

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Tahun 2022

26 SDBM, SUDINHUB

<L | < | <&

Dalam (IKU) RPJMD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 — 2022, definisi
operasional kemacetan yang menjadi target adalah jumlah titik

Indikator Kinerja Utama

macet dengan kecepatan dibawah 5 km/jam. Indikator
keberhasilannya adalah dengan berkurangnya jumlah titik
macet. Untuk mencapai target dalam IKU tersebut, terdapat
1 (satu) program dalam RPJMD yang menjadi kewenangan
Dinas Perhubungan, vyaitu program pengendalian dan
penertiban lalu lintas dengan indikator program kecepatan rata-
rata di Koridor Jalan Utama pada jam sibuk. Berikut target dan

realisasi jumlah titik macet yang menjadi indikator kinerja Dinas

™

A
A

Perhubungan.
Grafik 11-16
Capaian jumlah titik macet
160 Lo 2 > L = 100%
140 A0
80%
120
7056
100 60%
= 80 5056
60 4056
3056
40
20%:
20 10%
0%
2018 2019 2020 2021 2022
=—@=target 140 116 85 a7 0
== reglisasi 140 116 85 a7 0
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Sumber :

dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

R W W




BAB Il CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kepala Suku Dinas
Perhubungan Kota Administrasi dengan kepala seksi yang
membidangi lalu lintas bertanggung jawab terhadap
penyelesaian kemacetan dengan melaksanakan manajemen
dan rekayasa lalu lintas, dengan kegiatan pembangunan serta
pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas, sedangkan Kepala
Bidang Pengendalian dan Operasional dan Kepala Suku Dinas
Perhubungan Kota Administrasi dengan kepala seksi yang
membidangi pengendalian operasional bertanggung jawab
terhadap penyelesaian kemacetan dengan penertiban dan
pengendalian lalu lintas dengan berkoordinasi dengan TNI dan
Polri, serta pengoperasian mobil derek di setiap Satpelhub
kecamatan. Adapun hasil penertiban lalu lintas dan angkutan
jalan dalam kegiatan Pelaksanaan penertiban lalu lintas dan
angkutan jalan sebanyak 47 titik menjadi O titik pada akhir Tahun
2022. Rincian tersebut dapat diuraikan lengkap pada LKIP Dinas
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Terkait dengan program, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melalui Dinas Perhubungan dalam mengurangi titik
kemacetan dan Persentase perjalanan penduduk menggunakan
sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal
share) memiliki program yang saling mendukung, adapun

program tersebut yaitu :

Tabel 11-65
Program Pengurangan Jumlah Titik Macet
Tahun 2022 Capaian
Satuan Target Realisasi %

Indikator Sasaran

Jumlah titik macet

Capaian
%

Program Realisasi

Program penyelenggaraan lalu 6.089.270.713.396 | 5.735.430.109.280 | 94,19
lintas dan angkutan jalan

Program pengelolaan pelayaran 252.221.208.489 157.154.886.093 | 62,31

Program pengelolaan 6.999.098.701 6.603.522.765 | 94,35
perkeretaapian
Program penunjang urusan

pemerintahan daerah provinsi

866.395.764.433 796.468.117.660 | 91,93

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Pelaksanaan program diatas tidak hanya menjadi
program pendukung capaian menurunkan jumlah titik macet
namun juga terkait dengan indikator “Persentase perjalanan
penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum
(Public Transportation Modal Share)” karena jumlah titik macet
merupakan indikator tujuan sedangkan indikator mengenai
perjalanan penduduk merupakan turunan sebagai indikator
sasaran. total pagu anggaran sebesar Rp. 7.214.886.785.019,-
dengan realisasi Rp. 6.695.656.635.798,- tingkat capaian
92,8 persen.

Selain program diatas, juga terdapat 23 kegiatan
strategis daerah (KSD) yang turut mendukung capaian guna
mengurangi jumlah titik kemacetan di Provinsi DKI Jakarta
dimana capaian diselesaikan,

realisasinya dapat namun

terdapat beberapa KSD yang yang belum mencapai nilai target

rencana, VYyaitu KSD Penyelesaian Revitalisasi dan
Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan. Hal ini disebabkan
karena proses revitalisasi Pelabuhan di Pulau Pramuka

mengalami kendala berupa pada lelang pertama tidak ada calon

pelaksana yang memenuhi kualifikasi sehingga lelang
mengalami kegagalan, lalu pada lelang kedua dilaksanakan
dengan pengurangan waktu pelaksanaan dan pengurangan item

pekerjaan.

Tabel 11-66
Kegiatan Strategis Daerah

™

A
A

Indikator (KSD) Realisasi No Indikator (KSD) Realisasi
1 | Persentase penyelesaian 100% 14 | Realisasi penyelesaian 100%
Perluasan Akses Pendidikan dibandingkan target
melalui Kartu Jakarta Pintar penyelesaian rencana aksi
Plus (KJP Plus) (KSD Nomor KSD mengenai Optimalisasi
1) Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) (Nomor 41)
. 100% - . 100%
Persentase penyelesaian 15 | Realisasi penyelesaian
Pembangunan Stadion dibandingkan target
Olahraga Bertaraf penyelesaian rencana aksi
Internasional (KSD Nomor KSD mengenai
10) Pengembangan Smart City
(Nomor 43)
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™

A
A

Indikator (KSD) Realisasi = No Indikator (KSD) RCEURES]
. 100% o . 100%

3 | Persentase penyelesaian 16 | Realisasi penyelesaian
Penyediaan Jaminan dibandingkan target
Kesehatan Masyarakat yang penyelesaian rencana aksi
Berkualitas dan Integratif KSD mengenai
(KSD Nomor 12)

. . 100%

4 | Persentase penyelesaian 100% 17 | Membangun Pasar Terpadu di
Perlindungan dan Kepulauan Seribu (Nomor 47)
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan dan
Anak (KSD Nomor 13)

5 | Persentase penyelesaian 100% 18 | Realisasi penyelesaian 79.67%
Peningkatan Aksesibilitas dibandingkan target
Penyandang Disabilitas (KSD penyelesaian rencana aksi
Nomor 14) KSD mengenai Revitalisasi

dan Pembangunan Dermaga
dan Pelabuhan (Nomor 48)

6 | Persentase penyelesaian 100% 19 | Realisasi penyelesaian 100%
Penciptaan Layanan dibandingkan target
Transportasi Terintegrasi penyelesaian rencana aksi
melalui Jak Lingko (KSD KSD mengenai Penciptaan
Nomor 29) Layanan Transportasi

Perairan Terintegrasi (Nomor
49)
. 100% L .

7 | Persentase penyelesaian 20 | Realisasi penyelesaian 99,5%
Pembangunan dan dibandingkan target
Pengoperasian Mass Rapid penyelesaian rencana aksi
Transit (MRT) (KSD Nomor KSD mengenai Peningkatan
30) Kualitas Kinerja Pemerintahan

(Nomor 61)
. 100% L .

8 | Persentase penyelesaian 21 | Realisasi penyelesaian 100%
Pembangunan dan dibandingkan target
Pengoperasian Light Rail penyelesaian rencana aksi
Transit (LRT) (KSD Nomor KSD mengenai Implementasi
31) SPBE (Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik) (Nomor
63)
. 100% C :

9 | Persentase penyelesaian 22 | Realisasi penyelesaian 99%
Pengoperasian Electronic dibandingkan target
Road Pricing (ERP) (KSD penyelesaian rencana aksi
Nomor 32) KSD mengenai Penguatan

Peran Walikota/Bupati dalam
Penataan Kawasan (Nomor
66)

. 100% N .

10 | Persentase penyelesaian 23 | Realisasi penyelesaian 99%
Pengembangan Sistem dibandingkan target
Angkutan  Umum  melalui penyelesaian rencana aksi
Revitalisasi Terminal (KSD KSD mengenai Pengendalian
Nomor 34) Pencemaran Udara (Nomor

71)
. 100% o .

11 | Persentase penyelesaian 24 | Realisasi penyelesaian
Pembangunan Fasilitas Park dibandingkan target

and Ride dan Optimalisasi
Manajemen Perparkiran (KSD
Nomor 35)

penyelesaian rencana aksi
KSD mengenai Peningkatan
Kualitas Fasilitas Pedestrian
(Nomor 73)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

R W e | WhaTae




BAB Il CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator (KSD) Realisasi = No Indikator (KSD) RCEURES]

12 | Persentase penyelesaian
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Sepeda (KSD

Nomor 36)
13 | Realisasi penyelesaian
dibandingkan target

penyelesaian rencana aksi
KSD mengenai Mewujudkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) dengan
Predikat AA (Nomor 39)
Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Mengingat kompleksnya penyelenggaraan urusan
perhubungan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Dinas Perhubungan akan terus melakukan pembenahan dan
peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan
kualitas aparat Dinas Perhubungan agar tetap dapat
memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang
disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan
peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai
dengan wewenang yang dimiliki Dinas Perhubungan. Demi
menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan
hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah
terkait, karena dalam mengatasi kemacetan dibutuhkan
instansi terkait sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing.

2. Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun
berikutnya harus berorientasi pada pencapaian outcome,
sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan
semaksimal mungkin.

3. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan setiap kegiatan maka diperlukan koordinasi
dengan berbagai instansi sebelum dimulainya program

sehingga dalam pelaksanaan kegiatan segala hambatan

dan permasalahan yan timbul dapat segera diatasi.
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4. Di masa mendatang, tuntutan dan tantangan yang akan
dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
tentunya semakin berat, oleh karenanya di era reformasi
sekarang ini dimana masyarakat menjadi lebih kritis, aparat
dituntut untuk bekerja secara profesional dan transparan
serta akuntabel, sebagai contoh melaksanakan program
kerja yang berkesinambungan dan konsisten baik pada saat
merencanakan maupun pelaksanaan.

b) Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana
Kendaraan Bermotor Umum (Public Transportation Modal
Share)

Indikator persentase perjalanan penduduk
menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public
Transportation Modal Share) merupakan indikator sasaran dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengurangi tingkat
kemacetan di Provinsi DKI Jakarta, adapun target dari indikator
ini sebesar 20 persen, adapun analisis capaian sebagai berikut.

Perjalanan masyarakat untuk menuju suatu tempat
tujuan dibagi menjadi dua moda, yaitu dengan menggunakan
angkutan umum dan menggunakan kendaraan pribadi.
Berdasarkan tabel dibawah pada tahun 2022 persentase
perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor
umum (Public Transportation Modal Share) yaitu target sebesar
20 persen. Perhitungan tersebut didapatkan dengan
membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan
umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari.
Pada Tahun 2022, aktualisasi perjalanan menggunakan

angkutan umum mencapai 18,45 persen dari total perjalanan di

wilayah DKI Jakarta sebesar 18.105.527 perjalanan per hari.
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Tabel 11-67
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum
Public Transportation Modal Share

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Persentase perjalanan penduduk
menggunakan sarana kendaraan
bermotor umum (Public
Transportation Modal Share)

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

92,25%

Berikut data perbandingan dari tahun awal sampai
dengan tahun 2022, yaitu :

Grafik 11-17
Perbandingan Penertiban Operasi Lalu Lintas

LINTAS JAYA 2022
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
HASIL PENERTIBAN OPERASI LINTAS JAYA 2022

Rekapitulasi hasil penertiban pelanggaran lalu lintas angkutan jalan dan peryalahgunaan fungsi trotoar Tahun 2020 mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengantanggal 31
Desember 2022 @

JEMLS FENINDAKAN JUMLAH
1. Tilang Dishub 1 1.296 Mendaraan
2. 5top Operasi Dishub 5 1.531 Kendaraan
3.  Tilang Polisi z 8.688 Kendaraan
4.  Fenderskan H 1.366 Kendaraan
5. OOPR2 H] 3.596 Kendaraan
6 OPRA H T3 Kendaraan
7. Angkut Motor A 800 Kendaraan

JUNMLAH H 17351 Kendaraan

TREND PENINDAKAN PERTAHUN
i 202411 paiild
- - — —
— — e
= s oA
Tahun 2007 Tahun 2012 Tahun 32019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
TAHUN 2017 TAHUN 2018 | TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUMN 2022

N

D

.m TILANG DISHUR . 1STOR P CEA DISMUB |BAT TILAKG POLISI . WENDEREKAN . ) OCP RODA 2 BAN ROOAL O WRHGELIT MOTOR

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Semenjak COVID-19 menjadi wabah yang melanda
Indonesia, khususnya di Jakarta, pada bulan Maret 2020,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk

membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional angkutan

umum, kemudian dilanjutkan dengan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) pada awal April 2020 setelah Menteri
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Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan pedoman terkait

kriteria, serta prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala

Besar bagi Daerah. Pemberlakuan aturan terkait Pelaksanaan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta

membatasi masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah antara

lain:

1. Penghentian sementara aktivitas sekolah dan institusi
Pendidikan lainnya

2. Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat
kerja/kantor, tetapi tidak berlaku bagi beberapa pelaku
usaha yang termasuk dalam pengecualian

3. Penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah
ibadah dan/atau di tempat tertentu

4. Pelarangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari
5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum

5. Penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya
yang menimbulkan kerumunan orang

6. Pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan
barang.

Pada Tahun 2021, Pemerintah masih tetap fokus pada
pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
dengan meminimalisir aktivitas di luar rumah, sehingga
menurunkan  mobilitas  masyarakat. Penghentian  dan
pembatasan aktivitas di luar rumah, serta pembatasan jumlah
penumpang dan jam operasional angkutan umum dilakukan
untuk menekan penyebaran COVID-19, akan tetapi kebijakan
tersebut berdampak terhadap jumlah perjalanan (trip
distribution) dan menurunkan jumlah perjalanan menggunakan

angkutan umum yang menjadi target dalam indikator kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
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Grafik 11-18

Jumlah Penumpang Per Hari Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi COVID-19
Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda
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Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah menetapkan pelonggaran
PPKM dengan menurunkan 1 (satu) level status dari status level
sebelumnya. Penetapan level wilayah Jawa dan Bali
berpedoman pada indikator penyesuaian Kesehatan Masyarakat
dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi
COVID-19, serta ditambah dengan indikator dosis vaksinasi.
Pada hal ini indikator dosis vaksinasi dosis 1 (satu) sudah
mencapai 70 persen yang berdampak pada naiknya persentasi
Work from Office menjadi 75 persen yang secara langsung
mempengaruhi mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut
berdampak pada target pengguna angkutan umum yang naik
dari target tahun 2021, yaitu menjadi 20 persen yang menjadi
target indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun perbandingan realisasi capaian indikator pada

awal tahun dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2017-2022.
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Grafik 11-19
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator pada Awal Tahun Dokumen
Perencanaan RPJMD Tahun 2017-2022
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Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Selama tahun 2020 - 2021, Dinas Perhubungan selaku
Leading Sector melakukan kolaborasi dengan SKPD, BUMD,
dan BUMN terhadap penataan dan integrasi di Kawasan
Stasiun. Stasiun yang dilakukan penataan pada tahap 1 (satu) di
tahun 2020 antara lain Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman,
Stasiun Juanda, dan Stasiun Pasar Senen, sedangkan pada
tahap 2 di Tahun 2021 telah dilaksanakan penataan Stasiun Pal
Merah, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, dan Stasiun
Gondangdia. Integrasi dilakukan dengan menghubungkan antar
moda (KRL dengan Transjakarta dan moda transportasi umum
lainnya) yang lebih efektif serta untuk mengatasi permasalahan
lalu lintas di sekitar stasiun, berikut beberapa penataan stasiun

tahap 1 dan 2:

™

A
A
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Gambar I11-2
Stasiun yang dilakukan Penataan

Stasiun Tanah Abang Staslun Sudirman

Stasiun Jua

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Beberapa stasiun yang dilakukan penataan tahap 1 yaitu :

Tabel 11-68
Stasiun yang dilakukan Penataan Tahap 1
No Stasiun No Stasiun
1 | Tanah Abang 5 | Pal Merah
2 | Pasar Senen 6 | Tebet
3 | Sudirman 7 | Gondangdia
4 | Juanda 8 | Manggarai

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Terkait pengembangan kualitas dan integrasi Transjakarta
dengan moda lainnya, DKI Jakarta meraih Sustainable Transport
Award (STA) 2021 berdasarkan penilaian dari Institute for
Transportation and Development Policy (ITDP) atas program integrasi
antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan. Kota
pemenang STA ini diumumkan pada konferensi Transport Internasional
Mobilize 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada 26, 28 dan 30
Oktober 2020. Jakarta meraih penghaargaan setelah sebelumnya juga

meraih honorable mention atas keberhasilan dalam menaikkan jumlah

penumpang hingga 200 persen.
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Gambar 1I-3
Pengembangan Kualitas Integrasi Transjakarta dengan Moda Lainnya

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Beberapa stasiun yang dilakukan penataan tahap 2 dan
3 yaitu :

Tabel 11-69

Stasiun yang dilakukan Penataan Tahap 2 dan 3
No \ Stasiun No Stasiun

1 | Jakarta Kota 5 | Matraman

2 | Cawang 6 | Juanda
3 | Kebon Pala

4 | Jatinegara

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022, dilakukan penataan dan integrasi
stasiun di Kawasan stasiun. Stasiun yang dilakukan penataan
pada tahap 3 di tahun 2022 antara lain Stasiun Cawang, Stasiun
Jatinegara, Stasiun Juanda, dan Stasiun Matraman.

Untuk efisiensi anggaran, terdapat beberapa kegiatan
yang dimatikan dalam perubahan APBD dikarenakan Dinas
Perhubungan DKI Jakarta menjalankan kerja sama dengan

instansi lain sehingga pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh

instansi lain tanpa menggunakan dana yang bersumber dari
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APBD. Seperti contoh anggaran kegiatan yang dihapus adalah

kegiatan yang bekerja sama dengan ITDP sebagai berikut:

1. Survey ATP WTP

2. Kajian Pemanfaatan Pendapaan Jalan Berbayar Elektronik

3. Seleksi Tenaga Teknis dan Administrasi Sistem Jalan
Berbayar Elektronik

Sedangkan untuk penataan kawasan, telah dilakukan
penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham Bersama
antara PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia untuk
membuat perusahaan patungan Bernama PT Moda Integrasi
Transportasi Jabodetabek yang bertujuan menciptakan integrasi
yang efisien melalui penataan Kawasan Stasiun KRL
Commuterline yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada penataan Kawasan Stasiun Tahap Il yang menata
Kawasan Stasiun Palmerah, Stasiun Tebet, Stasiun
Manggarai, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Jakarta Kota
sumber pembiayaan berasal dari RSM/S dan KLB.

2. Pada penataan Kawasan Stasiun Tahap Il yang menata
Kawasan Stasiun Cawang, Stasiun Jatinegara, Stasiun
Juanda, Stasiun Matraman sumber pembiayaan berasal dari
anggaran PT Transportasi Jakarta

3. Pada penataan Kawasan Stasiun Tahap IV vyang
direncanakan akan menata Kawasan Stasiun Duren
Kalibata, Stasiun Cikini, Stasiun Pasar Minggu, Stasiun
Klender, Stasiun Grogol, dan Stasiun Karet sumber
pembiayaan berasal dari KLB.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan
pembenahan dan peningkatan pelayanan melalui
pengembangan dan peningkatan kualitas aparat Dinas
Perhubungan agar tetap dapat memberikan pelayanan secara
optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala
yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal
akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan

pihakpihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Dinas

Perhubungan.
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14) Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara
aman, andal dan Dberkelanjutan untuk mendukung
pembangunasn kota

Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan
secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung
pembangunan kota menjadi sasaran dalam perjanjian kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan indikator kinerjanya yaitu
Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Yang
Berkelanjutan sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022. Pencapaian
indikator tersebut pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel dibawah
ini:

Tabel 11-70
Pencapaian Indikator Persentase

Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang
Indikator Kinerja

Berkelanjutan

Sasaran  Lama _______ Baru Satuan Target | Realisasi Capaian
Meningkatnya Persentase Persentase % 0.15 0.32 213,3%
pemanfaatan energi penyediaan energi | bauran
dan ketenagalistrikan | dan energi baru
secara aman, handal ketenagalistrikan terbarukan
dan berkelanjutan yang berkelanjutan
untuk mendukung
pembangunan kota

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Di Tahun 2022, indikator Persentase Penyediaan Energi dan
Ketenagalistrikan Yang Berkelanjutan” menjadi "Persentase Bauran
Energi Baru Terbarukan (EBT)" karena dua alas an yaitu:

1. Karena Ketika menggunakan indikator energi berkelanjutan,
masih memasukkan urusan Penerangan Jalan Umum (PJU)
EBT dan PJU Hemat Energi, namun Ketika urusan energi
melebur ke disnaker dan urusan PJU masuk ke Dinas Bina
Marga, maka nomenklaturnya menjadi persentase bauran EBT

2. Perubahan ini juga mengacu kepada indikator sasaran strategi

di Kemen ESDM, yaitu: Tercapainya target Bauran Energi dan

Program Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
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Adapun perhitungannya masih sama yaitu Persentase
energi yang dihasilkan dari bahan non fosil/bisa diperbaharui
terhadap daya listrik yang dipasok dari pembangkit listrik di DKI
Jakarta kali 100%.

Untuk pencapaian sasaran tersebut, terdapat dua program
kegiatan dengan anggaran total sebesar Rp. 28.875.550.056,-
dengan capaian 64,72%, rincian kegiatan bisa terlihat dalam tabel

dibawah ini:

Tabel 1I-71
Program Pencapaian Indikator
Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan

Program Anggaran Realisasi Capaian

Program Pengelolaan Energi
Terbarukan
Program Pengelolaan 5.065.317.284 | 3.547.898.713 | 70,04%
Ketenagalistrikan

Total 28.875.550.056 | 18.689.504.536 | 64,72%

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah
oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

23.810.232.772 | 15.141.605.823 | 63,59%

Indikator ini menghasilkan efisiensi anggaran sebanyak
35,28% dengan capaian kinerja sebesar 213,33%. Hasil capaian
kinerja merupakan akumulasi capaian Persentase Bauran Energi
Baru Terbarukan dari tahun 2018-2021. Efisiensi terjadi karena
harga komponen PLTS Rooftop semakin murah, sehingga
Pemerintah bisa mendapatkan produk PLTS dengan harga yang
terbaik.

Tabel 11-72
Pencapaian Persentase

Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Yang Berkelanjutan

\[o] Sasaran Strategis Indikator .6 Ania  Amnn ARea

2018 2019 2020 2021 2022

1 Meningkatnya Persentase
pemanfaatan energi penyediaan 0 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.15
dan ketenagalistrikan | energy dan
secara aman, andal ketenagalistri
dan berkelanjutan kan yang
untuk mendukung berkelanjutan 0 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.32
pembangunan kota

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Pencapaian Persentase bauran energi baru terbarukan,
peningkatan persentase tersebut sangat dipengaruhi oleh proses
pembangunan Sumber energi dan ketenagalistrikan yang
berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, kontribusi
dari pihak pemerintah, perusahaan/swasta, dan masyarakat pada
beberapa tahun terakhir dalam membangun dan menggunakan
sumber daya energi baru terbarukan telah berdampak kepada
peningkatan persentase bauran energi baru terbarukan hingga 0,32
persen di Tahun 2022 (melebihi dari target 0,15 persen). Mengingat
potensi yang besar atas pemanfaatan energi ini, diharapkan akan
terjadi peningkatan yang lebih pesat pada tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022 telah mencapai 0,32 persen. Mengacu ke
renstra Kemen ESDM. Transisi energi menjadi salah satu dari tiga
topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, sehingga
energi baru terbarukan adalah sektor prioritas dalam pembangunan
Indonesia di masa depan.

Ke depannya, perekonomian Indonesia tentunya akan
semakin ekspansif, sehingga perlu meningkatkan kapasitas energi
untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Di sisi lain, Indonesia
juga berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi emisi global dalam
rangka mengantisipasi perubahan iklim, di mana Pemerintah telah
berkomitmen meraih Net Zero Emission di 2060.

15) Tersedianya Hunian yang Layak dan Terjangkau Bagi Seluruh
Lapisan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran

strategis guna tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi

seluruh lapisan masyarakat, mempunyai indikator sasaran yang

masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022 yaitu “Jumlah Backlog Hunian” sebesar 279.355

unit.
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Tabel 11-73
Jumlah Backlog Hunian

No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah Backlog

X Nilai 279.355 | 280.489 | 99,59%
Hunian

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan
capaian realisasi Capaian IKU bertujuan menurunkan backlog
hunian di Provinsi DKI Jakarta dengan target 279.355 unit realisai
280.489 dengan capaian 99,59. Adapun beberapa program/kegiatan
yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut,
diantaranya mempunyai Program Pengembangan Perumahan
dimana program tersebut serangkaian proses perencanaan,
pembangunan dan perawatan Rumah Susun Sewa yang diampu
oleh Bidang Perumahan dan kegiatan Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Provinsi Pada tahun 2022 terbangun 6 (enam) rumah susun dan
menyediakan 3.360 unit hunian laik huni dengan total pagu
anggaran Rp792.708.827.235.

Capaian Indikator Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut
dapat diperbandingkan dengan realisisasi kinerja dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD
2017-2022.

Tabel 11-74

Capaian Indikator Jumlah Backlog Hunian

Target
2018 2019 2020 2021 2022

Tersedianya hunian 294.756 | 293.290 | 291.696 | 290.584 | 287.755
yang layak dan

terjangkau bagi Realisasi

seluruh lapisan 294.756 | 294.756 | 294.756 | 292.153 | 288.393
masyarakat

\[o] Sasaran Strategis Indikator

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan Kondisi akhir dari backlog
hunian adalah 288.393 belum memenuhi target RPJMD
2017 — 2022, hal ini diakibatkan pada tahun 2020 adanya pandemi
Covid-19 sehingga terjadi kontraksi APBD provinsi DKI Jakarta yang
mengakibatkan dilakukannya efisiensi anggaran untuk dilaksanakan
dan dialihkan sehingga anggaran difokuskan pada penanganan
pandemi Covid-19.

Perbandingan dengan Tingkat Nasional:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM
Perumahan Rakyat terdiri atas:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana dengan Persentase 100 persen.

2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan
Persentase 100 persen.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM
secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat
Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi
DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga
pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar
digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara
keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi, Penerima
Pelayanan Dasar :

1. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap
rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.

2. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi
penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga
terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi

S

kriteria.
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Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman telah selesai membangun 6 (enam) Rumah Susun dan
menyediakan 3.360 unit hunian layak huni.

Program yang dilaksanakan terkait dengan jumlah backlog
hunian memilliki anggaran sebesar Rp. 795.358.112.457 dengan
realisasi sebesar Rp. 613.300.640.516 dan capaian 77,11%.

Tabel 1I-75
Program Jumlah Backlog Hunian
Tahun 2022 Capaian

Satuan Target Realisasi %
Jumlah Backlog Hunian Backlog 279.355 280.489 92,98%

Indikator Sasaran

Capaian

%
Program Pengembangan 795.358.112.457 | 613.300.640.516 | 71,11
Perumahan

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI

Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022

Program Realisasi

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah :

Tabel 1I-76
Data Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022
Capaian Penyerapan Tingkat
Kinerja  Anggaran  Efisiensi Keterangan
(%) (%) (%)

Sasaran Indikator
No

Strategis Sasaran

Tersedianya
hunian yang Terdapat
layak dan Jumlah efisiensi

1 | terjangkau Backlog | 99,59% 77,11% 22,48% | anggaran pada
bagi seluruh Hunian pengadaan
lapisan lahan
masyarakat

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,

diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Sasaran strategis Tersedianya hunian yang layak dan
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan capaian

99,59 persen dan penyerapan anggaran 77,11 persen sehingga
tingkat efisiensinya adalah 22,48 persen akibat adanya efisiensi
anggaran pada pengadaan lahan.
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Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama
yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan
peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan
wewenang yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berdasarkan dari hasil pengukuran dan
evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran
yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang
intensif antar PD dan UKPD, lintas sektor, dan pihak-pihak
terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta sehingga permasalahan yang muncul di
masyarakat dengan cepat dapat direspon.

2. Meningkatkan koodinasi dan kerjasama dengan pelaku
pembangunan baik BUMN/BUMD maupun swasta dan
perbankan lain sebagai bank pelaksana, agar mempermudah
masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak
huni.

16) Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan

Rencana Tata Ruang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran
strategis guna meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang mempunyai indikator sasaran yang
masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022 yaitu “Persentase penurunan pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dengan rencana” sebesar 27 persen.

Tabel 1I-77
Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Persentase penurunan

pemanfaatan ruang yang tidak Persen 23,93%
sesuai dengan rencana

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai
Dengan Rencana (Capaian 123,93%), indikator kinerja ini adalah
indikator yang bersifat invert. Penurunan Persentase Pemanfaatan
Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana terjadi setiap tahunnya
dan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 7,47 persen, yakni
dari 28,01 persen pada tahun 2021 menjadi 20,54 persen pada
tahun 2022. Capaian tersebut sangat baik dan dapat ditingkatkan
kinerja di tahun berikutnya melalui implementasi intensif kebijakan
penataan ruang yang meliputi penerapan Peraturan Zonasi dalam
pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas
pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan.

Capaian realisisasi kinerja dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen RPJMD dari awal tahun diperjanjikan
2018 - 2022:

Tabel 11-78

Capaian Realisasi Persentase
Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana

Target
2018 2019 2020 2021 2022

Persentase Pemanfaatan
Ruang Yang Tidak Sesuai Realisasi
Dengan Rencana 29% | 28,73% | 28,38% | 28,01% | 20,54%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah
oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sasaran Strategis

Capaian indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Yang
Tidak Sesuai Dengan Rencana sebesar 123,93 persen diperoleh

melalui pelaksanaan program dan kegiatan berbasis anggaran

dengan realisasi sebagai berikut:
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Program

Tabel 11-79
Program Capaian Indikator
Persentase Pemenfaatan Ruang

Kegiatan

ang

tidak Sesuai dengan Rencana

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Anggaran
%

Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan | Pemanfataan Ruang Daerah | 161.802.755.055 | 158.722.866.657 98,10%
Penataan Ruang | Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfataan 484.398.459 477.940.734 98,67%
Ruang Daerah Provinsi
Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Rencana 8.065.453.442 7.443.829.826 92,29%
Rinci Tata Ruang Provinsi
Sub Total 170.352.606.956 | 166.644.637.217 97,82%
Program Perencanaan Penggunaan
Penatagunaan Tanah yang Hamparannya
Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.874.324.700 1.773.781.700 94,64%
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Total 1.874.324.700 1.773.781.700 94,64%
Total 172.226.931.656 | 168.418.418.917 97,79%
Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai
Dengan Rencana (Tingkat Efisiensi 2,21%), Tingkat efisiensi pada
indikator kinerja utama ini diperoleh dari PASK dengan output
capaian 100 persen pada Program Penyelenggaraan Penataan
Ruang dan Program Penatagunaan Tanah. Dimana jumlah nilai
anggaran program tersebut sebesar Rp 172.171.315.656,00 dan
nilai realisasi sebesar Rp 168.366.002.917,00. Pada tingkat efisiensi
tersebut, mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase
Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana sebesar
123,93 persen. Ini menunjukkan kedua program tersebut berhasil
mendorong terjadinya penurunan pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana secara efisien, selain juga didukung oleh
pelaksanaan tupoksi rutin.

Adapun diluar program diatas, indikator tersebut juga
didukung dengan beberapa KSD (Kegiatan Strategis Daerah), yaitu:
1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform

Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB)
(KSD Nomor 17) dengan capaian 100 persen.
2. Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi

Bencana Iklim (KSD Nomor 72) dengan capaian 100 persen.
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3. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan
Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan
dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk
Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) dengan
capaian 100 persen.

4. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion
Olahraga Bertaraf Internasional (KSD Nomor 10) dengan
capaian 100 persen.

5. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit
Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) dengan capaian
100 persen.

6. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan
Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) dengan
capaian 100 persen.

7. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas
Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) dengan capaian
100 persen.

8. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan
Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation
Management (CRM) (KSD Nomor 60) dengan capaian
80 persen.

17) Meningkatnya Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran
strategis guna meningkatkan Profesionalitas dan Iklim Kerja

Aparatur, mempunyai 2 (dua) indikator sasaran yang masuk dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun

2022 diantaranya adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN

2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.

a) Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil
Negara) mempunyai 4 (empat) dimensi dalam mengukur indeks
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PANRB

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN, yaitu terdiri dari :
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1. Kualifikasi (bobot 25 persen)
Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal
terakhir yang telah dicapai.

2. Kompetensi (bobot 40 persen)
Kompetensi diukur dari indikator pelatihan klasikal dan non
klasikal.

3. Kinerja (bobot 30 persen)
Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.

4. Disiplin (bobot 5 persen)
Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman
disiplin yang pernah dialami yang meliputi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah
bersurat ke Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat
e-0786/RB.02.07 tanggal 30 Desember 2022 mengenai hasil
evaluasi capaian/realiassi Indeks Profesionalitas ASN Tahun
2022, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN)
sampai dengan saat ini belum diterbitkan, adapun timeline yang

ditetapkan sebagaimana berikut :

Tabel 11-80
Timeline Indeks Profesionalitas ASN
Waktu | Rincian Kegiatan
Instansi melakukan pemutakhiran data riwayat
April — Desember 2022 kepegawaian terkait dimensi penilaian IP ASN
pada SAPK.

1. Direktorat jabatan ASN melaksanakan
rekonsiliasi data dari SAPK ke Aplikasi IP
ASB secara berkala

2. Instansi melakukan konfirmasi pengukuran IP
ASN Tahun 2021 ke aplikasi ASN dengan
mengupload surat pernyataan

. Direktorat jabatan ASN melakukan penyusunan
Februari 2023 laporan dan publikasi nilai IP ASN

Sumber: LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Desember 2022
s.d
Januari 2023
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Dalam pelaksanaannya Indeks Profesionalitas ASN
terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang memegang Indikator
tersebut yaitu Badan Kepegawaian Daerah (Dimensi Kualifikasi,
Kinerja dan Disiplin) dan Badan Pembangunan Sumber Daya
Manusia (Dimensi Kompetensi).

Perbandingan Capaian Tahun sebelumnya pada

dimensi Kulaifikasi, kinerja dan disiplin dalam dokumen RPJMD,

yaitu :
Tabel 11-81
Perbandingan Indeks profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin
N Sasaran Indikator Target
Strategis 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Indeks 53,96 | 53,97 | 43,24 -
Pemanfaatan profesionalitas Realisasi
; | RuangYang | ASN (Dimensi | 47,09 | 41,36 | 43,24 | 4212 | N/A |
Tidak Sesuai Kualifikasi,
Dengan Kinerja dan Capaian
Rencana Disiplin)

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun terkait dengan capaian tahun sebelumnya pada

dimensi Kompetensi sesuai RPJMD yaitu :

Tabel 11-82
Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi
Sasaran Target

Indikator

Strategis AONRS AONRS) 2020 2021 2022
Mewujudkan
SDM aparatur 3597 | 332 | 34 .| 312
berintegritas
yang mempunyai
kompetensi
sebagai agen Indeks
perubahan, profesionalitas | 3597 | 3917 | 30.82 | 383 | N/A
penggerak ASN (Dimensi
partisipasi Kompetensi) .
warga, melayani Capaian
warga dan
menyelesaikan 100% | 117.98% | 91% | 123.81% | 100%
permasalahan
jakarta

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Analisis perbandingan data capaian tahun 2022 dengan
tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah
(tahun 2022) pada indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja
dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN belum dapat
dilakukan mengingat sampai dengan laporan ini disusun belum
dapat dipubliktasikan karena masih dalam tahap konfirmasi
pengukuran, verifikasi dan validasi oleh Direktorat Jabatan ASN
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi IP ASN.

Namun mengacu pada data tabel diatas, dapat diketahui
bahwa capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi
Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Disiplin) dari tahun 2018
sampai dengan 2020, adapun beberapa kegiatan yang
dilakukan secara rutin diantaranya :

1. Pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan
pendidikan PNS

2. Pelaksanaan bimtek pembinaan disiplin pegawai secara
berkala

3. Supervise dan monitoring penyusunan SKP dan PPK
Perangkat Daerah secara berkala

4. Sinkronisasi data pegawai dalam SIMPEG dan SAPK
melalui kegiatan rekonsiliasi secara berkala dengan BKN.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan
nilai capaian indeks profesionalitas ASN melalui Badan
Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mempunyai beberapa program, yaitu terdiri dari :
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Tabel 11-83

Program Peningkatan Nilai Capaian Indeks Profresionalitas ASN

PERANGKAT

PROGRAM

CAPAIAN

DAERAH

Sasaran : Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur
Indikator : Indeks profesionalitas ASN
1 | BKD Program 13.907.362.324 | 13.083.701.235 94,08
Kepegawaian
Daerah
2 | BPSDM Program 12.484.989.306 | 12.482.593.106 99,98
Kepegawaian
Daerah
3 | BPSDM Program 40.975.446.653 | 40.119.648.024 97,91
pengembangan
Kompetensi
SDM
Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan

Reformasi Birokrasi Setda

Selain program diatas indeks profesionalitas ASN juga

memiliki KSD (kegiatan strategis daerah) Nomor 64 Jakarta

Public Policy Center (JPPC) dengan rencana aksi sebagai
berikut :

Kegiatan Strategis Daerah

Renaksi

Tabel 11-84
pada Indeks Profesionalitas ASN

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Capaian

Terlaksananya Terlaksananya
Pemutakhiran | pemutakhiran pemutakhiran database
Database database pengembangan
1 . . 100%
Pengembangan | pengembangan kompetensi melalui
Kompetensi kompetensi melalui | SAPK
SAPK
Jumlah Peserta Surat Tanda Tamat
5 Peningkatan pengembangan Pendidikan Pelatihan 100%
Kapasitas ASN | kompetensi ASN (STTP) dan sertifikat
DKI Jakarta kepesertaan
Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan

Reformasi Birokrasi Setda

Berikut beberapa faktor penghambat sehingga terjadi

penurunan capaian, yaitu :

1. pada tahun 2021 pada dimensi kinerja dan kualifikasi

mengalami penurunan capaian dari 100 persen menjadi 90

persen. Dimensi kualifikasi dinilai dari aspek pendidikan

formal PNS dengan bobot 25 persen dengan standar

dihitung dari jenjang pendidikan sampai dengan yang
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terendah, berdasarkan data per Desember 2022, dari total
54.577 pegawai sebanyak 93,24 persen pegawai jenjang
pendidikan nya masih Strata 1 (S1) kebawah, dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 11-85
Pendidikan Formal ASN Tahun 2022
Pendidikan J‘Xgﬁh Pendidikan J‘Xgﬁh Pendidikan Jin;ﬁh
S3 71 D4 201 SMA 12.689
S2 3.619 D3 5.188 SMP 379
S1 31.439 D2 715 SD 134
D1 142
Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi

dan Reformasi Birokrasi Setda

Terkait dengan data diatas, solusi yang diusulkan
yaitu Pemprov DKI Jakarta mendorong pegawai yang
jenjang pendidikannya SMA kebawah untuk melanjutkan
jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Penurunan pada dimensi kinerja disebabkan karena masih
terdapat beberapa pegawai yang tidak menyusun penilaian
prestasi kerja (PPK) Tahun 2021 yang mayoritas adalah
ASN dengan jabatan fungsional Guru, dan solusi yang coba
dilakukan  yaitu = melakukan  sosialisasi  kewajiban

penyusunan baik sasaran kerja pegawai maupun penilaian
prestasi kerja bagi seluruh ASN Provinsi DKI Jakarta
dengan menerbitkan SE Sekda No 16/SE/2022 tentang
Penyusunan dan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai
Tahun 2022.

b) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuali
Standar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator

persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar

dengan target sebesar 60 persen, adapun analisis capaiannya :
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Tabel 11-86
Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar

\[o] Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Persentase Gedung Pemda

0,
Yang Memenuhi Standar Persen 60 60,10 100,17%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah
oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Indikator Kinerja Persentase Gedung Pemda Yang
Memenuhi Standar adalah Indikator Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur Yang Sesuai Standar pada Rencana
Strategi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
(Renstra DCKTRP) tahun 2018 - 2022 dan Rencana
Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 — 2022.
Perubahan ini telah disesuaikan pada RPJMD Perubahan.
Namun, RPJMD Perubahan tidak jadi digunakan, sehingga
antara RPJMD dan Indikator Kinerja ini memiliki perbedaan
nomenklatur. Namun secara substansi adalah indikator yang
sama.

Realisasi indikator kinerja Persentase Gedung Pemda
Yang Memenuhi Standar pada tahun 2022 sebesar 60,10
persen sedikit lebih besar dari target yang ditetapkan yakni 60
persen dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,17 persen.
Namun jika dibandingkan capaiannya di tahun 2021, terjadi
penurunan kinerja sebesar 1,14 persen, dari capaian sebesar
101,31 persen (tahun 2021) menjadi sebesar 100,17 persen
(tahun 2022). Penurunan capaian disebabkan kenaikan realisasi
indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 1,34 persen Tahun
2021 sebesar 58,76 persen, Tahun 2022 sebesar 60,10 persen
masih lebih rendah dari kenaikan targetnya sebesar 2 persen
Tahun 2021 (58 persen)/Tahun 2022 (60 persen). Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun capaian melebihi 100,00 persen,
langkah-langkah yang dilaksanakan untuk meningkatkan
persentase gedung pemda yang memnuhi standar mengalami
penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Namun demikian,

capaian tersebut masih cukup baik dan dapat ditingkatkan
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kinerja di tahun berikutnya melalui optimalisasi pendataan dan
pemutakhiran data bangunan Gedung Pemda
Adapun capaian persentase gedung Pemda yang

memenuhi standar Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai

dengan Tahun 2022, yaitu :

Tabel 11-87
Capaian Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Target 52% 54% 56% 58% 60%
Gedung Pemda
Yang Memenuhi | Realisasi 55% 57,60% 58,65% | 58,76% | 60,10%
Standar
Sumber:  LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar
(Capaian 100,17 persen) Capaian indikator Persentase Gedung
100,17 persen

diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan berbasis

Pemda Yang Memenuhi Standar sebesar

anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 11-88
Program Pendukung Capaian Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar

Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Penetapan dan
Program Penyelengga-raan
Penataan | Bangunan Gedung | o5g 555 574 535 | 251.564.286.414 | 97,41%
Bangunan | untuk Kepentingan
Gedung Strategis Daerah
Provinsi

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja utama ini
diperoleh dari PASK dengan output capaian 100 persen pada
Program Penataan Bangunan Gedung. Dimana jumlah nilai
anggaran program tersebut sebesar Rp 252.020.471.118,00 dan
nilai realisasi sebesar Rp 247.173.881.824,00 dengan tingkat
efisiensi 1.92 persen dan pada tingkat efisiensi tersebut, mampu
menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase Gedung
Pemda Yang Memenuhi Standar sebesar 100,17 persen. Ini

menunjukkan program tersebut berhasil mendorong terjadinya
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peningkatan persentase gedung pemda yang memenuhi standar
secara efisien, selain juga didukung oleh pelaksanaan tupoksi
rutin.
Adapun terdapat 1 (satu) Kegiatan Strategis Daerah
(KSD) ikut mendorong capaian indikator tersebut yaitu KSD
Nomor 14 dengan rencana aksi yaitu Persentase penyelesaian
rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
Capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100,00 persen turut
mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase Gedung
Pemda Yang Memenuhi Standar sebesar 100,17 persen dengan
penyerapan anggaran sebesar 97,41 persen.
18) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Taktis dan Adaptif
Berbasis Data, serta Model Organisasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran
strategis guna terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel, mempunyai 6 (enam)
indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diantaranya adalah:
1. Nilai Predikat AKIP.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
Indeks Reformasi Birokrasi.
Skor EKPPD

Opini Laporan Keuangan Daerah

o 0 b~ W

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi
dalam Komunikasi Perangkat Daerah
a) Nilai/Predikat AKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

™

A
A
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Tabel 11-89
Nilai/Predikat AKIP

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

1 | Nilai/Predikat AKIP Nilai 91 80,51 88,47

Sumber : LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat
akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome)
terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented
government) serta memberikan saran perbaikan yang
diperlukan. Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
telah disampaikan dalam sistem informasi esr.menpan.go.id
pada tanggal 10 Februari 2023 dimana hasil evaluasi tersebut
dengan nomor B/789/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022
perihal Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2022, adapun nilai yang diperoleh yaitu 80,51
dengan Predikat “A” dengan rincian hasil evaluasi sebagai
berikut :

Tabel 11-90
Komponen Penilaian AKIP

Komponen yang Dinilai

1 | Perencanaan Kinerja 30 25,53
2 | Pengukuran Kinerja 30 24,21
3 | Pelaporan Kinerja 15 12,37
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 18,40
Nilai Hasil Evaluasi 100 80,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja A

Sumber: LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun capaian Nilai/Predikat AKIP Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai dengan Tahun
2022, yaitu :
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Tabel 11-91
Capaian Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 — 2022

2018 2019 2020 2021 2022

Target A A A A (81) AA(91)

"::'("’I‘gpredikat Realisasi | BB(71.04) | BB(73.84) | BB(74.41) | A(80.10) | A(80.51)
Capaian | 87,70% | 91,16% | 91,86% | 98,88% | 88,47%

LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sumber :

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian nilai AKIP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 yaitu 0.41 poin

dari tahun sebelumnya yaitu 80.10.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 antara lain :

1. Memfasilitasi pembentukan Tim Penyelenggara sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Inspektur
Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua I.

2. Menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu
kegiatan strategis daerah, dimana seluruh Perangkat
Daerah terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan.

3. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP PD Tahun
2022.

4. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
guna meningkatkan pemahaman terkait dengan sistematika
penulisan sesuai dengan aturan.

5. Melakukan

dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi DKI

Pendampingan dan fasilitasi penyusunan
Jakarta.

6. Sebagai perbandingan pada skala nasional untuk tingkat

DKI

berada di urutan kedua dalam perolehan peringkat AKIP

Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jakarta

dengan mendapat nilai (80,10) predikat “A” lebih baik dari
tahun sebelumnya yaitu predikat “BB” dengan nilai (74,41),
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Berikut capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda

tahun 2022 oleh Menpan RB secara Nasional diumumkan pada
Link Youtube KemenPANRB :

Tabel 11-92
Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda Tahun 2022
Provinsi / Kota / Predikat Provinsi / Kota / Predikat
Kabupaten Kabupaten
1 PrQV|nS| Daerah AA 9 P.rovm3| Kalimantan BB
Istimewa Yogyakarta Timur
2 | Provinsi DKI Jakarta A 10 | Provinsi Kalimantan BB
Utara
3 | Provinsi Jawa Barat A 11 Pro_\/|n3| Kep. Bangka BB
Belitung
4 | Provinsi Jawa Tengah A 12 | Kota Bandung A
5 | Provinsi Jawa Timur A 13 | Kota Bogor BB
Provinsi Kalimantan Kabupaten
6 A 14 .
Selatan Banyuwangi
7 Provinsi Kalimantan BB 15 | Kota Yogyakarta A
Barat
8 Provinsi Kalimantan B 16 | Kota Surakarta BB
Tengah

Sumber : Penyerahan hasil evaluasi SAKIP & RB Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022, diolah
oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

Tabel 11-93
Program Pendukung Capaian Nilai/Predikat AKIP
PERANGKAT

DAERAH PROGRAM REALISASI CAPAIAN

Indikator : Nilai / Predikat AKIP
1 | Inspektorat Program
penyelenggaraan 6.485.471.960 | 4.734.417.000 | 73,00%
pengawasan

2 | Bappeda Program
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
daerah

Program koordinasi
dan sinkronisasi
perencanaan 2.164.751.800 | 2.067.579.000 95,51
pembangunan
daerah

28.592.221.251 | 27.912.477.203 97,62
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PERANGKAT
NO DAERAH PROGRAM PAGU REALISASI  CAPAIAN
3 | Biro Program Penataan
Organisasi Organisasi
dan (pendampingan dan
Reformasi fasilitasi ) i
Birokrasi penyusunan LKIP
PD
37.242.445.011 | 34.714.473.203 | 93,21%

Sumber : LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam
program penunjang IKM tahun 2022 mencapai realisasi sebesar
Rp. 34.714.473.203 dari total pagu anggaran sebesar
Rp. 37.242.445.011 atau capaian sebesar 93,21 persen dengan
capaian efisiensi sebesar 6,79 persen dari nilai total anggaran.

Selain didukung dengan program-program diatas,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis
Daerah (KSD) Nomor 39 dengan beberapa renaksi yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda,
Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022

2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

3. Penyusunan BAB Il LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun
2021

4. Pelaksanaan Reviu Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja
pada BAB Il LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021

5. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP seluruh
Perangkat Daerah

6. Penyusunan Pengembangan Dashboard Kinerja

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah

dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai

capaian/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022.
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Berikut beberapa hal yang perlu diperhadikan guna
meningkatkan nilai/predikat AKIP berdasarkan dokumen LHE
AKIP KemenPANRB, yaitu :

1. Masih terdapat nya perencanaan kinerja sebagian PD yang
menetapkan sasaran strategis yang belum sepenuhnya
berorientasi outcome dan indikator kinerja yang dimiliki
belum sepenuhnya relevan dan mendorong continuous
improvement dari kondisi kinerja yang telah ditetapkan.

2. Penjenjangan kinerja yang telah dimiliki berdasarkan
kerangka berpikir logis dan belum sepenuhnya mengacu
pedoman perjenjangan kinerja sesuai Permen PANRB
No 89 Tahun 2021 yang mengutamakan critical success
factor (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antar level.

3. Sistem pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang belum
sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi terjadi
ketidaksesuaian antar Perangkat Daerah dengan individu
pegawai.

4. Masih terdapatnya laporan kinerja sebagai PD yang belum
menginformasikan secara detail setiap pencapaian indikator
kinerja yang dimiliki, sehingga belum optimal dimanfaatkan
sebagai pencapaian kinerja.

5. Belum sepenuhnya data kinerja dalam laporan kinerja
digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun
berikutnya.

6. Laporan evaluasi belum memberikan temuan dan
rekomendasi yang cukup serta konkrik sesuai dengan
permasalahan utama yang dialami Perangkat Daerah dalam
implementasi SAKIP.

7. Monitoring atas tindak lanjut rekomentasi hasil evaluasi
AKIP Perangkat Daerah yang belum disampaikan belum
dilakukan secara berkala, sehingga evaluasinya belum
sepenuhnya dapat mendorong perbaikan dan peningkatan
capaian kinerja tingkat Perangkat Daerah yang akan

berpengaruh juga pada tingkat Pemerintah Daerah.
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Sehubungan dengan beberapa hal yang perlu
diperhatikan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun
2023 akan terus melakukan perbaikan guna meningkatkan
capaian AKIP di tahun 2023 dengan perbaikan
program/kegiatan yang nantinya akan tertuang dalam dokumen
RPD dan KSD.

b) Indeks Kepuasan Masyarakat

Terkait dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 mempunyai
target Indikator sasaran dengan nilai 88,50 sesuai dengan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 11-94
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 88,50 90,43 102,18

Sumber : Laporan SKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data realisasi diatas, maka dapat
dijelaskan bahwa Indikator sasaran Indeks Kepuasan
Masyarakat mencapai nilai capaian sebesar 102,18 dari target
88,50. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan
oleh 12 Dinas Daerah dan 6 Kabupaten/Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta, dengan melaksanakan kegiatan Survei
Kepuasan Masyarakat, berikut Perangkat Daerah yang

melaksanakan SKM pada Tahun 2022, yaitu :

Tabel 11-95

Perangkat Daerah yang Melaksanakan SKM Tahun 2022
No Perangkat Daerah

1 | Kota Adm. Jakarta Utara 10 E:)ntgs Pertamanan dan Hutan

Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Adm. Jakarta Timur 12 Dinas PM dan PTSP

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

2 | Kota Adm. Jakarta Pusat 11

4 | Kota Adm. Jakarta Barat 13

5 | Kota Adm. Jakarta Selatan 14
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No Perangkat Daerah

Kabupaten Adm. Kepulauan 15
1000

7 | Dinas Sosial

6 Dinas Kebudayaan

16 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

8 | Dinas Kesehatan 17 Dinas Perhubungan

9 | Dinas Pendidikan 18 Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman
Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun beberapa unsur pelayanan yang dilakukan
dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu :
Persyaratan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Waktu Penyelesaian
Biaya/Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

© 0 N o g~ wDdhPE

Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
menggunakan aplikasi si JAKI yang dikelola oleh UP. Statistik
dan Jakarta Smart City yang keduanya merupakan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Tabel 11-96
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pe’:il:;)si interval Konversi SKM Pell\:l;::]an ISQIZGZnL;r:t
1 1.00 - 2.59 25.00 - 64.99 D Tidak Baik
2 2.60 - 3.06 65.00 - 76.60 C Kurang Baik
3 3.07-3.53 76.61 - 88.30 B Baik
4 3.54-4.00 | 88.31-100.00 A Sangat Baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diklasifikasikan

ke dalam beberapa kategori, terdiri dari :
1) Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2022
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Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

dilakukan 3 (tiga) bulan sekali pada masing-masing Dinas

Daerah, terdiri dari :

Tabel 11-97
Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2022
Triwulan
Perangkat Daerah Responden

1 | Dinas Pendidikan 2,530 81.19 84.68 85.92 82.59 83.59
2 | Dinas Gulkarmat 4,798 83.35 | 85.78 | 83.50 86.84 | 84.86
3 | Dinas PMPTSP 51,008 89.79 90.43 91.32 92.04 90.89
4 | Dinas Dukcapil 23,309 96.77 | 98.12 | 99.07 99.06 | 98.25
g | Dinas Pertamanandan |, ;40 86.87 | 87.11 | 87.27 | 86.26 | 86.88

Hutan Kota
6 | Dinas Sosial 2,282 86.22 88.10 89.31 89.23 88.21
7 | Dinas Pariwisata dan 2,094 40.73 | 82.47 | 8551 | 83.78 | 73.12

Ekn.Kreatif
8 | Dinas Kebudayaan 4,889 86.37 | 87.83 | 91.68 90.18 | 89.01
9 | Dinas Perhubungan 6,910 85.93 85.26 87.24 86.85 86.32
10 | Dinas Perpustakaan 410 8461 | 90.29 | 91.73 | 89.60 | 89.06

dan Kearsipan

Dinas Perumahan
11 Rakyat dan KP 23,618 81.68 82.12 83.34 82.17 82.32
12 | Dinas Kesehatan 86,602 85.74 86.59 87.03 87.75 86.77

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

2) Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2022
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
terhadap 6 (enam) bidang pelayanan yakni PPSU,
Ketertiban Umum, RPTRA, PKK, Posyandu dan Jumantik
dimana pada tingkat wilayah berikut data capaian dimasing-

masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi:

Tabel 11-98
Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2022

Perangkat Daerah Perangkat Daerah

1 Kota Adm. Jakarta Utara | 94.81 4 Kota Adm. Jakarta Barat 93.59
2 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 95.86 5 Kota Adm. Jakarta Selatan 91.84
3 Kota Adm. Jakarta Timur | 93.48 6 Kabupaten Adm. Kep. 1000 89.45
Total 6 Perangkat Daerah 93.17
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™

A
A

Indikator
Sasaran
1 | Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Tabel 11-99
Program Pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat

Program/Kegiatan/
Subkegiatan

Program Penataan
Organisasi

109.200.000

Realisasi

109.200.000

Capaian

100

Efisiensi

Peningkatan
pemahaman aparatur,
pembinaan dan evaluasi
terkait survei kepuasan
masyarakat

4.000.000

4.000.000

100

Pembinaan Penyusunan
Proposal Inovasi
Pelayanan Publik

40.950.000

40.950.000

100

Sosialisasi dan
Pendampingan
penyusunan proposal
inovasi pelayanan publik

5.400.000

5.400.000

100

Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi standar
pelayanan pada 18
UPD/UPT

40.950.000

40.950.000

100

Pelaksanaan
pemantauan pelayanan
publik melalui metode
mistery shopping pada
15 UPD/UPT

27.300.000

27.300.000

100

Program pengelolaan
Kota Administrasi
(Jakarta Pusat)

11.075.889.275

9.477.906.156

85,57

Program Pengelolaan
Kota Administrasi
(Jakarta Timur)

13.703.419.749

12.787.871.434

93,32

Program pengelolaan
Kota Administrasi
(Jakarta Utara)

10.151.578.722

8.898.870.556

88

Program pengelolaan
Kota Administrasi
(Jakarta Selatan)

17.320.367.396

15.432.959.250

83,06

Program pengelolaan
Kota Administrasi
(Jakarta Barat)

13.740.812.391

10.783.125.952

78,48

Program pengelolaan
Kota Administrasi
(Kabupaten Administrasi
Kepulauan 1000)

8.257.608.919

8.044.505.588

97,42

Total

74.368.276.452

65.543.838.936

88,13%

Sumber :

6 Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Pada point huruf a diatas maka nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 diperoleh dari
nilai komulatif data capaian IKM dari masing-masing
Perangkat Daerah dibagi dengan jumlah Perangkat Daerah

yang melaksanakan SKM.

L . . Komulatif Nilai Capaian 12 Perangkat Daerah
Nilai IKM Provinsi = X 100
12 Perangkat Daerah

Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, maka
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2022 mendapat nilai 90,43 masuk pada
mutu layanan “Baik”.

Berikut data capaian IKM jika diperbandingan
dengan data pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Sesuai dengan data diatas maka dapat disimpulkan
bahwa realisasi capaian pada indikator sasaran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terlihat peningkatan cukup
signifikan dari data tahun 2018 yang memperoleh
83,76 point dan pada tahun 2022 mencapai nilai 90,43 dari
nilai target tahun 2022 sebesar 88,50 atau capaian 102,18.

Adapun program yang mendukung indikator tersebut
yaitu:

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap
dalam program penunjang IKM tahun 2022 mencapai
realisasi sebesar Rp. 74.368.276.452 dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 65.543.838.936 Atau capaian
sebesar 88,13 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna
meningkatkan  Indeks Kepuasan Masyarakat juga
mempunyai Kegiatan Strategis Daerah Nomor 61

“‘Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan” dengan

rencana aksi, terdiri dari :
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1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada
Kota Adm. Provinsi DKI Jakarta

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada
Kabupaten Adm. Provinsi DKI Jakarta

3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada
12 Dinas daerah sesuai Kepgub No 426 Th 2022
tentang Unit pelayanan publik pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat.

4. Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang
PD Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

5. Optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM).

Terkait dengan perbandingan capaian IKM tidak
dapat dibandingkan dengan daerah lain.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat :

Masih terdapat beberapa dinas yang dalam kondisi
Pandemi Covid-19 tidak dapat melaksanakan survei
Kepuasan masyarakat eksternal, dikarenakan ditutupnya
pelayanan untuk umum selama masa survei berlangsung

Perlu ditingkatkannya pengetahuan SDM terkait
dengan pelaksanaan SKM pada masing-masing unit
pelayanan, agar pelayanan tidak kendala dengan
ketidakpahaman pelayanan dalam melayani layanan.

Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana guna
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
pengguna layanan.

¢) Indeks Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025 dan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi, Kementerian PANRB telah
melakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB)
pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini

berlangsung pada 5 September 2022 dengan berpedoman

™

A
A
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan target
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yaitu nilai 91 dengan
Predikat BB, dan predikat baik.

Evaluasi adalah proses untuk mengevaluasi kembali
informasi yang diperoleh dari monitoring. Tujuan dari evaluasi
adalah untuk memastikan bahwa program atau kegiatan
tersebut dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.
Dengan demikian, evaluasi merupakan bagian penting dari
proses perencanaan dan pengambilan keputusan, karena
memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan
kualitas dan hasil dari program atau kegiatan tersebut. Hasil
Evaluasi atas implementasi RB pada Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi telah diperoleh pada 10 Februari 2023
dengan nomor surat B/719/RB.06/2022 tanggal 6 Desember
2022.

Adapun hasil evaluasi tersebut jika dibandingkan
dengan target RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022,

terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11-100
Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Sas Satuan Target REEUREY] Capaian

1 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 91 78,98 86,79%

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017-2022, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut rincian komponen terkait dengan Indeks

Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, yaitu sebagai berikut :
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Tabel 11-101
Komponen Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Komponen Penilaian

A | Komponen Pengungkit
I. Pemenuhan 20,00 | 14,30 | 14,48
Il. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 6,31 | 7,25
lll. Reform 30,00 | 23,99 | 24,00
Total Komponen Pengungkit 60,00 | 44,60 | 24,00
B | Komponen Hasil
1 | Akuntabilitas Kinerja dan keuangan 10,00 8,21 | 8,64
2 | Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,62 | 9,47
3 | Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,35 | 8,53
4 | Kinerja Organisasi 10,00 9,11 | 6,61
Total Komponen Hasil 40,00 | 34,28 | 33,25
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 | 78,88 | 78,98

Sumber : LHE IRB Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan
berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada
area pemenuhan dan reform.

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta sebanyak 10 (sepuluh) hasil antara telah dilakukan

pengukuran oleh instansi leading sector dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 11-102
Area Perubahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
. Nilai Nilai

Hasil Antara 2021 2022 Sumber Data
1 | Sistem Merit 0-400 | 310,5 | 335,5 | KASN
2 | Kualitas Kebijakan 0-100 | 29,80 | 29,80 | LAN
3 | ASN Profesional 0-100 | 73,71 | 81,16 | BKN
4 Sistem Pemerintahan Berbasis 0-5 3.47 3.67 | KemenPANRB

Elektronik (SPBE)
Kualitas Pengelolaan

5 0-100 | 41,11 | 65,10 | LKPP
Pengadaan Barang dan Jasa

6 | Kualitas Pelayanan Publik 0-5 4,38 | 4,40 | KemenPANRB

7 | Kapabilitas APIP 0-5 2 3 BPKP

8 | Maturitas SPIP 0-5 3 3 BPKP

g |Kepatuhan terhadap Standar | 14 | gg 73 | 81,86 | Ombudsman RI

Pelayanan Publik
10 | Kualitas Pengelolaan Arsip 0-100 | 80,32 | 87,64 | ANRI

Sumber: LHE IRB Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan hasil
antara yaitu : sistem merit, Kualitas Kebijakan, ASN Profesional,
SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
kualitas pelayanan publik, kapabilitas APIP dan kualitas
pengelolaan arsip.

Berikut perbandingan capaian Indeks Reformasi
Birokrasi Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2018 -2022 yaitu:

Grafik 11-20
Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

2018 2019
m Tamget 68 73
ORealisasi 7092 74.57

Adapun tindak lanjut hasil evaluasi implementasi RB
tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

pada Tahun 2022 dapat terlihat dalam matriks di bawah ini:
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Rekomendasi

Mengupayakan perbaikan segera terhadap
penilaian hasil antara yang belum baik,
antara lain untuk kualitas pengadaan barang
dan jasa, kualitas kebijakan dan ASN
Profesional

Tabel 11-103
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi

Rencana Aksi Tindak Lanjut

- Upaya dan rencana BPPBJ terkait perbaikan nilai
hasil antara kualitas pengadaan barjas dapat dilihat
pada tautan https://bit.ly/TL-BPPBJ

https://bit.ly/TL-BPPBJ

Waktu Pelaksanaan

https://bit.ly/TL-BPPBJ

- Upaya dan rencana Biro Hukum terkait perbaikan
nilai hasil antara kualitas kebijakan dapat dilihat pada
tautan https://bit.ly/RenaksiKualitasKebijakan dan data
dukung https://bit.ly/RencanaAKsiRB22BiroHukum

https://bit.ly/RenaksiKualita
sKebijakan

https://bit.ly/RenaksiKualitas
Kebijakan

- Proses rekonsiliasi data dengan Direktorat Jabatan
ASN BKN

IP ASN Baik (= 81)

Januari - April 2022

2 Mengoptimalkan peran agen perubahan
dalam internalisasi pembangunan reformasi
birokrasi melalui monitoring dan evaluasi
terhadap rencana aksi agar tampak
perubahan yang dilakukan

- Upaya dan rencana BKD terkait optimalisasi peran
agen perubahan dapat dilihat pada tautan
https://bit.ly/3BmdTC1

https:/bit.ly/3BmdTC1

https:/bit.ly/3BmdTC1

3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
quick wins yang telah ditetapkan sehinga
dapat diliat capaian data kuantitatif
(dokumen RPJMD dan Kegiatan Strategis
Daerah (KSD-40 quick wins)

- Monev quick wins dapat di lihat di tautan
https://bit.ly/MonevQuickWins2022

https://bit.ly/MonevQuickWi
ns2022

https://bit.ly/MonevQuickWin
s2022

4 Melakukan internalisasi core value ASN
BerAkhlak

- Upaya dan rencana BKD terkait internalisasi Core
Value ASN dapat dilihat pada tautan
https://bit.ly/3BmdTC1

https://bit.ly/3BmdTC1

https://bit.ly/3BmdTC1

melaksanakan pengukuran tingkat
pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan)
area pembangunan reformasi birokrasi dan
budaya kerja yang telah diinternalisasi atau
sosialisasikan terhadap seluruh pegawai

Sejak tahun 2021, Nilai PMPRB menjadi Perkin PD,
Pengukuran pemahaman pegawai melalui
peningkatan target nilai Perkin PD dari 92% di tahun
2021 manjadi 95% di tahun 2022

42 PD mengisi LKE
PMPRB

Jan- Des 2022

5 Meningkatkan monitoring dan evaluasi
terhadap unit kerja yang melakukan
pembangunan Zona Integritas sehingga
dapat menjadi pemicu percepatan
pelaksanaan reformasi birokrasi melalui
berbagai inovasi terkait penerapan
manajemen internal, sistem pengawasan,

dan sistem integritas di tingkat unit kerja

Disamping penggunaan LKE ZI secara daring juga
penggunaan metode Survei Skala Kualitas Layanan
(SKL) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada
42 UKPD

Ditetapkannya UKPD
berpredikat WBK dan
WBBM oleh Kementerian
PANRB

Jan - Des 2022
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Rekomendasi

6 Meningkat efektivitas pengawasan internal
pemerintah oleh aparat pengawas intern
pemerintah (APIP) dengan melakukan
upaya peningkatan kapabilitas APIP

Rencana Aksi Tindak Lanjut

- Upaya dan rencana Inspektorat terkait peningkatan
kapabilitas APIP dapat dilihat pada tautan
https://https://bit.ly/TL-Inspektorat

https://bit.ly/TL-Inspektorat

Waktu Pelaksanaan

https://bit.ly/TL-Inspektorat

7 Selain pemantauan dan evaluasi terhadap
pengaduan masyarakat dan kebijakan
keterbukaan informasi publik, Pemprov DKI
Jakarta diharapkan dapat menyusun laporan
hasil monitoring dan evaluasi yang telah
dilakukan sehingga dapat menjadi bahan
perbaikan di tahun berikutnya

Untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam
KSD 60 terdapat Rencana Aksinya yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat - Biro
Pemerintahan Penanggung Jawab

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap SKPD
yang Tidak Memenuhi Kriteria Ketuntasan Pengaduan
Masyarakat - Inspektorat Penanggung Jawab

Targetnya :

1. Biro Pemerintahan

a. Laporan Monitoring dan
Evaluasi Terhadap SKPD
yang Tidak Memenuhi
Kriteria Ketuntasan
Pengaduan Masyarakat
b. Townhall Meeting

2. Inspektorat -
Tersusunnya Laporan
monitoring dan evaluasi
terhadap SKPD yang Tidak
Memenuhi Kriteria
Ketuntasan Pengaduan
Masyarakat untuk
selanjutnya disampaikan
kepada SKPD dimaksud
untuk selanjutnya
disampaikan ke Asisten
Pemerintahan

Waktu Pelaksanaannya:

1. Biro Pemerintahan

a. Pelaksanaan Monev pada
B-03 dan B-09

b. Pelaksanaan Townhall
Meeting pada B-06 dan B-12

2. Inspektorat - Pelaporan
disampaikan setiap triwulan
kepada Asisten
Pemerintahan

Penyusunan laporan hasil monev terkait pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov. DKI Jakarta
sebagai bagian dalam Laporan Tahunan Pelayanan
Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta

Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Publik
melalui PPIDS Provinsi
DKI Jakarta

Jan - Des 2022

Sumber : Lampiran Surat Sekda Nomor e-1468/0T.07, 1 Agustus 2022
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Perbandingan indeks RB Pemerintah DKI Jakarta

dengan 5 (lima) Pemerintah Provinsi lainnya tahun 2022,

sebagai berikut:

Tabel 11-104
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022
No Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Predikat
1 | Provinsi D.l. Yogyakarta A 9 | Provinsi Gorontalo B
2 | Provinsi Jawa Barat A 10 | Provinsi Kalimantan Utara B
3 | Provinsi Jawa Tengah A 11 Pro_vm3| Kep. Bangka B
Belitung
4 | Provinsi Jawa Timur A 12 | Provinsi Kep. Riau B
5 | Provinsi DKI Jakarta BB 13 | Provinsi Lampung CC
6 P_r ovinsi Kalimantan B 14 | Provinsi Maluku CcC
Timur
7 g;?:tm' Kalimantan B 15 | Provinsi Kalimantan Tengah CcC
Provinsi Kalimantan
8 B
Selatan

Sumber: Kementerian PANRB RI, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam mencapai target Indeks RB Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 disamping
melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi implementasi RB dari
Kementerian PANRB tersebut diatas, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dengan

besaran anggaran sejumlah:

Tabel 11-105
Program Pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi

Anggaran
Ll Jenis Kegiatan Jadwal  Output Pagu Realisasi %
(Rp) (RP)
1 | Program Pembangunan zona Januari | Laporan |134.400.000 |134.400.000 |100
Penataan integritas menuju s.d.
Organisasi | wilayah bebas dari Desember
korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan
melayani pada PD/UPD
2 Monitoring dan evaluasi Januari | Laporan | 77.200.000 | 77.200.000 |100
capaian reformasi s.d.
birokrasi Desember

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
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Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam
program penunjang Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022
mencapai realisasi sebesar Rp. 211.600.000 dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 211.600.000 Atau capaian sebesar
100%.

Pemerintah Provinsi DKI
2 (dua) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) terkait dengan
RB yaitu KSD Nomor

Instansi

Jakarta juga mempunyai

kegiatan 39 yaitu Mewujudkan
Akuntabilitas Kinerja

Predikat AA dan KSD Nomor 61 yaitu Peningkatan Kualitas

Pemerintah (AKIP) dengan

Kinerja Pemerintahan. Pembahasan dibawah ini terfokus pada
KSD Nomor 61
Pemerintahan. Rencana aksi dan realisasi KSD Nomor 61 dapat

yaitu Peningkatan Kualitas Kinerja

tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 11-106
Rencana Aksi dan Realisasi KSD Nomor 61

™

A
A

Rencana Aksi

Penyusunan OTK
Perangkat Daerah
setelah
penyederhanaan
birokrasi

Tersedianya Kepgub OTK
Perangkat Daerah dan nama
jabatan pejabat struktural
setelah penyederhanaan
birokrasi

Realisasi

Tersusunnya Kergub Nomor

57 Tahun 2022 dan nama
jabatan pejabat struktural
setelah penyederhanaan

birokrasi

Penetapan Standar
Kompetensi Teknis
Jabatan Administrator

Tersedianya standar
kompetensi teknis jabatan
administrator

Terlaksananya reviu kamus
kompetensi teknis jabatan
administrator hasil reviu sesuai
dengan OTK baru dan
penyetaraan jabatan struktural

Penetapan Standar
Kompetensi Teknis
Jabatan Administrator

Tersedianya surat usulan
penetapan kepada
Kementerian PAN dan RB

Tersusunnya surat usulan
penetapan kepada
Kementerian PAN dan RB

Penetapan Standar
Kompetensi Teknis
Jabatan Administrator

Tersedianya Rancangan
Keputusan Gubernur tentang
standar kompetensi teknis
jabatan administrator

Tersusunnya Rancangan
Keputusan Gubernur tentang
standar kompetensi teknis
jabatan administrator

Penetapan
Persyaratan Jabatan
dan Indikator Kinerja
Jabatan Pengawas

Tersedianya persyaratan
jabatan dan indikator kinerja
jabatan pengawas

Tersusunnya persyaratan
jabatan dan indikator kinerja
jabatan pengawas

Penyusunan Kamus
Kompetensi Teknis
Jabatan Pengawas

Tersusunnya kamus
kompetensi teknis jabatan
pengawas

Tersusunnya kamus
kompetensi teknis jabatan
pengawas

Kebijakan Pola
Pengembangan Karir
PNS

Tersusunnya Keputusan
Gubernur mengenai Pola Karir
PNS

Pola karier dan peta jabatan

Penetapan Kebijakan

Terlaksananya penetapan

Ditetapkannya Pergub
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™

A
A

Rencana Aksi

Manajemen Talenta

Target

Kebijakan Manajemen Talenta

Realisasi

Manajemen Talenta

Penyusunan
Keputusan Gubernur
tentang Penetapan
Jabatan Kritikal

Terlaksananya Penyusunan
Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Jabatan Kritikal

Tersusunnya Keputusan
Gubernur tentang Penetapan
Jabatan Kritikal

Implementasi
Kebijakan Manajemen
Talenta

Implementasi Kebijakan
Manajemen Talenta

Terimplementasinya Kebijakan
Manajemen Talenta

Penyusunan Pola
Hubungan Kerja antara
Pejabat Administrasi
dan Fungsional

Tersusunnya Pola Hubungan
Kerja antara Pejabat
Administrasi dan Fungsional

Jumlah dokumen Pola
Hubungan Kerja antara
Pejabat Administrasi dan
Fungsional

Pelaksanaan
Sosialisasi Jabatan
Fungsional dan
Pengiriman Uji
Kompetensi Jabatan
Fungsional

Tersusunnya Laporan
Sosialisasi Jabatan Fungsional
dan Laporan Pelaksanaan
Pengiriman Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional

Tersusunnya Laporan
Sosialisasi Jabatan Fungsional
dan Laporan Pelaksanaan
Pengiriman Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional

Penyusunan desain
sistem aplikasi angka
kredit Jabatan
Fungsional

Tersusunnya desain sistem
aplikasi angka kredit Jabatan
Fungsional

Jumlah dokumen desain
sistem aplikasi angka kredit
Jabatan Fungsional

Pembangunan aplikasi
angka kredit Jabatan
Fungsional

Terbangunnya aplikasi angka
kredit Jabatan Fungsional

Jumlah aplikasi angka kredit
Jabatan Fungsional

Monitoring dan
Evaluasi Implementasi
Road Map

Tersusunnya Monitoring dan
Evaluasi Implementasi Road
Map Penyederhanaan

Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Implementasi Road
Map Penyederhanaan

Penyederhanaan Birokrasi Birokrasi
Birokrasi
Penyusunan Tersedianya Rancangan Tersusunnya Rancangan

Rancangan Keputusan
Gubernur tentang PD
Pelaksana Survei
Kepuasan Masyarakat
(SKM) Tahun 2022

Keputusan Gubernur tentang
Perangkat Daerah Pelaksana
Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) Tahun 2022

Keputusan Gubernur tentang
Perangkat Daerah Pelaksana
Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) Tahun 2022

Optimalisasi
Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat
(SKM)

Diperolehnya hasil survei
kepuasan masyarakat Provinsi
DKI Jakarta terhadap kinerja
pelayanan masyarakat pada
12 Dinas

1. Evaluasi pelaksanaan
Survei untuk Periode TW 4
tahun 2021 pada Bulan
Januari 2022 (12 Dinas)

2. Persiapan pelaksanaan
survei di 2022 (12 Dinas)

3. Pelaksanaan survei untuk
TW 1 tahun 2022 pada bulan
Maret tahun 2022 (12 Dinas)

Optimalisasi
Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat
(SKM)

Diperolehnya hasil survei
kepuasan masyarakat Provinsi
DKI Jakarta terhadap kinerja
pelayanan masyarakat pada
12 Dinas

1. Evaluasi pelaksanaan survei
untuk periode TW 1 tahun
2022 pada bulan April 2022
(12 Dinas)

2. Pelaksanaan survei untuk
TW 2 tahun 2022 pada bulan
Juni tahun 2022 (12 Dinas)
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Rencana Aksi

Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat
(SKM) pada 12 PD

Target

Terlaksananya Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) pada 12 PD

Realisasi

Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) Tahun
2022

Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat
(SKM) atas Kinerja
Walikota/Bupati,
Camat, dan Lurah

Meningkatnya layanan
Walikota/Bupati, Camat, dan
Lurah terhadap masyarakat
Provinsi DKI Jakarta

Evaluasi pelaksanaan Survei
melalui aplikasi Jakarta Kini
(JakKi) untuk Periode TW 4
tahun 2021 pada Bulan
Januari 2022. Pelaksanaan
survei untuk TW 1-4 tahun
2022

Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan APIP
pada PD atas LHP

Ditindaklanjutinya
rekomendasi Hasil
Pengawasan APIP atas LHP
yang terbit periode tahun 2019
s.d. 2022

TLHP APIP selesai
ditindaklanjuti atas LHP yang
terbit periode tahun 2019 s.d.
2022. Target Capaian 80%-
85%

yang terbit periode

2019 s.d. 2022

Sumber:  KSD F8K, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Adapun analisis terhadap implementasi RB di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

1. Reformasi Birokrasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki
dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam
melayani masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik, mengurangi korupsi, dan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi.
Reformasi Birokrasi juga bertujuan untuk mendorong inovasi
dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di
dalam birokrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Ada beberapa upaya perbaikan dan tidak lanjut rekomendasi
yang telah dilakukan di tahun 2022, diantaranya:

e Mengirimkan sebanyak 51 agen perubahan yang akan
diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan, dan
kemudian ditetapkan sebagai

2022-2023.

o Melakukan FGD bersama LAN dan Perangkat Daerah.

agen perubahan tahun

¢ Menetapkan IKK sebagai Indikator Perkin pada Kepala Biro
dilingkungan Setda.

¢ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
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¢ Melakukan pendampingan uji coba penilaian IKK bersama
LAN.

e Tahun 2022 menetapkan 15 UKPD untuk diajukan sebagai
unit menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari 9 UKPD menuju
WBK dan 9 UKPD menuju WBBM.

e Tahun 2022 terdapat 81 proposal inovasi dari Perangkat
Daerah/UKPD, 15 diantaranya diajukan Sinovik dan
1 Inovasi masuk dalam TOP 45 yaitu si-JakKi.

3. Ada beberapa kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi, di
antaranya adalah:

e Kepedulian terhadap masyarakat: Reformasi Birokrasi
harus didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan
pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat,

¢ Kepemimpinan yang kuat: Kepemimpinan yang tegas dan
konsisten dari para pemimpin sangat penting untuk
mengarahkan dan memotivasi para pegawai dalam
menjalankan Reformasi Birokrasi,

e Partisipasi masyarakat: Suksesnya Reformasi Birokrasi
juga tergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan
program,

e Pendekatan terpadu: Reformasi Birokrasi harus dilakukan
secara terpadu dan menyeluruh, dengan memperhatikan
seluruh aspek yang terkait dengan birokrasi, termasuk
sistem manajemen, struktur organisasi, dan sumber daya
manusia.

e Pemantauan dan evaluasi yang efektif : Monitoring dan
evaluasi yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk
mengukur  keberhasilan Reformasi  Birokrasi dan
menentukan arah perbaikan di masa depan, dan

e Percepatan transformasi digital di segala lini layanan
pemerintahan baik untuk internal maupun kepada

masyarakat.

™
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d) Skor EKPPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada mempunyai salah
satu indikator “Skor EKPPD” pada sasaran Terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta
model organisasi pemerintahan yang dinamis, berikut analisis
capaiannya :
Tabel 11-107
Skor EKPPD Tahun 2022

Indikator
Sasaran

SEET Target Realisasi  Capaian

1 | Skor EKPPD 3.3 3.3 N/A -

Sumber: LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Skor EKPPD, indikator ini mempunyai 1 (satu) target
yang harus dicapai, yaitu : 3.300, yang merupakan Skor yang
dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri
tentang  Penetapan  Peringkat dan  Status  Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.
Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah;
2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang; 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status
tinggi; 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi, sedangkan
pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi
se Indonesia. (data dukung capaian terlampir) dimana mulai di
tahun 2020 terdapat perubahan perhitungan pemeringkatan
dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana
Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020): 1. Skor
1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah; 2. Skor
1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah; 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 :
status kinerja sedang; 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja

tinggi; 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi,
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Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh
provinsi se Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri sudah dua tahun ini belum
mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara nasional, dimana Tahun 2020
Kementerian Dalam Negeri hanya mengeluarkan berbentuk
piagam dan tahun 2021 ini Kementerian Dalam Negeri belum
sama sekali, dimana informasi yang didapat adalah Kementerian
Dalam Negeri masih menunggu hasil rekomendasi dan
penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EPPD) sesuai yang telah diamanatkan dalam Permendagri 18
Tahun 2020 Pasal 27 ayat (3).

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 (satu)
Program, 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan operasional
dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam Perjanjian Kinerja
Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Pemerintahan,
dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemuktahiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat
perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan

pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

Tabel 11-108
Program pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Program 2022 2021 2020 2019
Penguatan Persentase 90 % 90% 85 % - -
akuntabilitas penyelesaian masalah
kinerja Pelaksanaan
pemerintah Pemerintahan dan
daerah Otonomi Daerah

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
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Program ini menunjang tugas dan fungsi Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan
Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan
nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat
perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program
dan kegiatan, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target
yang diturunkan dalam kegiatan sebagai berikut :

e Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Kegiatan ini menunjang tugas dan fungsi Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan
Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan
menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan
nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan
kegiatan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat
diperbandingkan dengan realisisasi kinerja dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi (renstra) dari awal tahun
diperjanjikan 2018 — 2021.
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Tabel 11-109
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021
IK Sasaran SEWIET! IENGET
2018 2019 2020 2021 2022
Tersedianya
dan terjangkau - .
1 - Backlog

bagi seluruh Huni

: unian
lapisan 3,105 | 3,1712 | 3,2374 | NIA N/A
masyarakat

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah oleh Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil
Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status
rendah, 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99
. status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi.
Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh
provinsi se Indonesia.

Perubahan Menjadi :

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil
Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang
selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
nasional.

Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020):
1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah
Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah

Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang

Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi

o bk 0N

Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi
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Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor

seluruh provinsi se Indonesia Dimana dasar Keputusan

Mendagrinya adalah sebagai berikut :

Tabel 11-110
Dasar Pemungutan Skor

Target Realisasi

2018 | 3,1000 | 3,1045 Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018
2019 | 3,1500| 3,1712 Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018
2020 | 3,2000 | 3,2374 Piagam Penghargaan (Kepmendagri Belum ada)
2021 | 3,2500 N/A Belum diumumkan

2022 | 3,3000 N/A Belum Diumumkan

Sasaran
strategis

Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang taktis
dan adaptif
berbasis
data, serta
model
organisasi
pemerintahan
yang dinamis

mati

Terkait dengan sisa anggaran merupakan hasil sisa

pengadaan barang/jasa, sehingga secara capaian

kinerja tidak berdampak atau terealisasi 100 persen dimana

pada Tahun 2022 terdapat 3,22 persen dengan capaian

target kinerjanya sebesar 100 persen, dimana salah satunya

efisiensi Pengadaan Tenaga Ahli pengaduan.

Capaian Kinerja Tidak Berdampak Atau Terealisasi

Indikator
Sasaran
Skor
EKPPD

Tabel II-111

Program

Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah

5.187.869.226

realisasi

5.066.187.470

capaian

97,66%

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Provinsi

702.952.835

635.100.271

90,34%

Sumber :

e) Opini Laporan Keuangan Daerah

Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya

telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

Badan Pemeriksa
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Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan
keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab
atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang
bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan
oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang
telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun
2022 data yang digunakan dari hasil audit BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun
anggaran 2021, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru
akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan
hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 seperti
yang tertuang dalam Laporan Nomor 119/-1.924/MON.I11/3.2022
tanggal 4 Maret 2022, bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2021 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran,
perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta
perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut,

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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Tabel 11-112
Opini Laporan Keuangan Daerah

Satuan Target Realisasi Capaian

Opini Laporan Keuangan

Predikat | WTP WTP 100%
Daerah

Sumber : LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas LKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, bahwa Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta meraih Opini LKPD Tahun 2021 “Wajar
Tanpa Pengecualian”, sehingga target dari indikator kinerja
untuk Opini LKPD telah tercapai 100 persen, selain itu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun ini meraih
Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau selama periode RPJMD
2017 — 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meraih
WTP, berikut capaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian :

Tabel 11-113
perbandingan capaian tahun 2018-2021

2019 2020
Target | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Opini LKPD | Realisasi | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP

Capaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Sumber : LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat
dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur
sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak
lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan,
upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Memfasilitasi penyusunan Instruksi Gubernur Nomor 10
Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran
2021 dan renaksi dalam rangka mempertahankan Predikat

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Melakukan kegiatan Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2021
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3. Melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Eksternal.

Dalam mempertahankan opini laporan keuangan daerah
dengan predikat WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki
beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2022, Berikut
program-program yang mendukung pada indikator Opini

Laporan Keuangan Daerah.

Tabel I1-114
Program Pendukung Capaian Indikator Opini Laporan Keuangan Daerah
Indikator | Program/Kegiatan/

REEURES] Capaian Efisiensi

SEREIEN Subkegiatan
1 Opini Program
Laporan Pengelolaan
Keuangan | Keuangan
Daerah Daerah(BPKD)
Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah (BPKD)
Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah (BPAD)
Program
Penyelenggaraan
Pengawasan
(Inspektorat)
Sumber : LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

14.915.627.360 | 14.056.167.552 | 94,24% 7,76%

544.750.000 544.750.000 100% -

55.545.338.270 | 47.126.310.485 85% 15%

9.525.671.960 7.675.167.000 80,57%

Selain program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai KSD

(kegiatan strategis daerah) nomor 38 Meraih Laporan Keuangan

Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dengan beberapa rencana aksi yaitu terdiri dari :

1. “TLHP BPK RI selesai ditindaklanjuti atas laporan tahun
2021” dengan realisasi telah dilaksanakannya Three Partiep
TLRHP BPK RI dan capaian keberhasilan 100 persen.

2. “Integrasi Sistem Pengadaan dengan SIPKD terkait
pencairan anggaran” dengan realisasi tersedianya laporan
hasil uji coba integrasi pengadaan barang modal antara
sistem e-Lang, SIPKD dan Sistem Aset dan capaian

100 persen.
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3. “Integrasi Sistem Aset dengan SIPKD dan SIPBJ” dengan
realisasi Uji coba integrasi sistem pengadaan dengan
SIPKD dan Sistem Aset dan capaian 100 persen.

4. “Implementasi sistem persediaan sekolah” dengan realisasi
terimplementasinya sistem persediaan di seluruh sekolah
dan capaian 100 persen.

5. “Penghapusan aset” dengan realisasi terbitnya SK
penghapusan aset tetap dan barang inventaris dan capaian
100 persen.

6. “Pelaporan dokumen BAST Fasos Fasum” dengan realisasi
terlaporkannya dokumen BAST Fasos Fasum dan capaian
100 persen.

Berikut tersaji data pemerintah daerah terkait dengan

Opini Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2022, yaitu terdiri :

Tabel 11-115
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Prov Aceh WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
2 | Prov Sumut WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
3 Prov Sumbar WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
4 | Prov Riau WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
5 Prov Jambi WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
6 Prov Sumsel WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
7 | Prov Bengkulu WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
8 Prov Lampung WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
9 Prov Bangka Belitung | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
10 | Prov Kep. Riau WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
11 | Prov DKI Jakarta WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
12 | Prov Jabar WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
13 | Prov Jateng WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
14 | Prov DIY WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
15 | Prov Jatim WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
16 | Prov Banten WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
17 | Prov Bali WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
18 | Prov NTB WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
19 | Prov NTT WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
20 | Prov Kalbar WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP
21 | Prov Kalteng WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
22 | Prov Kalsel WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
23 | Prov Kaltim WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
24 | Prov Kalut WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
25 | Prov Sulut WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

26 | Prov Sulteng WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
27 | Prov Sulsel WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP
28 | Prov Sulteng WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
29 | Prov Gorontalo WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
30 | Prov Sulbar WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
31 | Prov Maluku WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP
32 | Prov Maluku Utara WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP
33 | Prov Papua WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
34 | Prov Papua Barat WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP

Sumber : Inspektorat dan BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Opini BPK terhadap laporan keuangan
dengan predikat WTP menjadi target yang terdapat dalam
RPJMN. Pada Tahun 2022 Opini BPK terhadap laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat predikat
WTP. Predikat ini diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai
dengan tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam tindak
lanjut hasil temuan, diantaranya :

1. Semakin dalamnya audit yang dilakukan oleh Tim BPK atas
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan
belum tersedianya aplikasi yang mendukung penerapan
akuntansi berbasis akrual secara penuh.

2. Belum adanya tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka
mempertahankan opini LKPD.

3. Perlu adanya Instruksi Kepala Daerah tentang penyampaian
data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh
Perangkat Daerah.

4. Perlu adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah guna
pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan

keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah.
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f) Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi
dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Definisi  indikator Persentase PD yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta telah menggunakan layanan Persandian dalam rangka
pengamanan informasi. Layanan keamanan informasi yang
tersedia yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pengamanan
Website dan IT Security, Tanda Tangan Elektronik yang
menggunakan Sertifikat Elektronik, Virtual Private Network,
Kontra Penginderaan dan Jammer, dan Email Bersandi serta
Sosialisasi Security Awareness.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, rumus perhitungan Indikator Kinerja jumlah
persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan
persandian dalam rangka pengamanan informasi milik
pemerintah berdasarkan layanan pengaman web informasi dan

aplikasi E-Gov tahun 2022 sebagai berikut:

Jumlah Perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat dasrah 5100

Jumlah total perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022,
indikator kinerja sasaran Persentase Perangkat Daerah yang
telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
ditargetkan 20 persen tiap tahunnya dari tahun 2018 hingga

2022 menjadi 100 persen dangan outcome yang diharapkan

O
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yaitu meningkatnya keamanan informasi milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta melalui penyelenggaraan Persandian.
Berdasarkan LKIP Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik tahun 2022, Hasil persentase pada Perangkat Daerah
Provinsi yang telah menggunakan layanan Persandian dalam
rangka pengamanan informasi milik Pemerintah tahun 2022

adalah 100 persen.

Tabel 11-116
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi
dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Tahun 2022
Target Realisasi

Indikator Kinerja Satuan

Persentase Perangkat Daerah yang
telah menggunakan sandi dalam %
komunikasi Perangkat Daerah

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta,

diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022

20% 20%
100% 100%

Pencapaian dari indikator kinerja tersebut dengan target
dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yaitu sebagai
berikut:

Grafik 11-21
Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi
dalam Komunikasi Perangkat Daerah

gz Qg 100 100
100 86.27 88.23

alalall

20e 2019 2020 2021 p22
Tahun

Presentase

=

i
g
oac

Target
Realisasi
Targel
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Target
Realisasi

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022
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Program Pendukung indikator :

Tabel 11-117
Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah
Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Program/

Indikator

S Kegiatan/ Reali